SALINAN

MENTERI DALAM NZGEEKI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERZ DALAM NEGERI REFPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 202C
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN
2019 TENTANC LAFORAN DAN EVALUASI FENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERA=

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIE INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketectuann Pasal 14, Pasal 2],
Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang _aporan dan  Evalussi
Penyelenggarzan Pemerintahan Daerah, perlu menstapkan

Peratiran  Menferi  Dealam  Negeri  tentan Peraturan

e

Pelaksanaan Peraturan Pemerintean Normoer 13 TaHun 2079

tentang Laporan dan Evaluas. Penvelenggaraan Perngrintahan

Daeral;
Mengingat : 1. Psgsal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar WNegara|Keuublik

Indonesia Tahun 1945;

2. Urﬁdan;;Undang Nomor 3¢ Tahun 2008 | rentang
Kemente=ian Negara (Lemparan Negara |Nepublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembarar
Negara Republik Nomor 4916):

3. Undang-Undang Nomor 228 Tahuan 2014 | entang
Pemerintahan  Daerah  (lerzbaran  Nepara |kepublk

v

inaonesia Tahun 2044 Nomor 244 Tambehnaw Lembaran

Megara Repubiitk Indonesia FMemor 5387 sebiwaiwena




Menetapkan

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Uﬁdang-Undang Nomor 23 ’I‘ahuni 2C14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomcr 58, Tambahan Lembaran
Negars Republik Indonesia Ncmor 5679);

4.  Peraturan Pemerintah Nomcer 13 Tahun 2019 tentang
Laporan darn Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan _embaran Nega-a Republik
[ndonesia Nomor 6323) ;

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tehun 2015 Nomor -2);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PEZRATURAN PEMERINTAH
NOMCR 13 TAHUN 2019 TENTANCG LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTA=AN DAERAH.

BAB
KZTENTUAN “MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang “imaksud dengan:

1. Laporan Penyelenggarazn Pemerintahan Daerah yang
selanjutr.yé disingkat LPPT adalah laporan vang
disampallan oleh pemer:ntah daeran kepada pemerintah
pusat vang memuat capaian Kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan | pelaksanaan ugas
pembantuan selama 1 {satu) tzhun anggaran.

2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang
selaniutrya disingkat [LKFJ adalah laporan yang
diSampaﬂ';an oleh pemerinten daerah kepada dewan
perwakilenn rakyat daerak yang memuat hasil

penyelsnggaraan urusan pemerintahan vang menyang<at



10.

laporar: pertanggung awabar <inerja yang d:laksarakan

oleh pemerintah daerah selarme 1 (satu) tahun anggaran.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerirtakan
Daerah yang selarjutnya disingkat RIPPD ada.ah
informas: yang disampaikaz cleh pemerintan daerah
kepada masyarakat yang memuat capaian Kinerja
penye_enggaraan pemerintanzn daerah selama 1 isatu)
tahun anggaran.

Evaluasi Penyelenggaraan Femerintahan Daerah yang
selanjutrya disingkat EPFD adalah evaluasi yang
dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah
daeran provinsi dan pemerinteh daerah kabupaten/kota
dalam rangka penilaian Kkinerja peryelenggarsan
pemerintahan daerak. '

Indikator Kinerja Kunci vang selanjutnya disingka: IKK
adalah  indikator kinerja yang menggambarkan
keberhasilan penyelenggeTaan suatu vrusan
pemerintahan.

Menter: adelah menzeri yarng menyelenggara<an trusan
pemerintahan dalam aegeri.

Avparat Pengawas Inzernal Pemerintah yang selenjutnya
disingkat APIP adalah ©pejabat fungsional peada
inspektorat jenderal kemernterian, unit kpengawasan
1ef:1baga pemerintah  norxementerian, insgektorat
provinsi dan inspektorat kabupaten/kota.

Reviu adalah penelusuran bukti suatu kegiatan untuk
memkerikan keyakinan terbaras bahwa kegiatan ersebut
telah dilaksanakan sesuai cengan ketentuan, standar,
rencana atau norma yang te_an ditetapkan.

Verifikes: adalah pemeriksaan tentang kenenaran
laporan, pernyataan, data ketangan dan‘sebagainya.

Tim Nasional adaleh tim yang rembaniu Presiden calam
melaksanakan evaluasi penvelenggaraan pemsrirntahan
d_aeréh secara nasional.

Tim Dacrah Provinsi adalah tim yang membantu
guberaar selaku  wakil pemefin*’cah ousat calam

melaksanakan evaluasi pemerintahan kabupaten/kota di



wilayal: provinsi.

BAB II
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN

LAPORAN PENYELENGCARAAN "EMERINTAHAN DA=ZRAH

Bagian Kesatu

Muatar:

Pasal 2
LPPD memuat satu kesatuar hasil pengukuran kinerja
permerintahan daerah vang terciri atas:
a. capaian kinera penyelenggaraan pemer:ntakan
cdaerah; dan
b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.
Selain LPPD sebagaimana dirtaksud pada ayat '1), juga
memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal.
Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf a, terdiri
atas:
a. capaian kinerja makro;
b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan; ¢an
c. capaian akuntazilitas kirerja pemerintahar: dzera-.
Cepaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
sebagainiana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, me-ipakan
capaian atas perjanjian kirerja kepala daereh yang
merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja
instansi permerintah.
Capaian  kinerja pelaksanzan tugas pembiantuan
sebagaimana dimaksud pade ayat {1) huruf b, terdiri
atas: - |
a. capaian kinerja pelaksanaan tugas pempantuan
yang diterima cleh daereh provinsi dari pererintah
pl;sat.; can
b. Cap&ian kinerja pc:laksahaan tugas pemsantuan

yang diterima o¢leh daesrah kabupaten/kota cari



pemerintah pusat, darn. azau pemerintah daerah
Erovinsi.
Capaian kinerja pelaksanzan tugas pembanttan
sebagaimana dimaksud pade ayat (5), diukur dergan
membandingkan antara targer can realisasi yang dicapai
dari aspek fisik den keuangan.
Laporan  penerepan  stancar pelayaran  miniral
sebagaimsna dimaksud pads ayat (2), paling sedikit
memuet:
a. hasil capaian penerapan standar pelayanan rzinimal;
b. kendala penerapan standzr pelayanar minimel; can
c. xetersediaan anggaran <alam penerapan standar
| nelayanan minimal.
LPPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
diatur sesuai dengan ketentian peraturan perundang-

undangan.

Beagian Kecaa

Penyusunzan

Pasal 3

Penyusunsen LPPD dilakukan melzlui tahapan:

-

pembentakan tim penyusun dan tim pereviy;
pengumpulan data dan dokumen pendukung;
penyusunan dokumen data dasar cepaian kinerja
penyeienggarsan pemerintahar daerah untuk digunakan
dalam penyusunan LPPD, LK dan RLPPD;

Verifikas: dan penilaian dok:omen data dasar capaizn
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daeran,;
penyusunan rancangan LPPD, _KPJ dan RLPPD; can
pé‘ne.tapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPC yang
<ii§ampail«;an kepada pemermniah, dewan perwakilan

rakyat daerah can masyaraka:.



Pasal ¢
Tim Penvusun sebagaimana d:maksud dalam Fasal 3
huruf a, terdiri dari kelormpck kerja khusus urtuk
penvusunan LPPE, LKPJ dan RLPPD.
Susunan keanggctaan dan rircian tugas tim penyusun
dan kelompok kerja penyusuran LPPD, LKPJ dar: RLPPD
di lirg«ungan pemerintah <aerah provinsi ditetapkan
dengan xeputusan gubernur dengan sekretaris caerah
provinsi sebagai ketua tim peryusurn.
Susunan keanggctaan dan rircian tugas tim penyusun
dan kelompok kerja penyusucan LPPD, LKPJ darr RLPPD
di lingkungan pem’erihtah daerah kabupaten kota
ditetapkan dengan keputusan bDupati/wali kota cengan
sékrétaris daerak kabupate:/'kota sebagai ketaa tim
penvusun. |
Susunan keanggotaan tim peryusun dan kelempck kerja
penvusunan LPPD, LKPJ can RLPPD di lingkungan
pemerintah daersh disusun sesuai dengan kebuituhan
dan palirg sedikit memuat unsur yang terdiri atas
a. inspektorat daerah;

b. badan perencanaan pembangunan dasrah;

@]

biro yang menangani administrasi pernerintahan
pada sekretariat daerah provinsi dan kepale bagian
yang menanganri admiristrasi pemerintahan pada
sekrstariat daerah kabupaten/kota;

d. biro yang menangani keiembagaan dan tata izaksana
pada sekretariat daerah crovinsi dan kepala bagian
yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada
sekretariat daerah kabupaten/kota; dan

e. perangkat dasrah lainnysa.

Pasal 5
Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim persviu di
iingkungan pemerintah daerah provicsi  ditstapkan
dengen xeputusan gubernur dan melibatkan pejabat

fungsional atau APIP inspektorat daerah.




(2) Susunan keanggotaan dan rircian tugas tim pereviu
lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota
ditetapkzn dengan keputusan bupati/wali kcta dan
melibatkan pejabat fungsional atau APIF inspektcrat
daerah.

Pasal &6

(1) Pengumpulan data  dan dokumen pendukung
'S.cbagaimana dimaksud dalar— Pasal 3 huruf b, dilakukan
dengen tahapan: '

a. penviapan data; dan
b. kompilasi data.

(2) Penyizpan dan kompilasi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan o.ieh perangkat daereh yang
melaksanakan urusan pemer:r:tahan di prcvinsi dar: vnit
kerja perangkat gubernur vang melaksanakan urusan

pemerintahan di kabupaten, kota.

Pasal 7
Penyusunar.  dokumen data dasar capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana
dimaksud delam Pasal 3 hurif c, dilakukan oieh #m

penyusun L°PPD.

Pasal &

(1) Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan
dalam LPPD bersumber dexi perangkat daeran yang
melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat
statistik atau instansi terkait Iainnsfa.

(2) Delar: hal perangkat daerah vang melaksarakan urisan
pemefintahan tidak menerb:tkan data yang diperiukan
untuk  penyusunan  LFPD, pemerirztah  daerah
menugaskan erangkat daerah terkait un-uk
mengumpulkan dan mendokumentasikan cata ksluaran
setiap xegiatan tahun anggaran berjalan sebagai bahan

dalam renyusunan LPPD.



Pasal 9
Verifikes: dan penilaian dokumen cata dasar capaian
kinerja penyelanggaraan pemerintahan daerah
sebagaimana dimaksud dalarz Pasal 3 huruf d, dilakukan
oleh APIP inspektorat daeran.
Verifikas: dan penilaian dok-men cata dasar capaian
kinerja penyelenggaraan pemerintahan caerah
dilaksanakan dalam bentuk Revit, yang bertujuan
sebagai sentuk pembinaan dan pengawasan terhadap
kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.
Data cinyataekan tidak dapat dimaesukkan ke dalam
dokumen data dasar capziam kinera penyvelenggaraan
pemerintahan daerak jika:
a. data tidak memiliki sumber vang dapat
dipertanggungjawabkan;
b. date tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan
sebagai sumber data; dar
c. metode, tekn:k pengumrulan dan analisis data ticak
dapat dijelaskan.
Hasil Reviu dokumen datz dasar capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diiakukan
oleh APIP inspektorat daerah dituangkan dalam cataran
hasil Reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan
LPPD.

Pasal 15

LPPD disusur menggunakan formet sistematika sebagaimana

tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagiar tidak

terpisalikan dari Peraturan Menter: ini.

(1)

Bagian Keriga

Penyampaian

Pasal 12
LPPD) provinst disampaikas oleh gubernur kepada

Presiden melaluil Menteri.
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(2) LPPD kabupaten/xota disampaikan oleh bupati/wali kota
kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat.

(3) LPPD sebagaimana dimaksud pada rayat (1) dan ayat (2),
disampaikan paling lambat 2 {tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

(4) Penvamrpaian LPPD sebagaimana dimaksud pada zvat (3),
dilaksanakan melalui sistec informasi pemerintahan
daerah.

(€) Dalem hkal penyampaian LPPD dilakukan secara daring,
waktu penyampaian LPPD yaitu terhitung sejak tanggal
dokumen diunggah calam sistem informasi pemerintahan

daerah.

Pasal 12

(1) Kepala daeranh yang teriamnpat menyampaikan _PPD
sebagaimana dimaksud daarm Pasal 11 avat (3j,
dinyatakan tidak menvampaikan LPPD.

(2) Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dapat
diberikar sanksi administratii sesuai dengar ketentuan
peraturan perundang-undangan

(3} Dalem hal kepala daerah bermenti sebelum akhir tahun
anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk

untuk melaksanakan tugas kepala daerah.

Pasal 13
Menteri meneruskan informasi sxuntabilitas kinerja pada
LPPD provinsi dan kabupaten/kota kepada menteri yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi bkirokrasi
untuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah.
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BAB IIZ
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWAB-AN

Bagian Keszatu

Muatan

Pasal 14
Ruang “irgkup LKPJ meliputi:

a. hasii penyelenggaraan _rusan pemerintahan yang

men‘adi kewenangan daeran yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah;
b. hasii pelaksanaan tugas  pembantuan

penugasan.

Hasil’ penyelenggaraan urusan pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada zvat (1) huruf a. meliputi:

a. capaian pelaksanaan program dan <egiatar, serta

permasalahan dan wupsya penyelesaian setiap

urisan pemerintahan;

b. keoijakan strategis yang ditetapkan cleh kepala

daerah dan pelaksanaanrys; dan

c. tindak lanijut rekomendes: dewan perwakilan rakvat

daerah tahun anggaran s=oelumnya.

Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan

sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b, ber:pa:

a. pemeserintah daerah prowrsi terdiri atas capaian

kinerja:
1. tugas pembantuan yang diterima

pemerintah pusat; can

i

pemerintah daerah kalupaten/kota.

b. pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas

capaian kinerja.

1. tugas pembantuan yang diterima dari

pemerintah pusat; dan

2. tugas pembantuan yang diterima dari

pemerintah daerah provinsi.

dari

tugas pembantuar vang diberikan kepada



(4)
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Hasil pelaksanaan tugas pembantuan den penugasan
sebagain:aﬁa dimaksud pada ayat (3), juga memuat
permasalahan cdsn upaya penyelesaian setiap tugas
pembantuan atau penugasan.

Laporan bhasil relaksanaan penugasan sebagamana
dimaksud pada ayat (1) hur:f b, dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kecua

Fenyusutrzan

Pasal 1=

Penyusunar. LKPJ dilakukan olen kelompok kerja xnusus

penyusunar LXPJ sebaga:mana dimaksud dalam Pasal 4 avat

(1).

Pasal 1=
Data yvang digunakar dalam LKPJ merupakan date yang
digunakan urtuk menyusun LPPD.
Dalam hal data sebagaimara dimaksud pada zyat (1)
tidak tersedia, perangkat daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan menviapkan data sesuai dengan
kebutunan penyusunan LKPJ atau meminta ke Dadan

pusat statistik.

Pasal 17

LKPJ disusur menggunakan formszat sistematika sebaga mana

tercantum dalam Lampiran yvang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menter: ini.

(1)

Bagian Kctiga

Penyampaian

Pasal 1%
LKPJ disampaiken olennr kepala caerah dalam -rapat

paripurna dewan perwakian rakyat dasrah vang



dilaxukan 1 (satu) kéli ‘d}a’ia:n 1 ‘(satu) tahur paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggarar: berakhir.
Dalam nal kepala daerah berhalangar tetap atau
berhalangan sementara, LKPJ disampaikan olen wakil
kepala dzerah selaku pelaksar.a tugas kepa.a daerah.
Dalam hal kepala daerah dar: wakil xepala casrah secara
bersamaan  berhalangan tetap atau berhelangan
sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang citunjuk

untuk melaksanakan tugas kepala daerah.

Pasal 19
Dewan perwakilan rakyat daerah harus me.akukan
pembahasan LKPJ paling lembat 30 (tiga pulun) heri
setelah LKXPJ diterima.
Pembahasan LKPJ oleh dewar perwzkilan rakyat caerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (.), dilakukan dengan
memperhatikan:
2. capaian kinerja program dar: kegiatan; can
b. pelakxsanaan peraturan caerah dan/ atau peraturan
kepzale daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah.
Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana diraksud
pada ayat (1), dewan perwakiian rekyat caerah
mererbitkan rekomendasi sebagai bahan:
a. penyusunan perencanaan pada tahun berjaian dan
tahun berikutnya;
b. penvusunan anggaran pada -ahun berjalan dan
tahun berikutnya; dan
¢ penyusunan peraturan daerah. peraturan kepala
daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala 'iaerah.
Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah ternadap
LXPJ provinsi sebagaimaria dimaksud pada ayat (3),
disampaixan oleh de‘wan perwakilan raxvat caerah
kepada gubernur dengan tembusan kepada Merteri

melalui Cirektur Jenderal Otcriomi Caerah.



Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhacep
LKPJ kabupaten/xzota sebaga:mana dimaksud pada avat
(3), disampaikan oleh dewar. perwakilan rakyat daerzh
kepada bupati/wali kota aengan tembusan kepada
Menteri melalui Direktur Jenceral Otonomi Daerah den
gubernur sebagai wakil pemer_ntah pusat.

Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan (), ditindaklanjati oleh xepala daerah.

Pasal 20

Dalam nel kepala daerah atau pejabat pengganti berakhir
masa jabatannya sebelum rtahun anggaran berakhir,
kepzla deerah atau pejabat pergganti Yang bersangkutan
menyampaikan memori serar terima jebatan kepada
kepela daerah yvang baru atat pejabat pengganti.

Memori serah terima jabatarn sebagaimana dimaksud
pada ayet (1), menjadi bahan penyvusuran LK?2J oleh
kepala daerah yang baru atat pejabat pengganti.

LKPJ sebagéimana dimaxsud pada aya: (2),
ditandatangani dan diserahkan oleh kepa.a daeran yeng

baru atau pejabat pengganti.

BAB IV
SENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERA=

Bagian Kesata

Muatan

Pasal 2~

R_PPD memuat:

O

capaiar: kinerja makro;
ringkasan capaian kinerja urusan pelavanan dasar;
hasil EPPD dan opini atas lapcran keuangan pemer:ntah

daerah tahun sebelumnya,;
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ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaren daerah; dan

inovasi daerah.

Bagian Kecuaa

Penyusunzn

Pasal 22
Penyvusunan RLPPD dilakukan oleh kelompok kerja
khtsus penyusunan RLPPC sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayaz (1).
RLPPD disusun dengan sistematika sebagaimana
tercantur dalam Lampiran ya=g mertpakan kagian zicak

terpisehkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kez:ga

Penyampaan

| Pasal 22
RLPPD disampakan oleh kepala daerah kepada
inasyarakat bersamaan dergan penyampaian LPPD
kepada pemerintah puéat.
RLPPD dipublikasikan paling secikit melalui:
a. 3 (ziga) media cetak haria~ dan/atau mecia oxline;
b. papzn pengumuman yarg mudah diakses pubiik;

can

c. website resmi pemerintah daerah.
Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPZD
kepada kepala daerah sebagai pahan masukan perbaikan

penyelenggaraan pemerintaha—= daerah.



BAB V |
TATA CARA PELAXSANAAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAEXAH

Bagian Kesatu

Umam

Pasal 24

EPPD diakukan untuk menilai kinerja keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara
keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-
masing urusan pemerintahar vang menjadi kewenangzan
daerah.

EPPD  sebagaimania  dimessud pada ayet (1),
menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintzh
daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber
informasi utama.

Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPFD =zrecvinsi
dengan melibatkan keme=terian teknis darjatau
lembaga pemerirtah nonkementerian terkait untuk
menilai «inerja penvelenggaraan pemerintahar daerzh
provirs:.

Gubernur sebaga: wakil permerintah pusat melakakan
EPPD tberdasarkan LPPD kabupaten,/kota dengan
melibatkxan perangkat daerah dan instansi vertika: terkzit
untuk menilai kinerja penwelenggaraan pemer:ntahan

daerah kabupaten/kota.

Bagiar Kecua

Sasaran Per-laian

Pasal 25
EPPL diiakukan untuk menila: kinerja makro dan kineria
penyeienggaraan urusan pemerintahan daerak.
Evaluasi kinerja makro sebagzimana dimaksud pada avat

(1), dilaxukan dengair: menilai:



a. capaian Kkinerja masing-masing indikazor kinerja
mak-o dalam LPPD; dan

b. p-’erubahan‘capaian kiner:a masing-masirg r.dikaicr
kinerja makro dalam LPPL.

Evaluasi kinerja penyelenggarazn urusan pemer:ntahzn

daeral sebagaimana dimaksuc pada ayat (1), dilakuxzan

dengan rcenilai capaian IKK da.am LPPD.

Penilaian capaian IKK sebagairmana dimaksud paca ayat

(3), dilaxukan berdasarkan:

a. b-obé.t nilai per bidang ur_san pemerintahan; dan

b. bobot capaian kinerja 1K< hasil per bidang arusan
pemerintahan.

IKK dar. bobo: nilai sebagaimarea dimaksud pada ayat (41,

dapat dirubah, ditambah dar/atau disemgurnakan olen

Menteri ~ setelah oerkoordinasi dengzn

kementerian/_embaga pemeriniah nonkementerian ser:a

mempert:mbangkan masukanz dari pemerintah ceerzn

provirs: dan kabupaten/kota.

Uraian indikator dan bobot rlai untuk indikator kinerja

makro dan IKK tercanturz dalamm Lampiran yang

merup_akan bagian rtidak ternisahkan dari Peraturzn

Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Evaluasi Peryelengga-aan Pemerinzahar Daerah

Pasal 26

EPPD «dilaksanakan setiap tazun anggaran dan hasiliiva
1 fv%ahng lambat € ‘enam) bulan sejax batas

¥ipaian LPPD.

EPPTé“‘,,l{dbepa‘ten/ kota dilazsanakan oleh perangkzst

v b :
daerah provinsi berdasarkan perugasan deri guberrur.
. | . . -

Pelax se\maan EPPD sebagaimena dimaksud pada ayat (31,
A A

@
A
T

igan membentuk T:m Daerah Provinsi.




(2

(31

- 17 -

o Pasal 27

Tim Nesional EPPD melakukan EPPD provinsi dan

kabupazen /kota setiap tahun.

Tim Nesional sebagaimana dimaksud pada avat (1),

beranggozakan unsur kemerte-ian dan/atau lembaga

pemerirtah nonkementerian yang terdir: atas:

a. Ke:rie_nterian Dalam Nege-i;

b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara;

c. Kementerian Ketangan;

d. Baden Pengawasan Keuargan dan Pemzangunan;

e. Baden Perencanaan Pembangunan Nasional; dan

f.  Badan Pusat Statistik.

Tim Nasional sebagaimana dirzaksud pada ayat (21, capat

dibantu oleh badan hukum incependen.

Untuk membantu kelancaran tugas Tim Nasionzl

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikentux

sekretariat Tim Nasional EPFD yang berkedudukan ci

Kementerian Dalam Negeri.

Tim Nasional dalam memakukan EPPD rrovinsi

meleksanakan:

a. pengukuran kinerja pemerintahan provinsi dengan
cara menganalisis dan menginterpretasikan daza
penvelenggaraan pemerintahan provinsi;

b. valicasi terhadap hasil EPPD kabupaten/kota yang
disampaikan oleh tim daeran;

c. Dpenyampaian laporan nasil pelaksanaan EPPD
daerah provinsi kepada Menteri; dan

d. penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada
pemerintah daerah provirsi yang di evaluasi sebagai
umpan balik. |

Hasil EPPD yang dilakukan oleh Tim Nasional dilapcrkan

kepeda Menteri berupa laporan hasil evaluasi masing-

masing pemerintah daerat provinsi.

Laporar hasil evaluasi sebagezmana dimaksud pzada ayzst

(6), disamnpaikan oleh Menteri kepada gubernur paling

lambat ¢ (sembilan) bulan setelah beralhirnya tahun

anggarari.
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Pasal 28

Tim Nasional me.akukan pc—.neﬁtuan peringkat xiner.a

pemerintahan daerah secara nasional yang terdir: ztas:

a. perirgkat kinerja provinsi:

b. perirgkat kinerja kabupazen; dan

c. perirgkat kinerja kota.

Tim Nas:onal dalam melaku}_{an penentuan perirngxat

kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupater/kota

melaksanakan:

a. menghitung nilai zirerja provinsi dan
kabupateri/ kota berdasarkan indikator dar bobot
yang telah ditentukan; dan |

b. melakukan | pemeringxatan provinsi dan
kabupaten/kota terdasarken skor dan status
kinerja pemerintah daerar.

Peringkat kinerja penyelengga-aan pemerintahan <zerzh

secara nesional yang telah ditentukan oleh Tim Nasionzl

ditetapkan  melalui  Kepurasan  Menteri  sezeleh
berkoordinasi dengan ment=ri teknis dan pimpinan
lembaga pémerintah nonkementerian terkait.

Metode penghitungen nilai kineria dan penentuan

pering<at  kineria  provinsi dan kabupaten; koza

tercantum dalam Lampiran yang merupakan kagiar: ticek

terpisehkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Tim Daerah Provirsi sebagairmara dimaksud dalam Pasal

26 ayat (4}, terdiri atas:

a. gubdernur seiaku wakil pemerintah pusat selaku
penanggung jawab;

b.  sekretaris daerah selaku zerua merangkap argegota,

c. irspektur daerah selak: wakil ketua merangkap
anggota,

d. kepzla badan perencamaan dan Dembangiran
daerah provirs: selalku azggota;

c. kepzla perwakilen badar pengawasan keuangan dan

pembangunan selaku anggeta;
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f. kepala dinas pengelclaan keuangan caerah selaku
anggota;
g.  ‘kepala badan pusat statistik provinsi selaku

anggota; dan

h. pejabat daerah lainnya.

Susunan keanggotean Tim Daerah Provinsi beserta

rinciar tugasnya ditetapkan oich gubernur.

Tim  Daerah  Provinsi dszlam melakukan EPPD

kabupaten/kota melaksanakar:

a. pengukuran kinerja permerintahan kesbupatsn dan
kota dengan carz menganaiisis dan
menginterpretasikan data penvelenggaraan
pemerintahan kabupaten, xota;

b. pen‘yampaiah laporan nasil pelaksanaan EP?D
daerah kabupaten dan kota kepada gubernur dan
Tim Nasional untuk dilakuakan va‘_idasi; can

c. penyampaian hkasil peleksanaan EPPD =xepaca
pemerintah daerah kabuparen/kota yang dievaluasi
sebagai umpan balik. |

Untuk membantu kelancaran tugas r_m cdeerzh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikentuk

sekretariat tim daerah EPFD yémg berkedudukan i

sek-etariat daerah provinsi. |

Hasil EP?D yang dilakukan oleh Timn Daerah Proviasi

dilaporkan kepada gubernur, berupa laporan hasil

eva;uasi untuk masing-masing kabu_.paten/ koza.

Laporan hasil evaluasi untuk masing-mas:ng

kabupaten/kota sebagaimana cimaksud pada ava: (5,

disampaikan oleh gubernur kspaca bupati/wsi kota

dengan tembusan kepada Menteri paling lambdat 3

(sermbilan) bulan setelah berazhirnya tahun anggaran.



(3}

Pasai 3C

Gubernur sebagai wak:~ pemerintah Flsat
menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota kepaZa
Menteri

Menteri menyampaikan hasil =FPD kabupaten/kota dan
provinsi kepada Presiden.

Penyampaian hasil EPPD sevagaimana dimaksuc paca
ava: (1) dan ayat (2), paling lambat 6 (enamj bulan sejak

batas akkir penyampaian LPPD

Pasal 3

Hasil EPPD d_igunakan oleh pemerirzah pusat sebagai bahar:

a.
b.

pertimbangan pemberian pengnargaan,;

sinkronisasi perencanaan dan  penetapan  target
pembengunan pusat dan daeran; dan

pemdingan terhadap peningkatan kemempuan
pemerirtahan daerah dalam menyvelenggarakan otonomi

daeral: schingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

BAB VI
JENIS PENGHARGAAN

Pasal 32

Presider: memberikan penghargaan kepada pemerintzh
daerahh provinsi dan kabupaten/koza yang termastk
perngx<at katégori berprestasi kinerja penyelenggaraan
pemer:ntahan daerah tertingg berdasarkan has:l EPPD
sebageimana dimaksud daiam Pasal 31 atas usulan
Menteri

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksuad pada
avat (1), juga mempertimzangkan aspek ketzatan
hukam |

Pengha-gaan sebagaimana dirmaksud pada ayat (_), va:tu
tanda kehormatan samkaryax:z_klgraha berupa parasamrva
pufnakawa nugraha kepaca lembaga penyelenggerasn
pemerintahan daerah dan satyalancana kearya bhakti

praja nugraha kepada kepala daerah.



G
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Perzberian penghargaan kepada lempaga

penyelenggaraan pemerintehan daerah dan kepa.a

daerah dilaksanakan sesuai cengan ketentuar peratuaran
perundang-undangan.

Pemberian penghargaan sebagaimana dirmaxsud paca
ayaz {1}, diumumkan dan d:berikan pada rangkaian
peringa-a: hari otonomi daeran.

Pénghargaan kepada daerah dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan cleh merteri vang
menyelenggarakan uirusan di bidang keuangan dalem
pember.an insentif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundarg-undangan.

- BAB'VL

SISTEM INFCRMASI ELEKTRONIK LAPORAN DAN EVALUASI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAZRAE

»

Pasal 23

Sistem informasi elektronik LPPD den EPPD 'terintegrasl secara

daring ke da.am sistem mformas! zemerintahan dzerzn yang

diatur sesuai dengan xetentuan peraturan oerurcang-

undangan.

BAB VIl
PENDANAAN

Pasal 34
Pendanazn penghargaan bersumber péda anggaren
pendapatan dan belanja nega-=.
Pendanaan penvusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ,
RLPPD can EPPD provinsi zersumber pada anggaran
pendapatan dan be]anjé daeran prov.nsi.
Pendanaan penyusunan dan penyampaiar: LPPD, _XPJ
darr RLPPD kabupateri/kota bersumber pada anggaran

nendapatan dan belanja daeran kabupaten/kcta.
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BAB IX
KETENTUAN LA N-LAIN

Pasal 32
Ketentuan dalam Peraturan Merteri ini berlaku juga bagi
Provirsi DKiI Jakarta sepanjang ticak diatur secara khusus
delam operaturan perurndang-undangan yang mengatur

kekhususan daerah tersebut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3¢
Pada saat Peraturan Menteri iri mulai berlaku, Peraturan
Menteri Dalarm Negeri Nomdr 73 Tahun 2009 tentang Tata
Cara  Felakxsanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerinzahan Daerah, dicebut dar dinyatakan tidak berlaku.

v Pasal 87
Peraturan Menteri ini mulai berlakua pada tanggal

diundangkan.
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NZEGEKRI
KEPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 202C

TENTANG PERATJRAN PE_AKSANAAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN
2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN "EMERINTAHAN DAERAH

FORMAT SISTEMATIKA

BAE 1

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PROVINSI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

1.1.2

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerak

secara umur yang metiputi beberapa hal sebagzai berikut:

a.
b.

C.

f.

undang-undang pembentukan daerah;

data geografis wilayah;

jumiah penduduk;

jumiah kebupaten, kota (untuk provinsi);

jumiah perangkat daerah, unit kerja perangkat daeral
dan pegawai pemerintah; dan

realisasi engggaran pendapatar can belanja daeral:.

Perencanaan Pembangunan Daeran

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa ha’

sebagai berikut:

a. permasalahan strategis pemer-atah daerah;

visi dan misi kepala daerah;
program pembangunan daerzh berdasarkan dokumer

perencanaan jangka menengzh. can
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d. kegiatan pembanguran daerzh berdasarkan dokumen
perencanegan tahunar.
1.1.3 Penerapan Standar Pe.ayanan Mirimnal
Bagian ini memuat nal-hal zerkait dasar pertimtangan
penerapan standar peleyanan minimal, dasar penerapan
standar pelayanan minimal, kebijzkan umum daerah dalam
rencana penerapan can penceraian standar pelayenan
minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunran
jangka menengah daerah dan gambaran orientasi can
komitmen yang ditetapkan pemer:r:tahan daerah sslama satu
tahun calam rangka penerapar dan pencapaian standar
pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan amum

anggaran.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Mekro

Capaian kinerja makrc merupakan capaian kinerja yang

menggambarkan keberhas:lar penyeienggaraan pemerintahern

" daerah secara umum. Capaian kiner:a makro dihasilkan dar:

berbagai program vang diselenggarakan oleh pemerintah daeran,

pemerintah pusat, pihak swasta dan pinak terkait lainnya dalax
pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakar indikator kinerja mak-o

sebagai berikut:

No Incikater Capaian Capaian | Perukahan
Kinerja Makro Kinerja Kinerja (%)
Tahun N-1 Tahun N
1 2 3 4 &
1 | Indeks
Pembangunan
Manusia
2 | Angka
Kemiskinan
3 | Angka
' Pengangguran
4 | Pertumbuhan
Ekonomi
S | Pendapatan Per
kapita
6 | Ketimpangan
Pendapatan
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Keterangan:

1. Indeks pembangunan manusia adalah nilai indeks
pembangunan manusia daerah yang bersangkutan.

2. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin daerzh

yang bersangkutan.

© 3. Angka pengangguran adalan perserzase pengangguran daersh

yang bersangkutan.

4. Pertumbuhan ekonomi &adalah persentase pertumbuhar
ekonomi daerah yang bersangkutan.

5. Pendapatan per kapita adalah perseztase kenaikan pendapatar
per kapita daerah yang bersangkuta~.

6. Ketimpangan Pendapatan yang diuk_-r dengan gini ratio adalzh

nilai gini ratio daerah yarg bersangkutan.

Capaian Kinerja Penyelenggzrasn Urusar Pemerintahen
Capaian <inerja urusan pemerintaran merupakan gambarar
dari keberhas:lan caerah dalam menge-ur dan mengurus urusar

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarker

[peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daeran

Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daeran memuat
data/irformasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengar:
indikator masing-masing urusan pemerintahan dan vurusar
penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi olek

pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kurci Keluarar

- No Urusan Indikazor Capaiar: | Sumber
Pemerintahan | Kinerja Kanci | Kinerja Data
Keluaran

1 Pendidikan
2 Kesehatan

dst




2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No Urusan Incikator Kirerja | Capaian | Sumber
Pemerintahan Kunci Hasil Kinerja Data

1 | Pendidikan

Kesehatan

dst

2.2.3 Indikator Xinerja Kunc: Untuk Fungsi Penunjang Uruser

Pemerintahan

No Fangsi Indikater Capaian | Sumber
Penunjang Kinerja Kunci | Kinerja Data

Tahun N

1 Perencanaan

Keuangan

Keuangan

Kepegawaian

Transparansi
dan
Partisipasi

Publik

dst

Uraian indikator kinerja kunc: untuk setiap urusen
pemerintahan dan fungsi penur ang urusan pemerintahar

tercantum dalam BAB V Lampira= Peraturan Menteri ni.

2.3 Akuntabnilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformas:kar
capaian keberhasilan pemerintah daeran dalam peleksanaan visi
"dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang
diperjanjikan dalarm perjanian kinerja xepala daerah. Infcrmas:
capaian akuntabilitas pemerintah daeral: memuat:
a. target kinerja dalam perjanjian kineriz;
b. pengukuran cepaian kinerja dibandingkan dengan terge:

perjanjian kiner:a;.
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c. pengukuaran cepaian kinerja dibancingkan dengan tanun
sebelumnyva;
d. pengukuaran capaian kinerja dibandicgkan dengan target dalam

pembargunan jangka menengah;

~e. analisis efisiens: penggunaan sumber daya dikaitkan dengen

has:l (k:nerja) yang telah dicapai; dar
f. analisis program dan kegiatan yang mendukung penczpaizn

target kinerja.

BAB III CAPAIAN KINERJA FELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembant_-an meliputi:

1.

Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan

Dasar hukum menvebutkan peraturan perundang-undangar yarg
melandasi atau menjadi dasar penye.enggaraan dan pelaporan
pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
Gambaran umum pelaksanaan -ugas pembantuan di provinsi

Gambaran umur menggambarka= pelaksanaan tugas

: pembantuan di daerah provinsi, baik yang diterime dari

pemerintah pusat maupun vang dit-gaskan kepada czereh
kabupaten,'’koza, vang meliputi jumlah kementerian/lembaga
pemerintah ncnxemrenterian yang memoerikan penugasan, bidang
urusan vyang ditagaspembantuankan. jumlah kegiatar dan
anggaran -ugas pembantuen, dan lair-lain pelaksanaan tugas
pembantuan.

Capaian kinerja pelaksanaar tugas pembantuan

Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
yang diukuar dengan cara membandingkan antara targer atau
sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yarg

dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat vang Diieksanakan olea Daerah

Provinsi
Tugas Pembantuan dari kementerian;.embaga yang ditugaskan
kepada daerah precvinsi.
3.1.1 Target Kinerja
Target kinerja adalan targer program/kegiatan dar

anggaran yang ditetapkan oleh zemenzerian/lembaga atas



pelaksanaan penugasar yang

“ertuang dalam Peraturen

Menteri atau dokumen/lembar zenugasan.

3.1.2

Realisasi

Realisasi adalah targe: prograr/kegiatan dan anggarsn

yang dapat dicapai

stau dir=alisasikan oleh daersh

provinsi atas pelaksanszan penugasan.

Matriks capa:an kinezja pelaksanaan —ugas pembantuan pusat

vang dilaksanaka= oleh daerah provins:.

00| KN

DISHR LAY
PGS

PROGRA, KEGITA, 50| ADkSI
OUTPUT, DANINCIAN. e8I | PELAKSANA | 24664 B RN | 6|
KESATAN [ HEaTAN

g || T

ANGGARAN

hy o

i (4} R U B T

L | Kemencerian

ergunar Mewery K

—

fogan....
Kegita....

Kelaran Outpe)...
Rincian Kegiatan..

KETERANGAN:

Kolom (1)
Kolom (2)

Kolom (3)

Kolom (4)

Kolom (5)

Kolom (6)

Kolom (7)

Kolom (8)

\0

Kolom (

)

diisi nomor urut

diisi kementerian/_embaga pemerintzh
ncnkementerian yang mer-perikan pentgasan (tugas
pembantuan)

diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintzh
ncnkementerian tentang  penugasar. ~ urusan
pemerintahan sebagai czsar pelaksenaan tugas

pembantuan

diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian
kegiatan tugas pembanTian sesuai DIPA dan
Juklak/Juknis

diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas
pembantuan

diisi perangkat daerah vang melaksanakan tugas
pembantuan sesuai dengan keputusan gupernur
tentang penetagpan perangkat daereh pelaksara
tugas pembantuan

diisi alokasi anggaran t:gas pembantuan sesuai
DIPA

diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun
ar.ggeran dalam rupiah

diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun
arggeran dalam persentase
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Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembartusn
delam bentuk narasi bercasarkan outpurt yang telah

ditetapkan

Kolom (11) diisi realisasi capaian =<egiatan dalam bentuk
persentase  berdasarkar  output yang teleh
ditetapkan

3.2 Tugas Pembar:zuan Provinsi yang Dilaxsanakan oleh Daerzh
Kaburaten/Kota
Tugas pembantian dari daeran provins: vang ditugaskar. kepada
daerah kabupaten, kota.
3.2.1 Target Kinerja
Target dan

kinerja adalah target program/kegiatar

anggaran vang ditetapkan oleh daerah provins. ates
pelaksanaan penugasan yang Zer-uang dalam peraturan
gubernur atau cokumen/lembar penugasan.

3.2.2 Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran

yang dapat dicapai atau dir=alisasikan oich dzerah

kabupaten, kota atas pelaksanazn penugasan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksznaan Tugas Pemtantuan

Provirs: yang Dilaksanakan olel: Daerah Kabupaten/Kota.

PROGRAM, KEGIATAN,
QUEPUT, JAN RINCIA

SkPD RendSASI

LA
DASAR PELAKZENAAN (AFAIAN

alORASH | REALISAS!

A

(=3

BIDANG URS KABIKCTA

2%

e,

ANGGARAN | ANGGARAN

PENUCASAS 'TP)

KEGIATAN

PELAKSANA 4
7

KEGATAN

()

i

U

3

9

9

)

(v

@

Bidang...

Peraturan Subemiur
N0, oo 2HUN e
T8, o

Program.....
Kegiatan....
Keluaran {Jutput) ...
Rincian Kegiatan ......

KETERANGAN:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi bidang urusar
ditugaspembantuankan
diisi peraturan gubernur entang penugasan urusan
pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas
pembantuan

diisi nama program, keg.ztan, output, dan rincian
kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan
Juklak/Juknis

pemerintakan yang

Kolom (3)

Kolorm (4)
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Kolom (5) diisi xabupaten/xota pererima tugas psmbartuan

dar: provinsi

Kolom (6) diist perangkat daerah yg melaksanakan tuges

percbantuan sesuai cgengan keputusan
bupati/wali kota tentang penetapan perangkat
deerah pelaksana rtugas pembantuan provinsi

Kolom (7) diis: alokasi anggaran tiagas pembantuan sesuai

DIPA

Kolom (8) diis: realisasi anggaran sampai dengan akhir taaun

anggaran dalam rupiah

Kolom (9) diis: realisasi anggaran sampal dengan akhir

tahur anggaran dalam persentase

Kolom (10) diis: -ealisasi capaian kegiatan tugas pesmbantuan

delam bentuk narasi bercasarkan output yang telah
ditetapkan

Kolom (11) diis: realisasi capaian kegiatan dalam bertuk

persentase  berdasarkar  output yang telah
ditetapkan

3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dar kendala menggamprarkan permasalahan dan

kenda'a yang dihadapi dalam pelakseanaan tugas pembantuan,

baik dari aspek edministrasi, keuangar: maupun teknis kegiatan.

3.4 Saran dan Tindax _anjut

Saran dan tindak .anjut berisi masukar dan saran serta langkah

tindak lanjut urtuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan

perbaikan dalam perencanaan tugas pebantuan selanjutnya.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PZLAYANAN MINIMAL
4.1 Urusan Pendidikar:

Laporan penerapan dan pencapaian s-zndar pelayanan minimal

memuat:

4.1.1

4.1.2

Jenis Peleyanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang
diselenggarakan oleh pemerinzahan daerah yang telah
ditetapkan  standar  pelayazan  minimalaya  oleh
pemerintah.

Target Pencapaian Standar Pelayvanan Minimal oleh Daerar
Target pencapaian adalah <-arget yang ditetapkan

pemerinteh daerah dalam mezncapai standar peleyanan



4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

- 32 -

minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk
perhiturgar permbiavaannya.

Realisasi

Realisas: adalah target yarg dapat dicapai atau
dirzalisasikan oleh pemerintal: daerah selame 1 (satu]
takun anggaran dan membkandirgkannya dengan rencana
target vang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintan
daerah yang bersangkutan.

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumleh belarja largsung dan
tidak angsung yang ditetapkan dalam anggaran
pendapeaten dar belanja daerah dalam rangka penerapan
dan pencapaiean standar pelayanan mirimal olen
pemer:nzah daerah, wvang bersumber dari anggaran
pendapaten dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan
belanja negara dan sumber danea lain yang sah.

Dukungzn Personil

Dukungzn personil menggambarkan jumlah person:l atau
pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan
pencapaian standar pelayanan rmrinimal.

Permaszlahan dan Solusi

Permasezlahan dan solusi menggambarkan permasalahan
yvang dihadapi dalam penerapar dan pencapaian standar
pelayanan minimal, baik eksternal maupun internal dan

langkah peryelesaian permasalaran yang ditempuh.

4.2 Urusan Kesela-an

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.4 Urusan Perumeshan Rakyat

4.5 Urusan Ketenzeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

4.6 Urusan Socsia

4.7 Program dan Xeg:atan

BAB V PENUTUP
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BAB II

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELZNGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/XOTA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Penjelasan Umum
Bagran ini memuat informesi tentang profil daerar
secara umum yang meliputi beberara hal sebagai berikut:
a. undang-undang pembentukan caerah;
b. data geografis wilayah;
jumlah penduduk;
d. jumlah  kecamatan dan  desa/kelurahan (untuk
kabupaten/kota);
e. jumlah perangkat daerah, unzt kerja perangxat daerar
dan pegawai pemerintah; dan
f. realisasi anggaran pendapatan “an belanja daerah.
Perencaraan Pembangunan Daeral
Bagran ini memuat informasi var.g meliputi beberapa hai
sebagai berikut:
permasa.anan strategis pemerirtah daerah;
b. visi dan m:si kepala daerah;
c. program pembangunen daeran berdasarkan dokumer
perer.caraan jangka menengah. dan
d. kegiatan pembangunan daeran berdasarkan dokumen
perercaraan tahunan.
Penerapzan Standar Pelayanan Minimal
Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangar
penerapen standar pelayanan minimal, dasar penerapar
standar pelayanan minimal, kebijaxan umum daerah dalam
rencana penerapan dan pencagzian standar pelavanan
minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunar
jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan

komitmen yang d:tetapkan peme-ntahan daeran selama 1
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(satu) tahun dalam rargka pernerapan dan pencapziaz
standar pelayanan minimal vang dituangkan dalam

kebijakan amum anggarar:.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEM=ZRINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupaken capaian kinerja yang

menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerirzahaz

daerah secara amum. Capaian kinerjza makro dihasilkan dar’

berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah,

pemerintah pusat, pihak swasta dan pirak terkait lainnya da.am

pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan :ndikator kinerja makrc

sebagai berikut:

No Indikator Capaian Capeian Perubahan
Kinerja Makro Kinerja Knerja (%)
Tahun N-1 Tanun N
1 2 3 4 S
1 | Indeks
Pembangunan
Manusia
2 | Angka
Kemiskinan
3 | Angka
Pengangguran

4 | Pertumbuhar

Ekonomi

S5 | Pendapatan

Per kapite

6 | Ketimpangan

Pendapatan
(Gini Ratio)
Keterangan:
"1. Indeks pembangunan manusia adalah nilai indeks
pembangunan manusia daerah yang cersangkutan.
2. Angka kemiskinan adalah pzrsentase nenduduk miskin daeraz
yang bersangkutan.
3. Angka penganggurar. adalal: persentase pengangguran daerah
yang bersangkutan.
4. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase pertumbpuhar

ekonomi daerah yang bersargkutan.
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5. Pendapatar: per x<apita adalah persentase kenaikan pendapatarn
per kap:ta daeran yang bersangkutan.
6. Ketimpangen Pendapatan yang diukur dengan giri ratio acalan

nilai gini ratio deaerah yang bersangkutan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusar: Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintanar. merupakan gambparar
dari keberkasiian daerah dalam menga-ir dan mengurus uvrasarn
pemerintahan yang menjadi xewenangan daerah berdasar<ar
peraturan peruncang-undangan tentang pemerintahan daerah.
Laporar: cepaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat
data/informasi kinerja setiap trusan pemerintahan sesuai denga=
indikator masing-masing urtsan pemerintahan dan Urusan
penunjang. Data/informasi s=stiap inc-kator wajib diisi oler

pemerintah daeral: secara lengkap.

2.2.1 Indikatcr Kinerja Kunci Keluaran

No Urasan Indikater Capaian | Sumber
Femerintahan | Kinerja Kunci Kinerja Date
Keluaraz

1 | Pendidikan

2 Kesehatan

Dst

2.2.2 Indikatcr Kinerja Kunci Easil

No Urusan Indikator Kinerja | Capaian | Sumber
Pemerintahan Kunci Hasil Kinerja Data

1 | Pendidikan

Kesehatan

dst
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2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Zungsi Penunjeng Urusar

Pemerintzhan
No Fungsi Indikater Capaian | Sumber
Fenunjang Kinerja Kunici | Kinerja Data

Tahun N

1 Perencanaan

Keuangan

2 | Keuangan

Kepegawaian

Trarsparansi
can
Partisipasi
Publik

dst

Uraian indikator kinerja kunc: untuk setiap wurusaz
pemerirtahan dan fungsi penunjzng urusan pemerinzaha=

tercanttm dalam Bab V Lampiran Peraturan Menteri in:.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan faerah mengin‘ormasi<a=

capaian keberhasilan pemer:ntah daera: dalam pelaksanaan vis:

dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang

diperjarjikan dalem perjanjian kinerja xepala daerah. Informas:

capaian akuntabil:tas pemerintah daerah memuat:

a.
b.

target kinerja daiam perjanjian kinerja.

pengukuran capaian kmnerja dibendingkan dengan target
perjanjian kinerja;

pengukuran capaian kinerja dibardingkan dengan tahu=n
sebelumnya;

pengukuran <epaian kinerja dibandirngkan dengan target dalar:
pembangunan jangka menengah;

analisis efisierrsi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan
hasil (kinerjay vang telah dicapai; dar

analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian

target kinerja.
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BAB III CAPAIAN KINERJA PZLAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembanttan meliputi:

1. 'Dasar Hukum Fenyveienggaraan Tugas Pembantuan
Dasar hukum m'erryebutkan peraturan perundang-urdangar yang
melandasi atat menjadi dasar penyelernggaraan dan pelaporan
pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Permbantuan di Provins:
Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan
di daerah kabupaten/kota, baik yang diterima dari Pemerintah
Pusat maupun yang diterimma dari Pemerintah Daerah Provias:,
yang  meliputi  jumlah  kementerian/lembaga  pemerintah
nonkementeriar vang memberikan penugasan, bidang urusan yang
ditugaspemban-uankan, jumlal: kegiatan dan anggaran tugas
‘pembantuan, dan lain-lain. Pelaksanaan tugas pembanzuan.

3. eCapaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Berisi tentang capaian kinerja pelaksanasr tugas pembantuan yang
diukur dengan cara membandingkan artara target atau sasaran
program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang cicepai

selama 1 (satu) tehun anggaran.

3.1 Tugas Pembartuen Pusat yang Dilaksanskan cleh Daera=

Kabupaten/Kota

Tugas pembantuan dari kementerian, wembaga yang ditugaska=n

kepada daerah kabupaten/kota.

3.1.1 Target Kinerja
Target kinerja adalah target program/kegiatan da=
anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga ztas
pelaksanaan penugesan yang tertuang dalam peraturan
menteri atau dokumen, lembar penugasan.

3.1.2 Realisasi
Realisesi adalah target prograrm/kegiatan dan anggarar
yang dapat dicapai atau dir=alisasikan oleh daerarn

kabupaten/kota atas pelaksanazn penugasar:.
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Matriks Capzian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat

yang Dileksanakan olet Daerah Kabupaten/Kota.

LA PROGRAM, KEGIATAN, ‘ S0 | ADRK A REALISAS )
.| K LT OUTPUT, DANRINCIAN | LORASl | PELAKSANA | ANGGA - B oMY Pl
o KEGIATAN [ KECIAAN
i ; (4) O U I | 11 !
L | Kementern/ | Peraturan Mentee/LP3K | g,
PK...... |No..Tanr...... | fegitan...
/- Keluaran Output]....
Aincian Kegatan ..
L |
KETERANGAN:
Kolom (1) diisi nomor urut
Kolom (2) diisi kementerian/ lembaga pemerintah
ronkementerian yang memuperikan penugasan TF)
Kolom (3) diisi Peraturan Menter:/ lembaga pemerintah
ronkementerian tentang Penugasan Urusan
Pemerintahan ssbagai casar pelaksanaan tugas
pembantuan
Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian
kegiatan tuges pembantuan sesuai DIPA dan
Juklax/Juknis
Kolom (5) ciisi tempat atau lokasi psiaksanaan kegiatan tugas
pembantuan
Kolom (6) ciisi nerangkat caerah yzng melaksanakan tugas
pembantuan sesuai dengsrr keputusan gubernur
tentarg penetapan perarzgkat daeral: pelaksanza
tugas pembantuan
Kolom (7} ciisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesual
DIPA
Kolom (8] ciisi realisasi anggaran sampai cengan akhir tahun
anggaran dalam rupiah
Kolom (9 ciisi realisasi anggaran sampai cengan akhir tahu=
anggaran dalam persentase
Kolom (10) ciisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantua=
calam: bentuk narasi berdasarkan output yang elar
citetapkan
Kolom (11) ciisi realisasi capaian xegiatarn dalam bentuk
persentase  berdasarkar  output vang telax

citetapkan
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3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Diiaksanakan oleh Daerah

Kabupaten/Kota

Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada

daerah kabupaten/kota.

3.2.1 Target Kinerja
Target kinerja adalah target program/kegiatan dan
anggaran yang ditetapkan oler daerah provinsi satas
pelaksaraan penugasan yang tertuang dalam peratiran
gubernur atau dokumer:/lembar penugasan.

3.2.2 Realisas:

Realisasi adalah target prograrn/kegiatan dan anggeran
vang dapat dicapai atau direalisasikan oleh caerah

kabupater /kota atas pelaksanaa=n penugasan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan T=gas Pembantuan Provinsi

yang D:ilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

gy TOGRAM, EGHTAY, #m o ‘ AEALISASI
0. | BIOANG URS DA;?SJGEAL?L(\FA(?:N OUTPUT, AN RINCIAN | KABIFOTA | PELAKSANA A;ﬁ%m Ailféém (0| CAMAN | B | HE
KEGIATAN [l EEGATAN
w0 B W /T (T A O Oy
L | B ... Feraturan Guberr—— Program....
16 1 Hegiatan....
T s Heluaran [Output..
Rincan Kegiaten......
L |
KETERANGAN :
Kolom (1} ciisi nomor urut
Kolom (2} ciisi bidang urusan pemerintahan yang
cditugespembantuankan
Kolom (3] diisi peraturan gubernur teatang penugasan urusan
pemerintahan sebagai dasar pelaksaraan tugas
pembantuan
Kolom (4} diisi nama program, kegiatan, cutput, dan rincian
kegiatan tuges pembantuan sesuai DIPA dar
ctkak/Juknis
Kolom (5} diis: kabupaten/kota penerima tugas pembantuar
dari provinsi
Kolom (6) diis: perangkat daerah g melaksanskan tugas
pembantuan sesuai gengan keputusar
bupati/wali kota tentarg penetapar perangkat

daeran pelaksanea tugas psmbantuan provinsi




- 40 -

Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pemban-uan sesuai
DIPA

Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan axhir tahun
anggaran dalam rupiah

Kolom (9) diisi r=alisasi anggaran sampai dengan ax<hir tahun
anggaran dalam persentase

Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan
dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah
ditetapkan

Kolom (11) diisi realisasi capaian <«egiatan dalam bentuk
persentase  bercasarkan  output yang telah
ditetapkan

3.3 Permasalahan can Kendala
Permasalahan den kendala menggambarkan permasalahan dan
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuiar,

baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

3.4 Saran dan Tirdak Lanjut
Saran dan tindak lanjut berisi masukar. dan saran serta langkah
tindak lanjut unttk penyeiesaian permasalahan sebagai bzhan

perbaikan dalam perencanaan ~ugas permkantuan ke depan.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
4.1 Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencepaian standar pelayanan mirimeal

memuat:

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan casar
yang diselenggaraken cleh pemerintahan daerah wvang
telah ditetapkan standar pelsvyanan minimalnya olex
Pemerintah.

4.1.2 Target Par.capaian Standar Pelavanan Minimal oleh Daerah
Target pencapaian edalah :arget yang ditetapka=
Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kuaruzn
waktu tertentu, termasutk perhittngan pembiayaannya.

4.1.3 Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau
direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 isatu;

tahun anggaran dan membandirgkanrya dengan rencana




4.1.4

4.1.5

4.1.6
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target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah
daerah yang bersangkutan.

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlan belanja langsung dan
tidak langstung yang ditetapkan “alam APBD dalan: rangka
penerapan dan pencapzian SPM o.eh pemerintah daerah,
yang bersumber dari APBD, APEN dan sumber dana lain
yang sah.

Dukungan Personil

Dukungar: personil merggambarkan jumlah personil atau
pegawei yang terlibat dalam proses penerapan dan
pencapaian SPM.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasa.ahan
yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM,
baik eksternal maupun internzl dan langkah-langkah

penyelesaian permasalanan yang ditempuh.

4.2 Urusan Kesehatan

4.3 Urusan Peker-aan Umum

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

4.6 Urusan Sosial

4.7 Program dan Kegiazan

BAB V PENUTUP
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| BAB III
SISTEMATIKA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Dasar Hukum (cijelaskan undang-undarg tentang pzmbentukan
daerah yang bersargkutan)
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah
1.3 Data Umum Daerzh
Data umum daerah memuat informasi terteng profil daerah secara
umum yang me_ipuati:
Data geografis wilayah;
Jumlah Penduduk;
Perttmbuhan penduduk;
Jumlah PNS.
Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan;

Realisasi belara menurut jenis belanjz. dan

N0 AW N e

Realisasi pembiayaan menurut jenis psmbiayaan.

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENTCAPATAN DAN 3ELANJA
DAERAH
Bab ini menjelaskan perubalan terhadap kegiatan dan zlokasi
yang terkait dengan pengelolaan pendapztan, pengelolaan be.enja
dan pengelolaar pembiayaan dalam rangka pencapaiar. targe: yang
telah disepakati dalam dokumen anggarar.
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMEEINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegwatan
Capaian pelaksanaan program dan kegiztan memuat:
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target xirerje yang
ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
2. Capaian kinerje keluaran masing-mzsing kegiatan pada seziap
urusan pemerintahan/urusan pentrjang/urusar. pendukung
pemerintahar sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

dan masalan yang dihadapi serta sciusi pemecahanrya.
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3. Analisis kesestaian antara kegiatan dengan target kinerja

program yang sudah ditetapkan <alam perjarjian kinerja.
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Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut:

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
NO URUSAN ORGANISASI. | KEBIJA URAIAN | TARGET | REALISASI PERMASA - UPAYA TINJUT ,
PEMERINTA | PERANGKAT | KAN | PROG/KEG | | | LAHAN MENGATASI | REKOMENDASI
HAN DAERAH ’ PERMASALAHAN DPRD
| PELAKSANA o
1 | Pendidikan | 1. Dinas | ..... [ | T L ENUTUPRT | DUTUROIO | DR T,
Pendidikan 2, 2, 2
2. Dst..... Dst..... Dst.....
2 O O S [oee | . T O I | DU | DA T,
2, 2, 2,
Dst..... Dst..... Dast.....
Keterangan:

Target adalah hasil yang dicapai pada tingkat outcome yang scgeia teilihat sctelah output dicapad (immediate onfeome)
Contoh: pembangunan jalan, outputnya adalah: panjang jalan yg terbangun, outcomenya adalah peningkatan sosial
dan/atau ekonomi masyarakat. Sedangkan immediate outcomenya antara lain adalah waktu tempuh atau biaya/ongkos

angkut pada ruas jalan yg dibangun tersebut.
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3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1 NO URUSAN ORGANISASI | KEBIJA URAIAN TARGET | REALISASI PERMASA UPAYA TINJUT
PEMERINTA | PERANGKAT | KAN PROG/KEG LAHAN MENGATASI REKOMENDASI |
- HAN DAERAH ‘ ‘ o PERMASALAHAN | DPRD
PELAKSANA | |
1 | Tenaga Dinas Tcnaga | ..... / ......... A e PP T, | T
Kerja Kerja 2 2, 2
Dst..... Dst..... Dst.....
S S P AU [ovoii | e A L A ) BT | DR Tonis
2SN 2, 2,
Dst..... Dst..... Dst.....
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NO URUSAN ORGANISASI | KEBIJA URAIAN TARGET | REALISASI PERMASA UPAYA TINJUT

PEM ERINTA PERANGKAT KAN PROG/KEG j - LAHAN MENGATASI REKOMENDASI
HAN DAERAH . ‘ PERMASALAHAN DPRD
k PELAKSANA .

1 |Kclautan | 1. Dinas | .. Jo Jo o [, T 1o, T
Dan Kclautan 2. 2, 2
perikanan dan Dat..... Dst..... Dst.....

perikanan
20 i
2 | s e, [ | A TTUR IO AT, loos Looorenns ) U
20 2, 2.
Dst..... Dst..... Dst.....
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Kebijakan Strategis yang Ditetepkan

Kebijakan yang diambi. meliputi peraturan kepala daerahk
dan keputusan atau tindakan kepala daerzh dalam
menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang
diambil dalam satu tahun anggarzn. Laporan tertang
kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam

format sebagai berixut:

No Kenyakar | Dasar Hukum | Tuiuan/Masalah Yang

Strategis Diselesaikan

Tindak Lanjut Rekomenrdasi DPRT” Tahun Anggaran
Sebelumnya

Uraian mengenai kebijaken, prog-am dan kegiatan yang
dilaksanakan sebagai bentak tincak lanjut terhadap
rekomendesi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran
sebelumnya. Laporan tentang -indak la='ut pemerintah daerah
terhadap rekomendasi DPRLC yang ciberikan pada tahun
anggaran sedelumnya dituangkan czlam format sebagai

berikuz:

No | Rexomendeasi Tindak Tujuan/Masaiah
DPRD Tanun Larjut Yang Diselesaikan

N-Z
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BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

4.1

4.2

Urusan Pemerirtehan yang Ditugas-Pembantuan

Uraian mengenai identifikas: urusar pemerintahan vang

menjadi tugas pembantuian.

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahar
yvang diterima dari pemer:ntah tirgkat atasnya.

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahar
yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan d:
bawahnya.

Hambatan/Permeasalahan calam Pelaksanaan Tugas

Pembantuan can Upaya Penyelesaian

Memuat uraian hambatan atau permasalahan vang
dihadapi dalam: pelaksanaan tugas pemkantuan serta upaya
penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari
pemerintah tingkat atasnya maupun tuges pembanttan yang

diberikan kepaca tingkatan permerintah di bawahnya.

BAB V PENUTUP
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BAB IV
SISTEMATIKA RINGKASAN LAPORAN PENYZLENGGARAAN
PEMERINTAHAN CAERAH

RLPPD merupakan informasi utama keberhasillan dan xegagslan

penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh kepala daerah

kepada publik dengan muatan informasi sebagai berikut:

1.

Capaian kinerja makro

Capaian  kinerja  makrc  merupakan capaian kinerja yzng
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraar pemerintahar daerah
secara umum. Capzian kinerja makro dihasilkar dari berbagai program
yang diselenggarakan oleh pemerintah caerah, pemerintah pusat, pizak
swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasioral. Format

laporan kinerja makro meliputi:

No | Indikator Kinerja Maxro Caraian Capaian | Perubahan
E{inerja Kinerja o
Tehun N-1 | Tahun N
1 2 3 4 5
1 | Indeks Pembangunan
Manusia

2 | Angka Kemiskinan

3 | Angka Pengangguran

4 | Pertumbuhan Ekonom:

S | Pendapatan Per kapita

6 | Ketimpangan Pendapatan

Ringkasan capaian kinerja urusan peleyanar dasar (pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan x<awasan permukiman,
sosial, ketentraman dan ketertiban)

Hasil EPPD dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun
sebelumnya

Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah

Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan rsalisasi
pengeluaran menurut jenis pengeluaran, dan realisasi pembiayaan
menurut jenis pembiayaan

Inovasi Daerah
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BAB V
INDIKATOR KINERJA UNTUK EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah. EPPD terdiri atas 2 (dua) jenis evaluasi antara lain:

1. Evaluasi Kinerja Makro
Evaluasi Kinerja Makro dilakukan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah
sccara umum dcngan menilai capaian kinerja masing masing indikator kinerja makro LPPD dan perubahan capaian kinerja
masing-masing indikator kinerja makro LPPD. Evaluasi Kinerja Makro dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja makro

yang sama untuk provinsi, kabupaten dan kota, sebagai berikut:

No | _ Indikator Kinerja Makro | Bobot Indikator
1 Indeks Pembangunaryi'Mamibs’iam 20%

2 Angka kemiskinan 20%

3 Angka pengangguian 15%

4 Pertumbuhan ekonomi 10%

5 Pendapatanper kapita " 15%

6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 20%
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. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi

keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan

pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

a. Provinsi

1) Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

a) Pendidikan (Bobot Uirusan : 6%)

lzewenangan daerah. Evaluasi

Kinerja ' Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari

No

IKK Output

IKK Outcome

Rumus

Bobot

1.

Jumlah Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas/SLTA Negeri
terakreditasi

Jumlah peserta didik sekolah

menengah alas yang
menerima perlengkapan
dasar peserta didik dari

Pemerintah Daerah

Tingkat partisipasi
warga negara usia 16-
18 tahun yang
berpartisipasi dalam

pendidikan menengah

Jumlah anak usia 16 (enam belas) |

sampai dengan 18 (delapan belas)
tahun yang sudah tamat atau
sedang belajar di sekolah
menengal atas

—————————————————— x 100 %

Jumlah anak usia 16 (enam belas)
sampai dengan 18 (delapan belas)
tahun pada

provinsi yang

bersangkutan

50%

Kinerja
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No

IKK Output

IKK Outcome

Rumus

Bobot

Jumlah peserta didik jenjang
sekolah menengah kejuruan
yang menerima perlengkapan
dasar peserta didik dari
Pemerintah Daerah

Jumlah peserta didik pada

jenjang sckolah mencngah

alas yang menelima
pembebasan biaya
pendidikan

Jumlah peserta didik pada
jenjang sekolah menengah
kejuruan yang menerima
pembebasan biaya
pendidikan

Jumlah kebutuhan minimal
pendidik pada jenjang

sekolah menengah atas
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No

IKK Output

IKK Outcome

Rumus

Bobot

10.

11,

Jumlah kebutuhan minimal
pendidik pada jenjang
sekolah menengah kejuruan
Jumlah pendidik pada
jenjang sekolah menengah
atas

Jumlah pendidik pada
jenjang sckolah menengah
kejuruan

Jumlah kebutuhan minimal
tenaga kependidikan pada
jenjang sekolah menengah
atas

Jumlal kebutuhan minimal
tenaga kependidikan pada
jenjang sekolah menengah

kejuruan
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No

IKK Output

IKK Outcome

Rumus

Bobot

12.

13.

14.

15.

Jumlah tenaga kependidikan
pada jenjang sekolah
menengah atas

Jumlah tenaga kependidikan
pada jenjang sekolah
menengah kejuruan

Jumlah pendidik pada
jenjang sckolah mecnengah
atas vyang memiliki ijazah
diploma empat (D-IV) atau
sarjana (S1) dan sertifikat
pendidik

Jumlah pendidik pada
jenjang  sckolah menengah
kejuruan yang memiliki ijazah
diploma empat (D-IV) atau
sarjana (S1) dan sertifikat

pendidik
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No

IKK Output

1KK Outcome

Rumus

Bobot

16. Jumlah kepala sekolah

menengah atas yang memiliki
jjazah diploma empat (D-IV)
atau sarjana (S1), sertifikat

pendidik dan surat tanda

tamat pendidikan dan
pelatihan calon kepala
sckolah

17. Jumlah kepala sekolah

menengah kejuruan yang
memiliki ijazah diploma
empat (D-IV) atau sarjana
(S1), sertifikat pendidik dan
stial tanda tamat pendidikan
dan pelatihan calon kepala
sekolah

18. Jumlah tenaga laboratium

pada jenjang sckolah

menengah atas yang memiliki
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No

IKK Output

IKK Outcome

Rumus

Bobot

19.

20.

21.

jjazah SMA/sederajat

Jumlah tenaga
laboratorium/bengkel/works
hp pada jenjang sekolah
menengah kejuruan yang
memiliki jazah
SMA /sederajat

Jumlah tenaga penunjang
lainnya pada jenjang sekolah
menengah atas yang memiliki
jjazah SMA/sederajat

Jumlah tenaga penunjang
lainnya pada jenjang sekolah
menengaly  kejuruan yang
memiliki jjazah

SMA /sederajat
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No IKK Output IKK Outcome Rumus Bobot
2. Jumlah satuan pendidikan | Tingkat partisipasi | Jumlah anak wusia 4 (empat) 50%
khusus yang terakreditasi + | warga negara usia 4-18 | sampai dengan- 18 (delapan belas)
Jumlah peserta didik | tahun penyandang | tahun penyandang disabilitas yang
pendidikan  khusus  yang | disabilitas yang | sudah tamat atau sedang belajar
menerima perlengkapan | berpartisipasi dalam | di pendidikan khusus
dasar peserta didik dari| pendidikan khusus | ------mmmmmmeme- x 100 %
Pemerintah Dacrah | Jumlah anak wusia 1 (empat)

Jumlah pcscrta didik pada

pendidikan  khusus

yang
menerima pembebasan biaya
pendidikan

Jumlah kebutuhan minimal
pendidik pada jpendidikan
khusus
Jumlah pendidik

pendidikan khusus

pada

jumlah kebutuhan minimal

tenaga  kependidikan  pada

pendidikan khusus

sampai dengan 18 (delapan belas)
tahun penyandang disabilitas pada

provinsi yang bersangkutan
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No

IKK Output

IKK Outcome

Rumus

Bobot

10.

jumlah tenaga kependidikan
pada pendidikan khusus
Jumlah pendidik pada
pendidikan  khusus yang
memiliki jjazah diploma
empat (D-IV) atau sarjana
(31) dan sertifikat pendidik
Jumlah kepala sckolah
pendidikan  khusus yang
memiliki jjazah diploma
empat (D-IV) atau sarjana
(S1), sertifikat pendidik dan
surat tanda tamat pendidikan
dan  pelatihan calon kepala
sekolah

Jumlah tenaga penunjang
lainnya pada  pendidikan
khusus yang memiliki ijazah

SMA/sederajat




b)

Kesehatan (Bobot Urusan : 6%)
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No

IKK Output

IKK Outcome

Rumus

Bobot

1.

Jumlah RS Rujukan provinsi?

yang memenuhi

prasarana dan alat kesehatan

sarana,

(SPA) sesuai standar

Rasio daya tampung

rumah sakit rujukan

Jumlah daya tampung rumah
sakit rujukan di seluruh provinsi
——————————————— x 100 %

Jumlah Penduduk provinsi

Jumlah RS dibina dan

dipersiapkan akreditasinya

Persentase RS Rujukan
provinsi yang

terakreditasi

Jumlah RS Rujukan provinsi yang

terakreditasi

Jumlah RS provinsi

25%

25%

1. Jumlah dukungan logistik
kesehatan yang tersedia

2. Jumlah pos kesehatan bagi
penduduk terdampak krisis
keschatann  akibal  bencana

dan/atau berpotensi bencana

provinsi

Persentase  pelayanan

kesehatan bagi
penduduk  terdampak
krisis kesehatan akibat
beneana dan/atan

berpotensi bencana

Jumlah  penduduk terdampak

krisis kesehatan akibat bencana
dan/atau berpotensi bencana yang

mendapatkan pelayanan

keschatan dalam linun wakiu

satu tahun

Jumlah  penduduk terdampak

krisis keschatan akibat bencana

dan/ataun berpotensi  bencana

25%
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No

IKK Output

IKK Outcome

Rumus

Bobot

Jumlah SDM kesehatan di

pos kesehatan bagi penduduk |+

terdampak krisis kesehatan
akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana provinsi
Jumlah SDM kesehatan yang
tcrgabung dalam tim
pcnanggulangan krisis
kesehatan bagi penduduk
terdampak krisis kesehatan
akibat bencana dan/atan
berpotensi bencana provinsi
Jumlah  kegiatan  edukasi
penginangan  1esiko Kiisis
kesehatan bagi penduduk
yang tinggal di wilayah

berpotensi bencana

dalam satu tahun yang sama
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No

IKK Output

IKK Outcome

Rumus

Bobot

Jumlah dukungan logistik
kesehatan yang tersedia
Jumlah SDM kesehatan yang
tergabung dalam Tim Gerak
Cepat provinsi

Jumlah pelaksanaan kajian

epidemiologi terhadap
data/informasi lentang
kemungkinan KLB lintas

kabupaten/kota

Persentase  pelayanan

kesehatan bagi orang
yang terdampak dan

berisiko pada situasi

KLB provinsi

Jumlah orang yang terdampak dan
berisiko pada situasi KLB yang
mendapat pelayanan kesehatan

sesual standar

Jumlah orang yang terdampak dan

betisiko pada situasi KLB




c)
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Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bobot Urusan : 6%)

abrasi erosl dan akresi di WS

kewenangan provinsi (HA)

Panjang pantai di kawasan
permukiman yg 1awan abiasi,

erosi, akresi di WS

kewenangan provinsi (ha)

permukiman sepanjang
pantai rawan abrasi,
erosi, dan akresi yang
telindungi oleh
infrastruktur pengaman
pantai di WS

Kewenangan provinsi

rawan abrasi

oleh

sepanjang pantai
yang terlindungi
infrastruktur pengaman pantai di
WS Kewenangan provinsi (m)
——————————————— x 100 %

Luas kawasan permukiman
sepanjang pantai rawan abrasi di

WS Kewenangan provinsi (m)

No IKK Output IKK Outcome Rumus Bobot
1. Luas kawasan pérmukiman Rasio luas kawasan | Luas kawasan permrukiman rawan 10%
rawan banjir di WS | pemukiman rawan | banjir yang terlindungi oleh
kewenangan provinsi (ha) banjir yang terlindungi | infrastruktur pengendalian banjir
Panjang sungai di kawasan | oleh infrastruktur | di WS Kewenangan provinsi (ha)
permukiman yang rawan | pengendalian banjir = | -------m--o---- x 100 %
banjir di WS kewenangan Luas kawasan pcrmukiman rawan
provinsi () banjit di W8 Kewenangan provinsi
Luas kawasan permukiman (ha)
sepanjang pantai yang rawan | Rasio luas kawasan | Luas kawasan permukiman 10%
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No;

IKK Output

IKK Outcome

Rumus

Bobot

Rencana Tata Pengaturah éir
dan tata pengairan/rencana
pengelolaan sumber daya air
WS Kewenangan provinsi
Rencana Teknis tata
pengaturan air dan tata
pengairan/rencana
pengeclolaan sumber daya air
kewenangan provinsi

Data prasarana dan sarana
pengaman pantai dan sungai

milik pemerintah provinsi
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No IKK Output IKK Outcome ~ Rumus Bobot
2. Persentase panjang jaringan | Rasio luas daerah Luas irigasi kewenangan provinsi 15%
irigasi primer dalam kondisi | irigasi kewenangan | yang dilayani oleh jaringan irigasi
baik provinsi yang dilayani | yang dibangun (ha), ditingkatkan
Persentase panjang jaringan | oleh jaringan irigasi (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi
irigasi sekunder dalam dan pelihara (ha) di tahun
kondisi baik eksisting
Persentase panjang jaringan| | seemmemmmeeeeee x 100 %
irigasi tcrsicr dalam Ikondisi luas daerah irigasi kewenangan
baik provinsi
3. Pemenuhan dokumen RISPAM | Persentase kapasitas | Jumlah kumulatif kapasitas yang 20%
lintas kabupaten/kota yang dapat terlayani|dapat terlayani melalui
Tersusun dan ditetapkannya | melalui penyaluran air | penyaluran air minum curah
JAKSTRADA provinsi minum curah lintas | lintas kabupaten/kota
Jumlah  BUMD  dan  atan | kabupaten/kota =~ % 100 %
UPTD provinsi penyelenggaran | terhadap kebutuhan | Jumlah  kumulatif kebutuhan
SPAM pemenuhan kapasitas | pemenuhan kapasitas yang
Jumlah izin yang diberikan | yang memerlukan | memerlukan pelayanan air
kepada Badan Usaha untuk | pclayanan  air minum | minum curah lintas kabupaten/
melakukan penyelenggaraan | curah lintas | kota di provinsi bersangkutan.
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No IKK Output IKK Outcome Rumus Bobot
SPAM kabupaten/kota
Jumlah kerja sama
penyelenggaran SPAM dengan
pemerintah Pusat dan
Pemerintah daerah lain.
4. Jumlah SPALD Regional Rasio pelayanan | Total volume limbah yang masuk 20%
Total kapasitas SPALD | pengolahan limbah | dalamm SPAL Domestik Regional
Regional domestik  olelh  SPAL
. Total volume Ilimbah yang| Regional ~— [--—mmmmmmo x 100 %
masuk ke SPALD Regional Total kapasitas pengolahan
. Jumlah sarana dan prasarana limbah SPAL Domestik Regional
pengelolaan limbah domestik
. Jumlah BUMD/UPTD/Badan
Usaha  Drovinsi  DPengelola
Limbah Domestik (Ada/Tidak)
5. Panjang jalan berdasarkan | Rasio kemantapan jalan | Panjang jalan kewenangan 15%
yang ditetapkan kepala provinsi yang mantap
daerah  dalam  SK  jalan wrmmmmeeneaaee X 100 %
kewenangan provinsi Panjang jalan Lkeseluruhan di
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No

IKK Output

IKK Outcome

Rumus

Bobot

.(jl

8.

10.

Dokumen  rencana  induk
pengembangan jaringan jalan
provinsi

Panjang jalan yang dibangun

Panjang jembatan vg
dibangun
Panjang jalan yang

ditingkatkan (struktur/fungsi)

Panjang jembatan yang
diganti/dilebarkan

Panjang jalan yang
direkonstruksi atau
direhabilitasi

Panjang jembatan yaug
direhabilitasi

Panjang jalan yang dipelihara
Panjang jembatan yang

dipclihara

wilayah provinsi
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No

IKK Output

IKK Outcome

Rumus

Bobot

Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli
Konstruksi di wilayah provinsi
Jumlah tenaga kerja
konstruksi yang terlatih di
wilayah provinsi

Jumlah tenaga kerja
konstruksi terlatih yang
tersertifikast ahli di wilayah
provinsi

Terselenggaranya Sistem
Informasi Pembina Jasa
Konstruksi cakupan provinsi
yang aktif dengan data
termutakhii

Tersedianya data dan

informasi potensi pasar jasa

konstruksi di wilayah provinsi-

yang Dbersumber dari APBD

provinsi

Rasio tenaga  kerja
konstruksi yang terlatih
di wilayah provinsi yang
dibuktikan dengan
sertifikat pelatihan ahli

Jumlah tenaga kerja konstruksi
yang terlatih di wilayah provinsi
yang dibuktikan dengan sertifikat
pelatihan ahli

——————————————— x 100 %

jumlah kebutuhan tenaga ahli di

wilayah provinsi

10%
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No

IKK Output

IKK Outcome

Rumus

Bobot

Tersedianya data dan
informasi potensi pasar jasa
konstruksi di wilayah provinsi
yang bersumber dari APBN
Tersedianya data dan
informasi potensi pasar jasa
konstruksi di wilayah provinsi
yang bersumber dari
pendanaan lainnya
Tersedianya data dan profil
OPD sub  urusan  jasa
konstruksi provinsi
Tersedianya data dan
inlormasi  Pelatihan Tenaga
Ahli Konstruksi di wilayah
provinsi vyang dilaksanakan
sendiri atau melalui
kerjasama dengan Lembaga

Pendidikan dan Pelatihan
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No

IKK Outcome

Rumus

Bobot

+110.

11.

12.

IKK Output
Kerja (LPKK)
Tersedianya data dan
informasi tenaga kerja

konsruksi yang terlatih di
wilayah provinsi yang
dibuktikan dengan sertifikat

pelatihan ahli

Terscdianya data dan
informasi tenaga kerja
konsruksi terlatih yang

tersertifikasi ahli di wilayah
provinsi

Tersedianya data dan
inlotmasi hasil pengawasan
ketidaksesuaian jenis, sifat,
klasifikasi, layanan usaha,
bentuk, dan/atau kualifikasi
11saha dengan kegiatan usaha

jasa konstruksi yang menjadi




- 70 -

No .

IKK Output

IKK Outcome

Rumus

Bobot

kewenangan pengawasannya

13. Tersedianya data dan

informasi kecelakaan

konstruksi pada proyek yang

menjadi kewenangan
pengawasannya
14. Tersedianya data dan

informasi hasil pcngawasan
ketidaksesuaian jenis, sifat,
klasifikasi, layanan wusaha,
bentuk dan/atau kualifikasi
usaha dengan segmentasi
pasar jasa konstruksi yang
menjadi kewenangan

pengawasannya




d)

Perumahan Rakyat (Bobot Urusan : 6%)

Jumlah rumah yang berada

pada kawasan rawan
bencana dan rencana
penanganannya

Jumlah rumah yang terkena
hencana alam
RT,

Jumlah KK dan Jiwa

korban rumahnya

yang
terkena bencana alam
Jumlah unit rumah korban
bencana yang direhabilitasi
sesuai dengan rencana aksi
Jumlah unit rumab korban
bencana

yang dibangun

kembali sesuai dengan

rencana aksi
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Persentase warga negara
korban bencana yang
memperoleh rumah

layak huni

Jumlah unit rumah korban
bencana yang ditangani pada
tahun n

——————————————— x 100 %

Jumlah total rencana unit rumah
akan

korban bhencana

yang

ditangani pada tahun n




Jumlah unit rumah korban

bencana yang dibangun
baru/relokasi sesuai dengan
rencana aksi

Jumlah unit dan lokasi
rumah sewa yang akan
menjadi tempat tinggal
sementara korban bencana
Jumlah RT, KK dan Jiwa
korban bencana yang
terfasilitasi

Jumlah, luasan dan lokasi

pencadangan lahan
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1.

Jumlah rumah tangga
~ penerima layanan yang telah

mendapatkan fasilitasi ganti

kerugian aset properti
berdasarkan rencana
pemenuhan SPM

Jumlah rumah tangga

penerima  kegiatan layanan
yang belum mendapatkan

fasilitasi penggantian hak

atas tanah dan/atau

bangunan berdasarkan
rencana pemenuhan SPM

Jumlah 11imah fangga
penerima kegiatan layanan
yang telah mendapatkan

penyediaan rumah layak

huni berdasarkan rencana

pemenuhan SPM
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Persentase warga negara

yang terkena relokasi
akibat program
Pemerintah Daerah
provinsi yang
memperoleh fasilitasi

pcnycdiaan rumah yang

layak huni

Penggantian

Rumah Tangga Penerima Fasilitasi

Hak Atas Penguasaan

Tanah dan/atau Bangunan +

Rumah Tangga Penerima Subsidi

Uang Sewa
Penerima
Layak ITuni

Jumlah to
terkena
Pemerintah
memenuhi

pelayanan

+ Rumah Tangga

Penyediaan = Rumah
x 100 %
tal rumah tangga
relokasi program
Daerah yang
kriteria

penerima




Jumlah rumah tangga

‘penerima  layanan  yang
belum mendapatkan
penyediaan rumah layak
huni berdasarkan rencana

pemenuhan SPM
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Jumlah Tuasan (ha) kawasan | Persentasi Tuas | Luas kawasan kumuh 10 15 Ila 26%
pemukiman kumuh 2 10-15 | kawasan kumuh 10 - 15 | yang ditangani

Ha Ha yang ditangani | -=--=----=----- x 100 %

Jumlah wunit peningkatan Luas kawasan kumuh 10-15 Ha

kualitas RTLH

Jumlah luasan (ha)

penanganan infrastrukur

kawasan kuinuh

Jumlah pemukiman yang | Persentase satuan | Jumlah satuan perumahan yang 25%

tertasilitasi PSU
Jumlah pengembang yang

terse1tifikasi

perumahan yang sudah

dilengkapi PSU

sedang dibangun terfasilitasi PSU
——————————————— x 100 %

Jumlah satuan perumahan
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3. Jumlah pengembang yang

teregistrasi
4. Jumlah pengembang yang
mendapat penyuluhan atau

pelatihan

¢) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Bobot Urusan : 6%)

dan | Persentase

Jumlah pelanggaran Jumlah pengaduan

gangguan
pengaduan trantibum dalam | Trantibum yang dapat| yangdiselesaikan

Kab/Kota yang ditangani diselesaitkan 00| mmemmemmmee- x 100 %
2. Jumlah  Satlinmas yang Jumlah pengaduan pelanggaran
terlatihdan dikukuhkan yang masuk

3. Jumlah sairana plasaiana
minimal yang dipenuhi

4. Jumlah Perda dan Perkada
yang ditegakkan




Jumlah Polisi Pamong Praja
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dokumen kajian risiko

bencana provinsi

dokumen kebencanaan
sampai dengan

dinyatakan sah/legal

kebencanaan yang disusun

Jumlah dokumen kebencanaan

yang akan disusun

yang memiliki kualitas
sebagai PPNS
6. Jumlah SOP dalam
penegakan Perda dan
Perkeda serta penanganan
gangguan Trantibum
Persentase Peida dan | Jumlah Perda/Perkada yang 25%
Perkada yang | memuat sanksi yang ditegakkan
ditegakkan 0| —memeemememeee- x 100 %
Jumlah keseluruhan Perda dan
Perkada yang memuat sanksi
1. Penyediaan/pemutakhiran Persentase penyelesaian | Kemajiian  pekerjaan  dokumen 25%




Penyediaan/pemutakhiran

dokumen rencana
penanggulangan bencana
provinsi
Penyediaan/pemutakhiran
dokumen rencana kontijensi

provinsi
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. Pelaksanaan pelatihan
pencegahan dan mitigasi
bencana provinsi dan
kabupaten/kota

. Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi dalam perencanaan
pemenithan SPM s11b-
urusan bencana daerah

kabupaten/kota

Persentase penanganan

pra bencana

Jumlah kabupaten/kota yang
terfasilitasi dalam penanganan
pra bencana

——————————————— x 100 %

Jumlah  kabupaten/kota  di

wilayah provinsi

25%




Penyediaan ~ dokumen kaji

cepat bencana provinsi
Respon cepat penanganan
darurat bencana provinsi

Pencarian, pertolongan dan

evakuasi korban bencana
provinsi
Pcnycdiaan logistik

penyelamatan dan evakuasi

korban bencana provinsi
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Persentase penanganan

tanggap
bencana

darurat

Jumlah kabupaten/kota yang
terfasilitasi dalam penanganan

tanggap darurat bencana

——————————————— x 100 %
Jumlah  kabupaten/kota  di
wilayah provinsi yang

mengalami becncana




f) Sosial

(

Bobot Urusan : 6%)

kpkeknyandang

disabilitas terlantar

yang

menerima paket permakanan

di dalam panti sesuail
standar gizi

Jumlah penyandang
disabilitas tecrlantar yang

menerima paket sandang di
dalam panti

Jumlah asrama yang tersedia
dan mudah diakses (Panti)
Jumlah alat bantu yang
disedialian didalam panti
Jumlah perbekalan
kesehatan yang disediakan di

dalam panti
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Persentééé “pér:iyakﬁdang
disabilitas terlantar yang
terpenuhi kebutuhan

dasarnya di dalam panti

’Jukmlah kp\eﬁnyahdangk d1skabkiyli’tkaé o

terlantar di dalam panti
terpenuhi kebutuhan dasarnya
——————————————— x 100 %

Populasi

telantar di daerah provinsi yang

mcmbutuhkan rchabilitasi sosial

dasar di dalam panti

yang

penyandang disabilitas




8

10.

Jumlah tehaga perawat yang
disediakan di dalam panti
Jumlah perbekalan
kesehatan
(peralatankesehatan) yang
disediakan di dalam panti
Jumlah tenaga keschatan
yang disediakan di dalam
panti

Jumlah paket bimbingan
fisik, mental, spiritual dan
sosial yang dilaksanakan
dalam panti

Jumlah  paket  Dbimbingan
aktivitas hidup sehari-hari
yang dilaksanakan di dalam

panti

- &80 -
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I 11. Jumlah | Pekerja
Sosial/Tenaga Kesejahteraan
Sosial yang disediakan di
dalam panti

12. Jumlah penyandang
disabiltas terlantar yang
difasilitasi pembuatan Nomor
Induk  Kependudukan di
dalam panti

13. Jumlah penyandang
disabilitas terlantar didalam
panti yang mendapatkan
akses ke layanan pendidilkan
dan kesehatan dasas

14. Jumlah penyandang
disabilitas terlantar didalam
panti yang mendapatkan
pelayanan penehisuiran

keluarga




15. Jumlah

penyandang

disabilitas terlantar didalam

panti yang mendapatkan
pelayanan reunifikasi
keluarga
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Jumlah Anak Terlantar yang
menerima paket permakanan
di dalam panti sesuai
standar gizi

Jumlah Anak Terlantar yang
menerima pakcet sandang di

dalam panti

Jumlah asrama yang
terscdia dan mudah diakses
(panti)

Jumlah alat bantu yang

disediakan didalam panti
Jumlah perbekalan

kesehatan (obat-obatan) yang

Persentase
Anak Terlantar yang
terpenuhi kebutuhan

dasarnya di dalam panti

Jumlah Anak Terlantar di dalam
panti yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya

——————————————— x 100 %

Populasi Anak Terlantardi daerah

provinsi membutuhkan

yang
rehabilitasi sosial dasar di dalam

panti

20%




10.

disediakan di dalam panti
Jumlah tenaga perawat yang
disediakan di dalam panti
Jumlah peralatan kesehatan
yang disediakan di dalam
panti

Jumlah tenaga kesehatan
(dokter, psikiater, peksos
medis) yang disediakan di
dalam panti

Jumlah pekerja Sosial
profesional/ tenaga
kesejahteraan sosial yang
disediakan di dalam panti
Jumlah paket bimbingan
tisik, mental, spiritual dan
sosial yang dilaksanakan

dalam panti
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11,

12.

13.

14.

Jumlah paket b1mb1ngah |

aktivitas hidup sehari-hari
yang dilaksanakan di dalam
panti

Jumlah Anak terlantar yang
difasilitasi pembuatan Nomor
Induk Kependudukan dan
kartu identitas anak dan
akta lahir di dalam panti
Jumlah  Anak  Terlantar
didalam panti yang
mendapatkan akses ke
layanan  pendidilkan dan
kesehatan dasai

Jumlah Anak terlantar
didalam panti yang
mendapatkan pelayanan

penulusuran keluarga
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15. Jumlah

Anak

Terlantar
didalam panti yang
mendapatkan pelayanan

reunifikasi keluarga

Jumlah Lanjut Usia

Terlantar yang menerima
paket permakanan di dalam

panti sesuai standar gizi

Jumlah Lanjut  Usia
Terlantar yang menerima
paket sandang di dalam
panti

Jumlah asrama yang

terscdia dan mudah dialcscs
Jumlah alat bantu yang
disediakan didalam panti

Jumlah perbekalan
keschatan yang disediakan

di1 dalam panti
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Persentase lanjut usia
terlantar yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di

dalam panti

‘Jumlah Lanjut Usia Terlantar di

dalam panti yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
——————————————— x 100 %

Populasi Lanjut Usia Terlantar di

daerah provinsi

yang
membutuhkan rehabilitasi sosial

dasar di dalam panti

20%




10.

Jumlah tenaga perawat yang

disediakan di dalam panti
Jumlah paket bimbingan
fisik, mental, spiritual dan
sosial yang dilaksanakan
dalam panti

Jumlah tenaga keschatan
(dokter, psikiater, peksos
medis) yang disediakan di
dalam panti

Jumlah pekerja Sosial
profesional/tenaga
kesejahteraan sosial yang
discdiakan di dalam panti
Jumlah paket bimbingan
aktivitas hidup sehari-hari
yang dilaksanakan di dalam

panti

- 86 -




11.

12.

13.

14.

Jufﬁlah Lanjut ﬁma
terlantar yang difasilitasi
pembuatan Nomor Induk
Kependudukan di dalam
panti

Jumlah Lanjut Usia
Terlantar didalam panti yang
mendapatkan  akses ke
layanan dan  kesehatan
dasar

Jumlah Lanjut Usia
terlantar didalam panti yang
mendapatkan pelayanan
penulustran keluaiga
Jumlah Lanjut Usia
Terlantar didalam panti yang
mendapatkan pelayanan

reunifikasi keluarga
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15 Jumlah Lanjut Usia |
Terlantar yang mendapatkan

layanan pemulasaraan

4 | 1. Jumlah Gelandangan dan | Persentase Gelandangan | Jumlah ’ Gelandangan dan 20%

Pengemis yang menerima|dan  Pengemis yang| Pengemis di dalam panti yang

paket permakanan di dalam | terpenuhi kebutuhan | terpenuhi kebutuhan dasarnya
panti sesuai standar gizi dasarnya di dalam panti | --------------- x 100 %

2. Jumlah Gelandangan dan Populasi Gelandangan dan
Pengemis yang menerima Pengemis Terlantar di daerah
paket sandang di dalam provinsi yang membutuhkan
panti rchabilitasi sosial dasar di dalam

3. Jumlah asrama yang panti

tersedia dan mudah diakses
4, Jumlah alat bantu yang
disediakan didalam panti
5. Jumlah perbekalan
kesehatan yang disediakan

di dalam panti




10.

J‘ﬁkmlahﬁ fénaga perawat yang
disediakan di c¢alam panti
Jumlah paket bimbingan
fisik, mental, spiritual dan
sosial yang dilaksanakan
dalam panti

Jumlah tenaga keschatan
(dokter, psikiater, peksos
medis) yang disediakan di
dalam panti

Jumlah pekerja Sosial
profesional/ tenaga
kesejahteraan sosial yang
disediakan di dalam panti
Jumlah paket bimbingan
aktivitas hidup sehari-hari
yang dilaksanakan di dalam

panti
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11.

12.

13.

14.

Jumlah Gelandangan dan

Pengemis yang mendapat
bimbingan keterampilan
dasar

Jumlah Gelandangan dan
pengemis yang difasilitasi
pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, KTP, Akta
Kelahiran, Surat Nikah
dan/atau KIA di dalam panti
Jumlah Geclandangan dan
Pengemis didalam  panti
yang mendapatkan akses ke
layanan pendidilkan dan
kesehatan dasar

Jumlah Gelandangan dan
Pengemis didalam panti yg
mendapatkan pelayanan

penulusuran keluarga
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15. Jumlah Gelandangan dan

Pengemis didalam  panti
yang mendapatkan
pelayanan reunifikasi
keluarga
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. Jumlah

. Jumlah korban bencana yang

mendapat makanan

. Jumlah korban bencana
yang menerima paket
sandang
Jumlah tempat
penampungan pengungsi

yang dimiliki

paketl permakanan
khusus bagi kelompok rentan
Jumlah korban bencana yang
meneriman pelayanan

dukungan psikososial

Persentase korban
bencana alam dan sosial
yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
pada saat dan setelah
tanggap darurat

bencana provinsi

Jumlah korban bencana alam dan
sosial yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya
Populasi korban bencana alam
dan sosial di daerah provinsi yang
membutuhkan perlindungan dan
jaminan sosial pada saat dan
sctclah tanggap darurat bcncana

daerah provinsi

20%




6 J umiéh Pekerja
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Sosial
Profesional/tenaga-
kesejahteraan sosial

dan/atau relawan sosial yang

tersedia

2) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

a)

. Dokumen perencanaan

Tenaga Kerja (Bobot Urusan : 3%)

tenaga kerja provinsi.

. Persentase akurasi proyeksi

indikator dalam rencana

lenaga kerja.

. Jumlah perusahaan yang

menyusun rencana tenaga

kerja.

Persentase
kabupaten/kota
menyusun

tenaga kerja.

yang

rencana

Jumlah | kabupateh /kota  yang
menyusun rencana lenaga kerja
———————————————————————— x 100%
Jumlah kabupaten/kota




. Jumlah kabupaten /kota yang

-03 -

4
telah dibina + dalam
penyusunan RTK
perusahaan.

1. Persentase penerapan | Persentase Tenaga Kerja | Jumlah  tenaga  kerja  yang 20%
Program PBK dengan | Bersertifikat Kompetensi | memiliki sertifikat kompetensi
kualitfikasi KKNI / okupasi. | | mmmmmmmmemeeeee x 100%

2. Persentase instruktur Jumlah tenaga kerja keseluruhan
bersertifikat kompetensi

3. Rasio jumlah instruktur
terhadap peserta pelatihan.

4. Persentase penganggur yang
dilatih

0. Deiscntasc lulusan
bersertifikat kompetensi

6. Persentase penyerapan
lulusan.

7. Persentasc LPK yvang

terakreditasi




Jumlah Calon ?ékerja Migran
Indonesia/Calon « Tenaga
Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)
yang diberikan pelatihan

Jumlah  pelatihan  Calon
Pekerja Migran
Indonesia/Calon Tenaga

Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)
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Persentase perusahaan yang
menerapkan program
peningkatan produktivitas
Persentase lembaga
pemerintah, swasta dan
pendidikan  yang menjadi
jejaring peningkatan
produktivitas

Data tingkat produktivitas
total.

Tingkat Produktivitas

Tenaga Kerja

PDRB tahun berjalan (atas dasar

harga konstan

Jumlah tenaga kerja

20%




Persentase perusahaan yang
telah  memiliki Peraturan
Perusahaan (PP).

Persentase Perusahaan yg
telah memiliki PKB.
Rekapitulasi tahunan jumlah
anggota Serikat Pekerja /
Serikat Buruh di perusahaan
pada tahun n.

Persentase perusahaan yang

stidah  menyusun struktur

skala upah.

Persentase perusahaan yang
telah terdaflar sebegai
peserta BPJS
Ketenagakerjaan.

Persentase perusahaan yang
telah membentuk LKS
Bipartit.

- 905 -

Persentase Perusahaan
yang menerapkan tata
kelola kerja yang layak
(PP/PKB, LKS Bipartit,
Struktur Skala Upah,
dan terdaftar pescrta

BPJS Ketenagakerjaan).

Jumlah
menerapkan tata ke
layak

Jumlah Perusahaan

Perusahaan

yang

lola kerja yang

x 100%




11

10.

13.
14.

15.

16.

Persentase jumlakh'

perusahaan yang bersclisih

Jumlah mogok kerja

Jumlah penutupan
perusahaan
Jumlah perselisihan
kepentingan

.Jumlah perselisihan hak

12.

Jumlah perselisthan antar
SP/SB di pertisahaan
Jumlalh Perselisihan PHK
Jumlah pekerja/buruh yang
ter-PHK

Jumlah perselisihan yang
diselesaikan melalui
perundingan bipartite
Lembaga Kerja Sama (LKS)
Tripartit yang diberdayakan

-06 -
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17. Upah Minimum yang
ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundangan.
18. Persentase perselisihan
hubungan industrial vyang
diselesaikan melalii
Perjanjian  Bersama  oleh
Mediator Hubungan
Industrial
1 Jumlah rekomendasi | Persentase Tenaga kerja | Jumlah pencaker (pencari kerja) 20%
persetujuan penempatan | yang ditcmpatkan | yang ditcmpatkan

tenaga kerja Antar Kerja
Antar Daerah (AKAD) yang
diberikan oleh dinas provinsi
Jumlah Surat Persetujuan
Antar

(SPP

Kerja
AKL)

Penempatan
Lokal
kabupaten/kota dalam satu

provinsi

wilayah yang

(dalam dan luar negeri)

melalui meckanisme
layanan  antar  kerja
lintas daerah

kabupaten/kota dalam 1

(satu) daerah provinsi.

-------------------------- x 100%

Jumlah pencaker yang terdaftar




diterbitkan oleh dinas
provinsi

Jumlah tenaga kerja yang
ditempatkan langsung olch
swasta dalam satu wilayah
provinsi

Jumlah lowongan pckerjaan
yang tersedia dalam satu
wilayah provinsi

Jumlah Tenaga Kerja
Khusus terdaftar dalam satu
provinsi

Jumlah pejabat fungsonal
pengantar kerja

Jumlah Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja
Swasta (LPTKS) yang
mendapatkan izin dari

Pemerintah Dacrah provinsi
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10.

11.

Pekerja ~ Rumah  Tangga

(LPPRT) yang mendapatkan
izin dari Pemerintah Daerah
Provinsi.

Jumlah penempatan tenaga

kerja  mclalui  informasi

Pasar Kerja (IPK)
online/sistem informasi
ketenagakerjaan

(SISNAKER).

Jumlah  Pekerja  Migran
Indonesia  (PMI)  / Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) yang
difasilitasi kepulangannya.

Jumlah ijin Kantor Cabang
Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia

(P3MI)/ Perusahaan

- 99 -
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Penéﬁlpamlierja’ |
Indonesia Swasta (PPTKIS)
yang diterbitkan.

12. Jumlah Pos pelayanan
keberangkatan ‘ dan
kepulangan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) / Tenuga
Kerja Indonesia (TKI).

5 1. Jumlah Perusahaan yang |Persentase perusahaan |3, Total perusahaan yang 20%
menerapkan | Norma | yang menerapkan | menerapkan peraturan
Kebebasan Berserikat. peraturan perundangan | perundangan ketenagakerjaan

2. Jumlah Perusahaan yang | bidang ketenagakerjaan | pada tahunn
menerapkan Norma Wakin % 100%
Kerja dan Waktu Istirahat > Total perusahaan yang terdaftar
(WKWI) melalui mekanisme wajib lapor
3. Jumlah Perusahaan yang ketenagakerjaan pada tahun n
mencrapkan Norma
Pengupahan.

4. Jumlah Perusahaan vyang
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6.

Jaminan Sosial.

Jumlah Perusahaan yang
menerapkan Norma Kerja
Perempuan.

Jumlah Perusahaan yang
mencrapkan Norma
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja.

Jumlah Penyidikan Tindak
Pidana Ketenagakerjaan.
Jumlah Perusahaan yang
mendaftar  Wajib Tapol
Ketenagakerjaan

Perusahaan (WLKP) online.
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b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bobot Urusan : 3%)

1. | 1. Jumlah lémbaga pemermtﬁaho Persentase ARG paciei Jumlah ARG béda belanJa

tingkat dacrah provinsi yang | belanja langsung APBD | langsung APBD

telah dilatth PUG |} ) e x 100%

2. Jumlah program/kegiatan Jumlah seluruh anggaran belanja
PUG pada perangkat daerah langsung di provinsi
yang sudah dievaluasi

melalui analisis gender di

tingkat provinsi

2. | 1. Jumlah mecdia massa (cetak, | Rasio kekerasan | Jumlah  anak (penduduk wusia 33%

elektronik) vyang  bekerja | terhadap anak per | kurang dari 18 tahun) korban

sama dengan pemerintah | 10 000 anak kekerasan yang ditangani instansi

provinsi (Dinas PPPA) untuk tingkal provinsi yang didampingi

melakukan KIE pencegahan| | e x 100%

kekerasan terhadap anak Jumlah Anak (Penduduk wusia
2. Jumlah lembaga layanan Kurang dari 18 tahun)

anak yang telah memiliki

standar pelayanan minimal
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?erseﬁktase*‘-k(;rb‘én‘: kekerasan

anak yang terlayani

4. Jumlah lembaga layanan
anak yang mendapat
peclatihan

Jumlah lembaga layanan

.Ul

anak yang mendapatkan
bantuan keuangan/fasilitas
oleh  Pemerintah  Daerah

Provinsi (APBD provinsi)

3 |1. Jumlah kebijakan/program | Rasio kekerasan | Jumlah perempuan yang 33%
pencegahan kekerasan | terhadap perempuan, | mengalami kekerasan
terhadap perempuan | termasuk  TPPO  (per | -------=----------- x 100.000
termasuk TPPO pada | 100.000 penduduk | Jumlah penduduk perempuan
perangkat daerah yang | perempuan)
stidah dievaluasi

2. Jumlah lembaga penyedian

layanan perlindungan hak




perempuan - yang telah
terstandarisasi

Persentase korban kekerasan
perempuan yang terlayani
Jumlah lembaga layanan
perempuan  yang mendapat
pelatihan

Jumlah lembaga layanan

perempuan yang
mendapatkan bantuan
keuangan/fasilitas oleh

Pemerintah Daerah Provinsi

(APBD provinsi)

- 104 -




c)

Pangan (Bobot Urusan : 3%)

Tersedianya infrastruktur
pergudangan dan sarana

pendukung lainnya untuk

penyimpanan cadangan
pangai

Tersedianya dan
tersalurkannya pangan

pokok dan pangan lainnya
Tersedianya cadangan beras
pemerintah provinsi
Tersedianya harga referensi
dacrah untuk pangan lokal
Terpromosikannya target
konsumsi pangan sesuai
dengan angka kecukupan

gizi

Persentase
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cadangan

pangan

——————————————————— x 100%
Jumlah kebutuhan

provinsi

Jumlah cadangan pangan prov1ns1 100% T

pangan




10.

Téfsedianjra\ péta ketahanan

dan  kerentanan  pangan
provinsi

Tersedianya informasi situasi
kerentanan pangan dan gizi
provinsi

Tertanganinya kejadian
kerawanan pangan
Tersalurkannya cadangan
pangan pada dacrah rawan
bencana pangan

Teregistrasi dan tersertifikasi
pangan scgar di pasar

modern
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d)

Pertanahan (Bobot Urusan : 2%)

Persentase Surat keputusan

penetapan tanah lokasi
Jumlah masalah ganti
kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan
yang tcrsclcsaikan

SK Izin Lokasi yang
diterbitkan oleh gubernur
Dokumen Peletakan lokasi
rencana penggunaan tanah
yvang telah jelas tahapan
kegiatan dan

penganggarannya
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Persentase pemanfaatan

tanah yang sesuai
dengan peruntukkan
tanahnya diatas izin

lokasi dibandingkan
dengan luas izin lokasi

yang diterbitkan

lokasi
—————————————————— x 100%
scluruh luas tanah yang diberikan

jjin lokasi

Luas tanah sesuai peruntukan ijin

33%
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Persentase

‘kvpéngadaan' kLuas pengadaaﬁ tanah untuk |

T 33%)

tanah untuk | kepentingan umum selesai tepat
kepentingan umum yang | waktu
selesai tepat wakiu | ----mmmemmmmoooees x 100%

Luas pengadaan tanah untuk

kepentingan umum
Tersedianya Lokasi | Luas pemantaatan adalah luas 33%
Pembangunan lintas | tanah yang telah dimanfaatkan
kabupaten/kota. sesuai dengan peruntukkannya

diatas izin lokasi lintas kab/ kota
————————————————— x 100%

Luas izin lokasi yang diterbitkan




€)

Lingkungan Hidup (Bobot Urusan : 3%)

lk. Hasil

perhitungan provinsi
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indeks Kuélités

50%

terhadap : Lingkungan [Tidup
a. Indeks kualitas air (IKA) | (IKLH) Provinsi
b. Indeks Kualitas Udara
(IKU)
c. Indeks tutupan hutan
(ITH)
Data izin lingkungan PPLH | Ketaatan penanggung | Jumlah penanggung jawab usaha 50%

dan PUU LH yang
diterbithan olch pemerintah
daerah provinsi.

Rasio pejabat pengawas LH
di daerah  (PPLHD) di
provinsi terhadap usaha
yang izin lingkungan, izin
PPLH dan PUULH yang
diterbitkan oleh pemerintah

provinsi

jawab usaha dan/atau
kegiatan  terhadap izin

lingkungan, izin PPLH

dan PUU LH vang
diterbitkan nleh
Pemerintah Daerah

Provinsi

dan/atau kegiatan yang
mclanggair teithadap izin
lingkungan, dan izin PPLH yang
diterbitkan Pemerintah Provinsi
usaha

dan/atau kegiatan

dilakukan pemeriksaan




dengan PPLH yang berada di
dua atau lebih daerah
kab/kota dalam 1 provinsi
Tcrfasilitasinya kegiatan
peningkatan  pengetahuan
dan ketrampilan masyarakat
hukum adat terkait PPLH
Terfasilitasinya kegiatan
peningkatan  pengetahuan
dan keterampilan
masyarakat  hukum  adat
terkait PPLH

Penanganan pengaduan
masyarakat terkait izin
lingkungan dan atfau izin
PPLH yang diterbitkan oleh

pemerintah daeiraly provinsi

Pénétapank hak MHA terkéit |
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dan usaha dan atau

kegiatan yang lokasi dan
berdampak lintas

kabupaten/kota
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Fasilitasi pelayanan Adminduk

)  Administiasi Kependudukan dan Pencatatan 3ipil (Bobot Urusan : 2%)

Penyajian data | Penyajian data kependudukan 50%
kependudukan skala | skala Provinsi dalam 1 tahun

Provins1 dalam satu|----------------- x 100%

tahun 2 kali

Pemanfaatan data | OPD Provinsi yang telah 50%
kependudukan memantaatkan data

kependudukan berdasarkan
perjanjian kerjasama
----------------- x 100%
Kabupaten/Kota




g)

terfasilitasi dalam  kerja
sama antar desa

Jumlah desa yang
mclakukan kerja sama antar
desa tahun berjalan
dikurangi jumlah desa yang
melakukan kerja sama antar
desa tahun sebelumnya
Jumlah lembaga
kemasyarakatan dan
lembaga adat di desa yang
terfasilitasi dalam
peningkatan kapasitas dan
diberdayakan

Jumlah peningkatan desa
yang lembaga

kemasyarakatan dan
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Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bobot Urusan : 3%)

Persentase pengentasan

desa tertinggal

tértinggal Uyar‘lg

Jﬁmlah~‘« d’elskak

memenuhi kriteria desa
berkembang per tahun
berdasarkan Indeks Desa

Membangun per tahun

Jumlah desa tertinggal (per-awal

tahun n)

Persentase peningkatan

status desa mandiri

Jumlah desa berkembang yang
memenuhi kriteria desa mandiri
per tahun berdasarkan Indeks
Desa Membangun per tahun
————————————————— x 100%

Jumlah desa berkembang (per-

awal tahun n)

50%
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| kienylnbaga T adatnya |
melaksanakan kegiatan
ekonomi  produktif dan

pemberdayaan

) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bobot Urusan @ 2%)

1. | 1. Tersedianya k‘d’okumen ~~ TFR (Angka Kelahiran — 33%
Grand Design Pembangunan | Total)
Kependudukan (GDPK) yang
di-Perdakan

2. Median Usia Kawin Pertama
Perempuan (MUKP) selirnh
wanita umur 25-49 tahun

3. Angka Kelahiran Remaja
umur 15-19 tahun (Age
Specific Fertility Rate/ASFR
15-19)




kl\PVé:rsentase masyarakat yang
terpapar isi pesan Program
KKBPK (advokasi dan KIE)
Jumlah
stakeholders/pemangku
kepentingan dan mitra kerja
(tcrmasuk organisasi
kemasyarakatan) yang
berperan serta aktif dalam

pcngelolaan program KKBPK
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Persentase Fasilitas:
Kesehatan (Faskes) yang
siap melayani KB MK.JP
Persentasc Pescrta KB Aktif
(PA) Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP)
Pemerintah Daerah Provinsi
vang memiliki Kelompok
Ketja KKBPK yang efektil

Persentase pemakaian
kontrasepsi Modern
(Modern  Contraceptive

Prevalence Rate/ mCPR)

Jumlah peserta KB Aktif Modern

Jumlas Pasangan Usia Subur

33%




Persentase

ﬁélayanan KB
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4.
Pasca Persalinan

1. Persentase kesertaan KB di | Persentase kebutuhan | Jumlah PUS yang ingin ber-KB 33%
Kabupaten dan Kota dengan | ber-KB yaug tidak | tetapi tidak terlayani
kesertaan rendah terpenuhi (unmet need) | ------------------ x 100%

2. Persentase kesertaan KB

keluarga Penerima Bantuan

Iuran (PBI)

Jumlas Pasangan Usia Subur
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i) Perhubungan (Bobot Urusan : 3%)

1. | 1. Persentéée tersedianya Rasio konekt1v1tas Rasmhkonek"c:mtas: Provinsi = (IKl X 50%
fasilitas penyelenggaraan | Provinsi bobot angkutan jalan) + (IK2 x
terminal penumpang Bobot angkutan sungai, danau
angkutan tipe B dan penyeberangan)

2. Penctapan tarif angkutan o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah
orang antar kota dalam trayek yg dilayani pada provinsi
provinsi  serta  angkutan X bobot trayek) dibagi jumlah
perkotaan dan perdesaan kebutuhan trayek pada provinsi
yang melampaui 1 daerah tersebut)
kabupaten/kota dalam 1 o 1K2 (Angkutan Sungai, danau
daerah provinsi kelas dan penyeberangan)=jumlah
ekonomi lintas  Penyeberangan  vyang

beroperasi pd provinsi tsb x
bobot lintas) dibagi (jumlah
kebutuhan lintas
penyeberangan pada provinsi
tersebut)
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Keterangan:

IK1 (Angkutan Jalan)

Jumlah trayek yang dilayani
adalalh jumlalh trayek perintis
ditambah trayek AKAP

Jumlahh  kebutuhan  trayck
adalah  jumlah  kebutuhan
trayek perintis dalam kurun
waktu tertentu dan kebutuhan
ttayek AKAP dalam kurun

waktu tertentu

[K2 (Angkutan Sungai, Danau,

Penyeberangan)

Jumlah lintas penyeberangan
yang beroperasi adalah jumlah
lintasan  perintis  ditambah
lintasan komersil

Jumlah kebutuhan lintas
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adalah‘ Jumlah kebutuhan
lintas enyeberangan  baik
lintas penyeberangan perintis
maupun komersil untuk
menghubunglkan antar wilayah
yang  ditencanakan  dalam
kurun waktu tertentu

Bobot Angkutan Jalan atau

Sungai, Danau dan
Penyeberangan :
1. Wilayal yang tingkat

pelayanan angkutan laut dan
penyeberangan lebih  tinggi
dibandingkan dibandingkan
dengan angkutan jalan (bobot
angkutan SDP = 70, bobot
angkutan jalan = 30)

2. Wilayah yang tingkat

pelayanan angkutan lani dan
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penyeberangan sama dengan

dibandingkan dengan
angkutanjalan (bobot angkutan
SDP 50, bobol angkutan jalan
- 50)

. Wilayah yang tingkat

pelayanan angkutan laut dan
penyeberangan lebih rendah
dibandingkan dengan angkutan
jalan (bobot angkutan SDP = 30
(bobot angkutan jalan = 70)

. Wilayah yang tidak memiliki

angkutan penyeberangan dan
laut (bobot angkutan SDP = O,
bobot angkutan jalan = 100)

Bobot Trayek atau Lintas :

a. Bobot ‘lrayek atau Lintas

dengan frekuensi tinggi (>5x

dalam seminggu), bobot = 1




- 120 -

b. Bobot Trayek |

atau"k Lmtas
dengan frekuensi sedang (3-4
dalam seminggu), bobot = 0.8

c. Bobot Trayek atau Lintas
dengan frekuensi rendah (<3

dalam seminggu), Bobol = 0.5

2. | 1. Persentase pelaksanaan | V/C Ratio di Jalan 50%
manajemen dan rekayasa | Provinsi

lalulintas untu jaringan jalan

provinsi

j) Komunikasi dan Informatika (Bobot Urusan : 3%)

1. Persentase perangkat daerahﬂPersen“’céLkéc“ Ofganisasi Jumiéh OPD yang terhubunkg‘
yang terkoneksi di Jaringan | Perangkat Dacrah (OPD) | dengan akses internet yang
Intra Pemerintah atau | yang terhubung dengan | disediakan oleh Dinas Kominfo
menggunakan aksecs internet | akscs  internet yvang | ------------------ x 100%

yang diamankan yang | disediakan oleh Dinas | Jumlah OPD

disediakan olch Dinas | Kominto




Persentase perangkat daerak:

yang menggunakan akses

internet yang berkualitas

yang disedialkkan Dinas
Kominfo
Tersedianya sistem

elektronik komunikasi intra
pemerintah yang disediakan
Dinas  Kominfo  (berbasis
suara, video, teks, data dan
sinyal lainnya) dengan
memanfaatkan jaringan intra

pemerintah
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. Persentase kegiatan (event),
perangkat daerah dan
pelayanan publik pada
Pemerintah  Daerah  yang

dimanfaatkan secara daring

Persentase Layanan
Publik yang
diselenggarakan sccara

online dan terintegrasi

Jumlah Layanan DPublik yang
diselenggarakan secara online dan

terintcgrasi

Jumlah Layanan Publik

35%
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memanfaatkan

domain dan sub domain

Instansi Penyelenggara
Negara sesuai dengan
Peraturan Menteri Kominfo
Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Registiasi  Nama  Domain
Instansi Penyelenggara
Negara

. Persentase perangkat daerah
yang memiliki portal dan

situs web yang sesuai standar

3. Persentase perangkat daerah

yang mengimplementasikan
layanan aplikasi umum dan
aplikasi khusus yang
ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-

undangan




. Persentase layanan " SPBE

(layanan publik dan layanan
administrasi  pemerintahan)
yang tercantum dalam
dokumen proses bisnis yang
telah diimplementasikan
secara elektronik

. Persentase layanan SPBE
(layanan publik dan layanan
administrasi  pemerintahan)
yang memantfaatkan scrtifikat
elektronik

. Persentase sistem elektronik
yang terdalta: sesuai
ketentiian peraturan
perundang-undangan

. Persentase layanan publik
dan layanan administrasi

yang  terintegrasi  dengan
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sistem penghubung layanan
pemerintah

8. Persentase perangkat daerah
yang menggunakan layanan
pusat data pemerintah

9. Persentase perangkat daerah
yang menyimpan data di
pusat data pemerintah

10. Persentase perangkat daerah
yang memperbaharui
datanya sesuai siklus jenis
data (sesuai renstra
kominfo)

11. Perscntase data yang dapat
berbagi pakai

12. Persentase perangkat daerah
yang mengimplementasi
inovasi yang mendukung

smart cily




13 Persentase ASN pengelola
tersertifikasi
kompetensi
pengelolaan Dinas Kominfo

. Tersedianya peraturan

peraturan

implementasi e-government
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. Persentase komunitas

masyarakat/mitra  strategis
pemerintah dacrah provinsi
yang menyebarkan informasi
kebijaltan  pemerintah
dan pemerintah provinsi
. Persentase konten informasi
program
kebyakan pemerintah dan
pemerintah provinsi

dengan strategi komunikasi

Persentase masyarakat
yang menjadi sasaran
penyebaran  informasi
publik, mengetahui
kebijakan dan program
prioritas pemerintah
dan pemcrintah daerah

provinsi

Jumlah masyarakat yang menjadi
sasaran penyebaran informasi
publik, mengetahui kebijakan dan
program prioritas pemerintah dan
pemerintah dacraly provinsi

Jumlah penduduk




- 126 -

(STRAKOM)
3. Persentase diseminasi dan
layanan informasi  publik
yang dilaksanakan sesuai

dengan strategi komunikasi

(STARKOM) dan SOP yang

telah ditctapkan

k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Bobot Urusan : 2%)

1. Persentase fasilitasi | Meningkatnya Koperasi | Jumlah koperasi yang meningkat 50%
penerbitan ijin usaha simpan | yang knalitasnya berdasarkan RAT,
pinjam untuk koperasi | berkualitas volumeusaha dan aset
dengan wilayah keanggotaan| | cmmmmmmemeeeeoee- x 100%
lintas daerah Jumlah seluruh koperasi

kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi

2. Persentase fasilitasi




penerbitan izin pembukaan

kantor cabang, cabang
pembantu dan Lkantor kas
usaha simpan pinjam oleh
koperasi untuk  koperasi
dengan wilayah keanggotaan
lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi
Persentase pemeriksaan dan
pengawasan yang dilakukan
untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan lintas
daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah
provinsi

Persentase usaha simpan

pinjam - oleh  koperasi yang
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esehatannyauntu

inilai
koperasi dengan wilayah
keanggotaan lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi
Persentase koperasi yang
mengikuti pelatihanuntuk
koperasi dengan  wilayah
keanggotaan lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi
Persentase jumlah anggota
opcrasi yang telah mengikuti
pelatihan
perkoperasianuntuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan
lintas daerah

kabupaten/kota dalam 1
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(satu) daerah provinsi
Persentase koperasi yang
telah menyelenggarakan
pendidikan dan  pelatihan
perkoperasianuntuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan
lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi

Persentase tasilitasi
penerbitan sertifikat Nomor
Induk Koperasi (NIK) untuk
koperasi dengan  wilayah
keanggntaan lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi

Persentase koperasi yang

diberikan dukungan fasilitasi
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10.

11.

pembiayaan untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan
lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi

Persentase yang diberikan
dukungan fasilitasi
pemasaran untuk koperasi
dengan wilayalh keanggotaan
lintas dacrah
kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi

Perascntase  kopcerasi  yang
diberikan dukungan fasilitasi
pendampingan kelembagaan
dan wusaha untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan

lintas daerah
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12.

kabupaten/kota dalam 1

(satu) daerah provinsi

Persentase koperasi yang
diberikan dukungan fasilitasi
kemitraan untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan
lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1

(satu) daerah provinsi
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1O

Rasio pertumbuhan
wirausaha baru yang
berskala kecil

Persentase jumlah usaha
kecil yang diinput ke dalam
sistem online data system
(ODS)

Pcrscntasce jumlah  usaha

kecil yang bermitra

Meningkatnya
Kecil yang

wirausaha

Uusaha

menjadi

Jumlah usaha kecil yang menjadi

wirausaha

Jumlah usaha kecil keseluruhan

00%




Persentase jumlah wusaha

kecil yang diberikan
dukungan fasilitasi
standarisasi dan sertifikasi
produk usaha

Persentase jumlah usaha

kecil yang dberikan
dukungan fasilitasi
pemasaran

Rasio usaha kecil  yang

diberikan dukungan fasilitasi
pelatihan

Persentase usaha kecil yang
diberikan pendampingan

kelembagaan dan usaha
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)

Penanaman Modal (Bobot Urusan : 3%)

IV

"PERDA mengenai pemberian

fasilitas/intensif penanaman
modal yang menjadi
kewenangan daerah provinsi

Standar operasional prosedur
pelaksanaan pemberian

fasilitas/insentif penanaman

modal
Laporan evaluasi
pclaksanaan pembetian

fasilitas/insentif penanaman
modal

Kegiatan  seminar  bisnis,
forum, one on one meeting
Kegiatan pameran
pcnanaman modal

Kegiatan pencrimaan misi

penanaman modal
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Persentasc peningkatari

investasi di provinsi

(Jumlah investasi tahun n- juhdlah
investasi tahun n-1) di provinsi

Jumlah investasi tahun n-1 di

provinsi




10.

11.

Konsultasi perizinan dan non

perizinan penanaman modal
Penerbitan perizinan dan non
perizinan pcnanaman modal
Laporan realisasi penanaman
modal

Pembinaan aparatur

penanaman modal tingkat

provinsi serta
kabupaten/kota
Pembinaan penanaman

modal PMA dan PMDN

12.Tersedianya data dan

informasi perizinan dan non

peizinan provinsi
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m) Kepemudaan dan Olahraga (Bobot Urusan : 2%)

pelatihan manajemen

organisasi kepemudaan

organisasi kepemudaan

dan organisasi sosial

kemasyarakatan

organisasi kepemudaan dan
organisasi sogial kemasyarakatan

di provinsi

1. | 1- Jumlah pemuda yang | Tingkat partisipasi | Jumlah pemuda (16-30 tahun) - 33%
mendapat pelatihan | pemuda dalam kegiatan | yang berwirausaha di provinsi
kewirausahaan ekonomi mandiri = | ----mmmmmmmemmmee- x 100%

2. Jumlah pcmuda yang Jumlah pemuda (umur 16-30
mendapat bantuan tahun) di provinsi
kewirausahaan
3. Jumlah pemuda yang
medapat  pelatihan  kade
pengembangan
kepemimpinan, kepedulian,
kesukarelawanan dan
kepeloporan pemuda

2. | 1. Jumlah pengelola organisasi| Tingkat partisipasi | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg 33%

kepemudaan yang mendapat | pemuda dalam | menjadi anggota aktif pada
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jumlah pemuda (umur 16-30

tahun) di provinsi

. Jumlah pelatih olah raga
yang memiliki kompetensi di
satuan2 pendidikan

. Jumlah atlit yang dibina
pada SKO, PPLP dan PPLM

. Jumlah penyelenggaraan
event OR prestasi tingkat
daerah

. Jumlah pemuda yang
difasilitasi dalam pendidikan
kepramukaan

. Jumlah organisasi
kepramukaan (kwarda) yang
difasilitasi dalam

pengembangan organisasi

Peningkatan

olahraga

prestasi

Jumlah perolehan medali pada
event olahraga nasional dan

internasional

33%
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n) Statistik (Bobot Urusan : 2%)

1. | 1. Tersedianya  buku  profil W:Persentase Organisasi | jumlah OPD yang menggunakaﬁ . 50%
daerah Perangkat Daerah (OPD) | data statistik dalam menyusun
2. Jumlah survey statistik | yang menggunakan | perencanaan pembangunan
sektoral yang dilakukan data statistik dalam | daerah
3. Jumlah kompilasi statistik | menyusun perencanaan | ------------------ x 100%
sekiloral yang dilakukan pembangunan daerah jumlah OPD
2. | 4. Jumlah survey statistik | Persentase OPD yang | Jumlah OPD yang menggunakan 50%
sektoral yang  mendapat | menggunakan data | data statistik dalam melakukan
rckomcndasi BPS statistik dalam | evaluasi pembangunan daerah
5. Jumlah Lkompilasi statistik | melakukan evaluasi | --~--------------- x 100%
sektoral yang  mendapat | pembangunan daerah jumlah OPD
rekomendasi dr BPS
6. DPerscntasc kelengkapan
metadata kegiatan statistik
sektoral
7. Persentase kelengkapan
metadata indikator sektoral




o)

. Persentase

Persandian (Bobot Urusan : 2%)

. Persentase keglatan‘ strategis

yang telah diamankan melalui
kegiatan pengamanan sinyal
dibanding banyaknya jumlah
kegiatan strategis yang harus
diamankan

sistem elektronik
yang telah menerapkan prinsip

sistem manajcmen yang tclah

menctapka prmsip?
manajemen keamanan
informasi (SMKI) dan atau

aplikasi persandian dibanding
jumlah sistem elektronik yang

ada pada pemerintah daerah

. Persentase sistem
clektronik/asset informasi
vang tclah diaudit decngan

“ Tlnrgkat
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informasi pemerintah

keamanan

Jumah nilai per area keamanan
informasi
—————————————————— x 100%

Jumlah area penilaian
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~~ kre‘sikcki kkategon réndah
4. Persentase titik yang
diamankan dibanding dengan
jumlah seluruh titik pada
pemerin (PHKS) yang
diterapkan pemerintah daerah
berdasarkan pola hubungan

komunikasi sandi

p) Kebudayaan (Bobot Urusan : 2%)

1. |1. Jumlah obyek pemajuan | Terlestarikannya Cagar| Jumlah cagar budaya yang 100%

kebuidayaan yang dilindungi | Budaya dilestarikan

(inventarisasi, pcngamanan| 000000 | meemmmmmmmemmmeees x 100%
pemeliharaan, penyelamatan Jumlah cagar budaya yang
dan publikasi) ditetapkan

2. Jumlah  obyek  pemajuan
kebudayaan yang

dikembangkan




gfl

(penyebarluasan, pengkajian,

penayaan keberagaman)
Jumlah obyek pemajuan
kebudayaan yang
dimanfaatkan (membangun
karakter
bangsa,meningkatkan
ketahanan budaya,dan
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat)

Jumlah SDM, lembaga dan
pranata vang dibina
(peningkatan kompetensi,
standarisasi dan sertifikasi,
serta peningkatan kapasitas
tata kelola)

Registel cagal budaya
(pendaltaran, pengjasiai,

penetapan, pencatatan,
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peméringkatan,
penghapusan)

Perlindungan cagar budaya
provinsi (penyelamatan,
zonasi, pemeliharaan dan
pemugaran

Layanan perijzinan membawa
cagar budaya provinsi ke luar
provinsi dengan dukungan
data

Pengembangan cagar budaya
Provinsi (penelitian,
revitalisasi, adaptasi)
Pemanfaatan cagar budaya
Provinsi (dalam hal agama,
sosial, pendidikan, ilmu
pengetahuan, teknologi,

kebudayaan, dan pariwisata)
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10.

11.

12.

13.

Pengelolaan, pengamanan,
pengembangan dan
pemanfaatan koleksi
museum

Peningkatan akses
masyarakat dalam
penyelenggaraan dan
pelaksanaan kegiatan

museum peningkatan akses
masyarakat dalam
pengelolaan  sarana  dan

prasarana museurm.

Pengelolaan, pengamanan,
pengembangan dan
pemanfaatan koleksi
museum

Pembentukan tim

pendaltaran cagar budaya
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14.

15.

16.

17.

18.

embentukan tim ahli cagar

budate: provinsi

Fasilitas sertifikasi tim ahli
cagar budaya

Pemetaan sdm cagar budaya
dan permuseuman
Peningkatan kompetensi sdm
cagar budaya dan
permuseuman

Penycdiaan sarana dan
prasarana pcndaftaran cagar

budaya dan permuseuman

.Penyelenggaraan kegiatan

museum yang mclibatkan

masyarakat
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q) Perpustakaan (Bobot Urusan : 2%)

1. |1. Rasio” ketercukupan koleksi | Nilai tingkat kegemaran 50%
perpustakaan dengan | membaca masyarakat
penduduk
2. Persentase kemanfaatan
perpustakaan oleh
masyarakat

3. Rasio ketercukupan tenaga

perpustakaan dengan
penduduk
4. Persentase perpustakaan

sesuai standar nasional

perpustakaan

5. Jumlah pemasyarakatan
gemar membaca di
masyarakat

6. Jumlah KCKR Daerah yang
dihimpun

7. Jumlah judul yang




tercantum dalam katalog

induk Daerah

Jumlah perpustakaan yang
bergabung dalam  katalog
indul daerah

Jumlah terbitan yang
terhimpun dalam bibliografi

Daerah
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. Jumlah naskah kuno yang

diakuisisi/dialih media
(digitalisasi)/terdaftar  yang

ada di wilayahnya

. Jumlah naskah kuno yang

dialih aksaia dan dialih

bahasa

. Jumlah koleksi budaya etnis

nusantara yang tersimpan
dan/atau terdattar yang ada

di wilayahnya (item)

Indeks Pembangunan

Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan

Masyarakat

Literasi

50%




)

Kearsipan (Bobot Urusan : 2%)
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persentdse arsip aktif yang | Tingkat ketersediaan | T=(a+i+s +j)/4 50%
telah dibuatkan daftar arsip |arsip sebagai bahan T= tingkat ketersediaan arsip
persentase arsip in-aktif | akuntabilitas kinerja, a = persentase arsip aktif yg telah
yang telah dibuatkan daftar | alat bukti yang sah dan dibuatkan daftar arsip
arsip pertanggungjawaban i — persentasc arsip inaktit yg
Persentase arsip statis yang | nasional) Pasal 40 dan telah dibuatkan dattar arsip
telah  dibuatkan  sarana | Pasal 59 Undang- _ . .
. s = persentase arsip statis yang

bantu temu balik Undang  Nomor 43 telah  dibuatkan sarana bantu
Persentase jumlah arsip|Tahun 2009 tentang temu balik
yang dimasukkan dalam | Kearsipan . - umlah .

. ] = persentase jumlah arsip yang
SIKN melalui JIKN dimasukkan dalam SIKN melalui

JIKN

Pemusnahan arsip yang | Tingkat keberadaan dan |T=(m+b+g+a+c+1i)/6 50%

sesuai NSPK

Perlindungan dan
penyelamatan arsip akibat
bencana yang sesuai NSPK

Penyelamatan arsip

keutuhan arsip scbagai
bahan
pertanggungjawaban
setiap aspek kchidupan

berbangsa dan

T= tingkat keberadaan dan
keutuhan arsip sebagai bahan
pertanggungjawaban

m = tingkat kesesuaian kecgiatan




perangkat daerah ‘provinsi
yang digabung dan atau
dibubarkan dan pemekaran
daerah kabupaten/kota
yang sesuai NSPK di provinsi
Autentifikasi arsip statis dan
arsip hasil alih media yang
dikelola oleh

kearsipan

sesual NSPK

lembaga
provinsi  yang
Pencarian arsip slatis yang
pengelolaannya menjadi
kewenangan daerah provinsi
dinyatakan

bentuk

hilang

daftar

yang
dalam
pencarian arsip yang sesuai
NSPK

Penerbitan izin penggunaan

arsip yang bersifat tertutup
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bernegara untuk
kepetingan negars,
pemerintahan,

pelayanan publik dan

kesejahteraan rakyat

pemusnahan arsip dengan NSPK
b =

perlindungan dan penyelamatan

tingkat kesesuaian kegiatan

arsip dari bencana dengan NSPK

g = tingkat kesesuaian kegiatan
penyelamatan arsip perangkat
daerah provinsi yang digabung
dibubarkan

dan/atau dan

pemekaran daerah
kabupaten/kota dengan NSPK
a = tingkat kesesuaian kegiatan
antentikasi arsip siatis dan arsip
hasil alith media dengan NSPK
c = tingkat kesesuaian kegiatan

pencarian arsip statis dengan
NSPK
I = tingkat kesesnaian kegiatan

penerbilan izin penggunaan arsip




3)

yang disimpan di lembaga

kearsipan- daerah provinsi

yang sesuai NSPK
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yang bersifat tertutup dengan

~| NSPK

Urusan Pilihan

a) Kelautan Perikanan (Bobot Urusan : 2%)

Jumlah laut pedalaman
territorial dan perairan
kepulauan yang terkelola
sumber daya ikannya (wpp)
Jumlah izin usaha perikanan
tangkap untuk kapal
perikanan berukuran 5 — 30
GT

Persentase pelabuhan
perikanan yang mcmiliki

standar operasional

Jumlah Total Produksi
Perikanan (Tangkap dan
Budidaya) dari seluruh

kabupaten/kota di
wilayah provinsi
(stuimher data: one data
KKP)

Jumlah Total Produksi Perikanan
(Tangkap dan Budidaya) dari
seluruh kabupaten/kota di
wilayah provinsi (sumber data:

one data KKP)

50%




Jumlah izin pembangunan

kapal penangkap ikan dan
kapal pengangkut  ikan
dengan ukuran diatas 5-30
GT

Jumlah kapal yang terdaftar
Jumlah izin usaha perikanan
di bidang pembudidayaan
ikan yang usahanya lintas
daerah kabupaten/kota
dalam 1 provinsi yang

diterbitkan
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. Persentase luas wilayah lant
dan pesisii yang dikelola
sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku

Jumlah kawasan konservasi
perairan atau kawasan

koservasi pesisir dan pulau-

Persentase kepatithan
pelaku usaha KP
terhadap kctentuan
peraturan perundangan

yang berlaku

n ,/,,
(S I mo%)
l=1 14

n

Keterangan:

x: Persentase kepatuhan pelaku
nsaha KP terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan

yanyg berlaku

50%




pulau kecil yang dikelola
. Jumlah unit kapal perikanan
(10-30GT) yang diperiksa
kepatuhannya terhadap
ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku

. Jumlah pembudidayaan ikan
yang mempunyai izin usaha
perikanan (IUP) provinsi dan

kab/kota yang dipetiksa

kepatuhannya terhadap
ketentuan peraturan
perundangan

. Jumlah unit usaha dan

pengolahan hasil perikanan
provinsi yang mempunyai
izin usaha perikanan
provinsi  yang  diperiksa

kepatuhannya  (compliance)
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patuh

c_i: jumlah pelaku usaha KP yang

s_i: jumlah sampel pelaku usaha

KP yang diperiksa

1: jenis komponen pelaku usaha

KP
n: jumlah komponen

usaha KP

pelaku




6.

8.

terhadap peraturan

perundangan-yang berlaku.

Jumlah pemegang izin
pemanfaatan ruang laut di
bawah 12 mil laut (diluar

minyak dan gas bumi) yang

diperiksa kepatuhannya
(compliance) terhadap
ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku

. Jumlah POKMASWAS yang

aktif dalam  mendukung
pengawasan SDKP

Jumlah izin usaha
pemasaran dan pengolahan
hasil perikanan lintas daerah
kab/kota dalam 1 daerah

provinsi yang diterbitkan
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b)

Pariwisata (Bobot Urusan : 3%)

1.

2.
2.

3.
3. A

o.
4.

o.

7.

Jumlah entitas pengelolaan

destinasi

Jumlah kelengkapan
infrastruktur dasar, fasilitas
umum, dan fasilitas
pariwisata

Jumlah nilai realisasi
investasi di bidang

paliwisata di tingkat provinsi
Jumlah mvestas: per sektor
usaha di bidang pariwisata

Jumlah tanda daftar usaha

pariwizata per  sub  jenis
usaha di provinsi
Rata-rata lama tinggal

wisatawan mancanegara
Rata-rata tinggal wisatawan
hunian

nusantara tingkat
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Persentase (Sumlah wisatawan tahun n-
pertumbuhan  jumlah | Jumlah wisatawan tahun n-1)
wisalawan mancanegara | ----------=-=--n-- x 100%
per kebangsaan Jumlah wisatawan tahun n-1
Persentase peningkatan | (Jumlah wisatawan tahun n- 25%
perjalanan  wisatawan | Jumlah wisatawan tahun n-1)
nusantara yang datang | ------------------ x 100%
ke provinsi Jumlah wisatawan tahun n-1
Tingkat hunian | Jumlah kamar yang terjual 20%
akomodasi = 00| —mmeemmmemmmmmeee- x 100%

Jumlah kamar yang tersedia
Kontribusi sektor | Kontribusi sektor pariwisata 25%
pariwisata terhadap | terhadap PDRB harga herlaku

PDRB harga berlaku




10.

11.

12.

13.

akomodasi

Jumlah ~  wisatawan
mancanegara per
kebangsaan

Jumlah perjalanan

wisatawan nusantara
Jumlah promosi event
daerah yang terlaksana di
dalam negeri

Jumlah event luar negeri
yang diikuti provinsi

Jumlah industri pariwisata
daerah vang herpartisipasi
pada cven promosi
pariwisata di dalam negeri
Persentase tenaga kerja di
sektor parwisata yang

disertifikasi
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c)

14. Persentase @ SDM
pembekalan
kepariwisataan

15. Jumlah lokasi

peserta

sektor

yang

memperoleh pemberdayaan
masyarakat dan pembinaan

kemitraan usaha masyarakat
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Pertanian (Bobot Urusan : 3%)

yang beredar

digunakan

1. um arana dan prasana
pertanian yang diberikan
2. Jumlah penerbitan sertifikasi
dan pengawasarn benih
2. tanaman horikultura

3. Dokumen pengawasan benih

4. Prasarana pertanian yang

witas pertanian

roauk

per hektar per tahun

um ahywpro'd/ﬁ si pertanian
pangan per hektar per tahun

------------------ x 100%

luas panen
Persentase Penurunan | Jumlah kcjadian penyakit/kasus S50%
kejadian dan jumlah | tahun berjalan (t) — jumlah

kasus penyakit hewan

menular

Jumlah kejadian
penyakit/kasustahun berjalan (t)

— jumlah kejadian/kasus




10.

engendalian
penanggulangan -+ serangan
organisme pengganggu
pertanian

Luas areal pengendalian dan
penanggulangan bencana
Penerbitan izin usaha
pertanian

Persentase sarana pertanian
yang digunakain

Persentase tasilitasi
penanggulangan bencana
Persentase jumlah usulan

usaha pertanian
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périya it hewan menular tahun
sebelumnya (t-1)
—————————————————— x 100%

Jumlah kejadian/kasus penyakit
hewan menular tahun

sebelumnya (t-1)




- 156 -

d) Kehutanan (Bobot Urusan : 2%)

Dokumen penategan hutan | Peningkatan akses legal | Jumlah Kelompok Tani Hutan
wilayah KPH kepada masyarakat | (KTH) yg diberikan akses legal
2. Dokumen rencana | dalam pengelolaan | ----------------mm- x 100%
pengelolaan hutan jangka | hutan melalui | jumlah total usulan KTH yang
panjang dan jangka pcndck Perhutanan Sosial terintegrasi
2. 8. Luas lahan kritis yang| Persentase kerusakan | Jumlah hutan yang rusak 33%
direhabilitasi hutan pertahun | -----------=-m-=nu- x 100%
4. Luas kebakaran hutan di| (deforestrasi) Jumlah hutan keseluruhan
3. hutan lindung dan hutan | Persentase Luas lahan | Luas lahan kritis di provinsi yang 33%
produksi kritis yang direhabilitasi | direhabilitasi (ha)
5. Penurunan luas gangguan| | e x 100%
kawasan  hutan  melalui Tnas I.ahan Kritis di provinsi
opcrasi pengamanan hutan (ha)
(illegal logging dan
perambahan)
6. Jumlah  hasil izin usaha
industri primer hasil hutan
kayu dengan kapasitas izin




- 157 -

10.

11.

12.

13.

14.

6.000m3 per tahun yang
aktif

Tersedianya ~dokumen
rencana pengelolaan hutan
Pemberdayaan masyarakat di
daerah penyangga

Pemulihan ekosistem pada
Tahura

Menurunnya gangguan
kawasan Tahura

Jumlah ketersediaan

penyuluh kehutanan

Jumlah sarana dan
prasarana kegiatan
penyuluhan

jumlah KTH yang diberikan
pendidikan dan pelatihan

Fasilitasi kegiatan
peningkatan kapasitas usaha

pada kelompok pethutanan




€)
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sosial

15. terusunnya rencana
pengelolaan DAS- lintas
daerah kabupaten /kota
dalam 1 provinsi

16. Terbentuknya forum
komunikasi DAS yang
mendukung keter paduan

lintas sektor

Energi Sumber Daya Mineral (Bobot Urusan : 3%)

1. |1. Perda/Pergub terkait zonasi | Persentase Usaha | Jumlah wusaha tambang yang 50%
kawasan konservasi air tanah | Tamhang Sesnial | sesual kewenangan Provinsi yang
dalam daerah provinsi Kewenangan Provinsi | tidak melanggar Perda
2. Peta konservasi air tanah |yang Tidak Melanggar x 100%
dalam daerah provinsi Perda jumlah usaha tambang sesuai
3. Perda/Pergub terkait izin kewenangan Provinsi
2. penggalian, pemakaian dan | Persentase Desa Yang| Jumlah desa yang teraliri listrik 50%
izin pengusahaan air tanah | Tcralir1 Listrik = | —seeeemmmmmmmeee o x 100%




dalam area provinsi
Perda/Pergub terkait izin
penggalian, pemakaian dan
izin pengusahaan air tanah
dalam area provinsi
Perda/Pergub terkait
penetapan nilai perolehan air
tanah

Perda/Pergub terkait dengan
fala 1uang wilayah RZWP3K
dalam daerah provinsi
Perda/Pergub terkait dengan
perizinan  mineral  bukan
logam dan batuan dalam
daerah provinsi

Perda/Pergub terkait ITUJP
Perda/Pergub terkait
penetapan harga patokan

mineral bukan  logam dan
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Jumlah desa




10.

11.

12.

13.

14

15.

batuan sesuai UU 28/2009

Izin pemanfaatan langsung
yang diterbitkan

Jumlah  penerbitan  SKT
panas bumi dalam 1 tahun
SK izin usaha niaga bahan
bakar nabati

Perda/Pergub terkait usaha
penyediaan  tenaga listrik
dalam daerah provinsi (tata
cara penerbitan, pembinaan
dan pengawasan)

Penerhitan izin operasi yang
fasilitas instalasinya dalam
daerah provinsi
Perda/Pergub terkait
penetapan tarif tenaga listtik
tenaga listrik pemegang 1zin

yang ditetapkan oleh
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16.

17.

pemerintah daerah provinsi

Surat Persetujuan Gukernur
terkait  harga jual tenaga
listrik dan sewa jaringan
tenaga  listrik, penjualan
kclebihan tenaga listrik daii
pemegang 1zin yang
ditetapkan oleh pemerintah
daerah provinsi

Penerbitan izin usaha jasa
penunjang tenaga listrik bagi
badan usaha dalam
negeri/mavyoritas sahamnya
dimiliki oleh penanam modal
dalam negeri kecuali untuk
jasa pemeriksaan dan
pengujian di bidang tcnaga

istrik tegangan rendah
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18. Pelaksanaan

listrik

pembangunan
perdesaan - dan
penyambungan listrik gratis
tidak

bagi masyarakat

mampu
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f) Perdagangan (Bobot Urusan : 3%)

1. Persentase pelaku usaha yang
memperoleh tasilitas promosi
dagang

2. Persentase pelaku usaha yang
memperoleh fasilitas
pengembangan produk

3. Persentase pelaku usaha yang
memperoleh pelatihan/

fasilitas peningkatan

kapasitas terkait ekspor

Pertumbuhan

ekspor non migas

nilai

Nilai ekspor non migas tahun

berjalan — nilai ekspor non migas
tahun sebelumnya
————————————————— x 100%

Nilai migas tahun

ckspor non

sebelumnya

14%




. Jumlah

. Persentase pelaku usaha yang

menjadi eksportir baru
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kegiatan yang
dimaksudkan untuk
meningkatkan citra produk
ekspor
2. |1. Jumlah penanganan | Persentase penanganan | Jumlah pengaduan konsumen 14%
pengaduan konsumen pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan
2. Jumlah konsumen dan Dinas Provinsi dan BPSKsesuai
pelaku usaha yang dengan ketentuan yang berlaku
teredukasi dalam tahun berjalan
————————————————— x 100%
Jumah  pengaduan  konsumen
yang diterimadalam tahun
berjalan
3. 1. Jumlah komoditi potcnsial | Persentasc komoditi | Jumlah sampel yang sesuai 14%
yang dipantau potensial yang sesuai| ketentuan
dengan Ketentuan | ------=---mmcom-- x 100%




Indeks Kinerja BPSMB

- 164 -

berlaku

satu tahun -

Jumlah sampel yang diuji dalam

Persentase SIUP Minuman
Beralkohol (MB) bebas bea
yang diterbitkan

Persentase rekomendasi SIUP
MB bagi Distributor yang
diterbitkan

Persentase SIUP Bahan
Berbahaya bagi pengecer
yang diterbitkan

Persentase penerbitan SIUP
MB Gol B dan C untuk
pengecer dan penjual
langsung minum di tempat
Persentase penerbitan SKA

yang tepat waktu

Tertib Usaha

Jumlah pelaku usaha yang
memiliki SIUP MB TBB
————————————————— x 100%

Jumlah pelaku usaha MB TBB

14%
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pusat distribusi
b. Telah ditetapkannya badan
usaha

pengelola  pusal

barang kebutuhan pokok antar
walitu

Sn = Standar deviasi harga rata
selama  bulan

rala  provinsi

1. Pengawasan  pupuk dan | Persentase kinerja | Realisasi
pestisida terhadap | realisasi pupuk | —--mmmmmmmeeee- x 100%
pengadaan penyaluran dan RDKK
penggunaan pupuk
bersubsidi dan pestisida per
tahun di provinsi
6. |1. Jumlah barang beredar yang | Persentasebarang Jumlah barang beredar yang 11%
diawasi beredar yang diawasi| diawasi sesuai dengan ketentuan
yvang sesual dengan | perundang-undangan
ketentuan perundang- | -----------=----- x 100%
undangan Jumlah barang beredar yang
diawasi
7 |1 Beroperasinya pusal | Persentase stahilitas KVpt = S 100% 11%
distribusi yang meclayam | 481 jumlah d
wilayah provinsi lgetersediaan keb th ahrga ] o
.. Tersedianya bangunan pilii?{g cebutuhan | gypt = Koefisien Variasi harga




distribusi
c. Beroperasinya pusat
industri
d. Menguasai 20% pangsa
pasar pada komoditas

yang ditangani

2. Persentase koefisien variasi

harga antar waktu
. Persentase laporan harga
harian melalui sistem

informasi harga Kemendag
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Januari s.d Desember

P = rata-rata harga provinsi

barang kebutuhan pokok selama

bulan Januari s.d Desember




g)

Perindustrian (Bobot Urusan : 3%)

- 167 -

Pertambahan jumlah | (Jumlah Industri besar tahun n - 17%

industri besar di | Jumlah industri besar tahun n-

provinsi 1)

————————————————— x 100%
Jumlah industri hbesar tahun n-1

Persentase terselesaikannya | Persentase pencapaian 17%
dokumen RPIP sampai | sasaran pembangunan
dengan ditetapkannya | industri termasuk
menjadi perda turunan indikator

pembangunan industri

dalam RIPIN yang

ditctapkan dalam RPIP
Persentase jumlah izin usaha | Persentase jumlah hasil | Jumlah izin yang dipantau dan 17%

industri (IUI) besar yang

diterbitkkan

pemantauan dan
dengan

Usaha

pengawasan
jumlah Izin

Industri (IUI) Besar yang

dianalisis dalam laporan hasil
pemantauan
———————————————————— x 100%

Jumlah izin yang dikeluarkan




Persentase jumlah 1zin

perluasan industri IPUI) bagi
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~dikeluarkan oleh

instansi terkait

industri besar yvang | Persentase jumlah hasil | Jumlah izin yang dipantau dan 17%
ditcrbitkan pemantauan dan | dianalisis dalam laporan hasil
Persentase jumlah penetapan | pengawasan dengan | pemantauan
izin usaha kawasan industri | jumlah lzin Perluiasan | --------==ccommmmeee x 100%
(IUKI) dan izin perluasan | Industri (IPUI) bagi| Jumlah izin yang dikeluarkan
kawasan industri (IPKI) lintas | Industri Besaryang
daerah kabupaten/kota | dikeluarkan oleh
dalam 1 provinsi instansi terkait
Persentase jumlah hasil | .Jumlah izin yang dipantan dan 17%

pemantauan dan
pengawasan dengan
jumlah Izin Usaha
Kawasan Industri (IUKI)
dan Izin  Perluasan

Kawasan Industii (1PKI)

dianalisis dalam laporan hasil
pemantauan
-------------------- x 100%

Jumlah izin yang dikeluarkan
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lintas

lokasinya

yang
daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) provinsi
yang dikeluarkan oleh

instansi terkait

Persentase data perusahaan
indusri besar dan
perusahaan kawasan industri

lintas kabupaten/kota yang

masuk dalam SII  Nas
terhadap total populasi
pettisahaan  indusiri besar
dan perusahaan kawasan

industri lintas kab/kota

Tersedianya  informasi
industri secara lengkap

dan terkini

Tersedianya informasi
industri dengan batas waktu
0-6 bulan

Tersedianya informasi
industri dengan batas waktu
7-12 bulan

Informasi  produksi dan
kapasitas produksi

Informasi bahan baku dan
bahan penolong
Informasi  bahan
energy

Informasi tenaga kerja
Informasi investasi

bakar/

17%




4)
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h) Transmigrasi (Bobot Urusan : 1%)

1. 1. Jumlah kawasan

transmigrasi yang difasilitasi
penetapannya

2. Jumlah satuan pemukiman
transmigrasi yang difasilitasi
pembangunannya

3. Jumlah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi

pembinaannya

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a)

Perencanaan dan Keuangan (Bohot Urnisan - 30%)

Di Luar Guru

Tenaga Kesehatan

dan

MJum a bélaﬁjakbégawm 1 uar

guru dan tenaga kesehatan

Jumlah APBD
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Rasio PAD Jumlah PAD 16.7%
——————————————————— X 10C%
Jumlah PDRB non migas
Rasio Belanja Urusan | Jumlah belanja urusan 16.7%
Pemerintahan Umum | pemerintahan — transfer
(dikurangi transter | expenditures
expendituires ) | —==mmmoe X 100%
jumlah belanja APBD
Opini Laporan | Opini Laporan Keuangan 16.7%
Keuangan
Maturitas Sistem | Tingkat Maturitas SPIP (belum 16.7%
Pengendalian Intern | dinilai (0)/level 1/level 2/level 3)
Pemerintah (SPID) berdasatkan Lapoian Iasil
Quality Assurance (QA) yang
dikeluarkan oleh BPKP
Peningkatan Kapabilitas | Tingkat Kualitas APIP (belum 16.7%

Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah
(APIP)

dinilai (0)/level 1/lcvel 2/level 3)
berdasarkan Laporan Hasil

Quality Assurance (QA) yang
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dikeluarkan oleh BPKP

i) Pengadaan (Bobot Urusan : 10%)

jum

Persentase jumla

ota

proyek konstritksi yang | dengan nilai besar yang perlu

dibawa ke tahun | pembangunan dalam 3 kuaital
berikutnya. yang | yang ditandatangani pada kuartal
ditandatangani pada | pertama tahun n
kuartal pertama @ | ---meemmmemmeeeee- X 100%
jumlah kontrak keseluruhan
tahun n
2 Persentase jiumlah jumlah pengadaan yang 33%
pengadaan yang dilakukan dengan metode
dilakukan dengan kompetitif
metode kompetitif =~ = | ----mmmmmmmememeee X 100%

Jumlah pengadaan yang

dilakukan tanpa metode

kompetitif




j)
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Rasio nilai belanja yang
dilakukan melalui

pengadaan

Jumlah nilai belanja langsung

yang melalui pengadaan
-------------------- X 100%

total belanja langsung

33%

Kepcgawaian (Bobot Urusan : 20%)

1. Rasio Pegawai
Pendidikan Tinggi dan
Menegah /Dasar (%0)
(PNS tidak termasuk
guru dan tenaga
Lkegehaian)

2. Rasio pegawai

Fungsional (%) (PNS
tidak termasuk guru

dan tenaga kesehatan)

Jumlah Pegawai menurut
Pendidikan PT ke atas
—————————————————————————— X 100%
dengan

Jumlah pegawai

pendidikan SMA ke bawah

33%

Jumlah pegawai PNS fungsional
(diluar guru dan tenaga
kesehatan)
—————————————————————————— X 100%
jumlah

seluruh pegawai

pemerintah (PNS tidak termasuk

33%
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guru dan tenaga kesehatan)

3. Rasio* Jabatan | Jumlah pegawai Fungsicnal yang 33%
Fungsional bersertifikat | memiliki sertifikat kompetensi
Kompetensi (%) (PNS | ------mmmmmmmmmmmmmo oo X 100%
tidak termasuk guru | seluruh jumlah pegawai
dan tenaga kesehatan) Fungsional (PNS tidak termasuk

guru dan tenaga kesehatan)

k) Manajemen Keuangan (Bobot Urusan : 20%)

1. Budget execution: Nilai absolut dari Total belanja
Deviasi realisasi belanja | dalam realisasi
terthadap helanja fotal | cemmmmm e X TOO%
dalam APBD total belanja APBD dikurangi satu
2. Revenue mohilization: Nilai absolut dari Total PAD 25%
Deviasi realisasi PAD dalam realisasi
terhadap anggaran PAD | ——-----mmmmmmmmmmmmmce X 100%
dalam APBD dibagi total PAD dalam APBD
dikurangi satu
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pakah ada daftar asse
tetap? (Ya/Tidak)

2. Apakah ada manual untuk -
menyusun daltar asset tetap?
(Ya/Tidak)

3. Apakah ada proses
inventarisasi assct tahunan?
(Ya/Tidak)

Apakah nilai asset tercantum

dalam laporan anggaran?
(Ya/Tidak)
Cash Management: | Nilai realisasi SiLPA 25%
Rasio  anggaian  sisa| e X 100%

terhadap total belanja
dalam APBD tahun

sebelumnya

total belanja anggaran tahun

sebelumnya




)
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Transparansi dan Partisipasi Publik (Bobot Urusan : 20%)

sumber daya = yang
tersedia untuk
pelayanan (Information
on resources available to
Jfrontline service delivery

units)

nit

elanja a ﬂggar n untu
pelayanan dapat diakses di
website Pemda
—————————————————————————— X 100%
Realisasi belanja untuk unit
pelayanan dapat  diakses  di

website Pemda

Akses publik terhadap
informasi keuangan
daerah (Public access to

fiscal information)

Jumlah dokumen yang
dipublikasikan di website Pemda
—————————————————————————— X 100%
total jumlah dokumen yang telah

ditingi

50%




b. Kabupaten/Kota
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1) Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

Pendidikan (Bobot Urusan : 5%)

a)

kO

3.

Q‘\

Anak
Terakreditasi

Jumlah peserta didik PAUD
yang menerima
perlengkapan dasar peserta
didik dari Pemerintah
Daerah

Jumlah peserta didik PAUD
yang mencerima pembebasan

biaya pendidikan

. Jumlah kebutuhan minimal

pendidik PAUD

. Jumlah  pendidik  pada

PAUD
Jumlah  pendidik  PAUD

ingka

partisipasi

warga negara usia 5-6

tahun yang
berpartisipasi dalam
PAUD

umian anak usia

ahun yang
sudah tamat atau sedang belajar

di satuan PAUD

Jumlah anak wusia 5-6 tahun

pada provinsi yang bersangkutan




yang memiliki jjaza

diploma empat (D-IV) atau
sarjana (S1) bidang
pendidikan anak usia dini,
kependidikan lain  atau
psikologi dan sertifikat
profesi guru pendidikan
anak usia dini

. Jumlah  kepala  sekolah
PAUD yang memiliki ijazah
D-IV atau S1, sertifikat
pendidik dan surat tanda
famat pendidikan dan
pelatihan  calon  kepala
sekolah untuk PAUD formal
atau sertifikat pendidikan
dan pelatihan kepala satuan
PAUD non-formal dari

lembaga pemerintah yang
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berwenang
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Jumlah SD dan SMP Negeri
Terakreditasi
didik

jenjang sekolah dasar yang

Jumlah peserta

menerima perlengkapan
dasar didik  dari
Pemerintah Daerah

peserta

didik

jenjang sekolah menengah

Jumlah peserta

pertama menerima

yang
perlengkapan dasar peserta
 didik dari Pemerintah
Daerah

Jumlah peserta didik pada
jenjang sekolah dasar yang
menetima pembebasan
biaya pendidikan

Jumlah peserta didik pada

Tingkat partisipasi
warga negara usia 7-12
tahun yang
berpartisipasi dalam

pendidikan dasar

Jumlah anak wusia 7-12 tehun
yang sudah tamat atau sedang
belajar di sekolah dasar
—————————————————— x 100 %
Jumlah anak usia 7 12 tahun

pada provinsi yang bersanghkutan

25%

Tingkat partisipasi
warga negara usia 13-
15 tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan  menengah

peiiama

Jumlah anak usia 13-15 tahun
yang sudah tamat atau sedang
belajar di sekolah menengah
pertama

Jumlah anak nsia 1315 tahun

pada provinsi yang bersangkutan

25%
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menenga

jenjang sekola

pertama yang menerima

pembebasan biaya

pendidikan

6. Jumlah kebutuhan minimal

pendidik pada  jenjang

sekolah dasar

7. Jumlah kebutuhan minimal
pendidik pada  jenjang
sekolah menengah pertama

8. Jumlah  pendidik pada
jenjang sekolah dasar

9 Jumlah pendidil pada
jenjang sekolah menengah
pertama

10. jumlah kebutuhan minimal
tenaga kependidikan pada
jenjang sekolah dasar

11. jumlah kebutuhan minimal




12.

13.

14.

1o.

enag

pen n pada

-~ jenjang sekolah menengah

pertama

jumlah tenaga kependidikan
pada jenjang sekolah dasar
jumlah tenaga kependidikan
pada jenjang sekolah
menengah pertama

Jumlah  pendidik  pada
jenjang sekolah dasar yang
memiliki  ijazah  diploma
empat (D-IV) atau sarjana
(S1) dan sertifikat pendidik
Jumlah  pendidik  pada
jenjang sekolali menengah
pertama  yang  memiliki
jjazah diploma empat (D-IV)
atau sarjana (S1) dan

sertifikat pendidik
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17.

18.

~ Jumlah kepala sekolah pada

~jenjang sekolah dasar yang

memiliki ijjazah D-IV atau
S1, sertifikat pendidik dan
surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan
calon kepala sekolah
Jumlah kepala sekolah pada
jenjang sekolah menengah
pertama  yang  memiliki
ijjazah  D-IV  atau  SI,
sertifikat pendidik dan surat
tanda tamat pendidikan dan
pclatihan  calon  kepala
sckolah

Jumlah tenaga penunjang
lainnya pada jenjang
sekolah dasar yang memiliki

yazah SMA/scderajat
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19.

Jumlah tenaga penunjang

lainnya pada jenjang

sekolah menengah pertama
memiliki

yang jjazah

SMA /sederajat
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Jumlah satuan pendidikan
kesetaraan terakreditasi
didik

pendidikan kesetaraan yang

Jumlah peserta

menerima perlengkapan
dasar peserta didik dari
Pemerintah Daerah

didik

kesectaraan

Jumlah peserta
ppendidikan
yang menerima pembcbasan
biaya pendidikan

Jumlah kebutuhan minimal
pendidik

pada satuan

pcendidikan kesetaraan

Tingkat partisipasi
warga negara usia 7-18

tahun belum

yang
menyelesaikan
pendidikan dasar dan
menengah yang
berpartisipasi dalam

pendidikan kesetaraan

Jumlah anak usia 7-183 tahun

yang heliim menyclesaikan
pendidikan dasar dan menengah
yvang sudah tamat atau sedang
belajar di pendidikan kesetaraan
—————————————————— x 100 %

Jumlah anak usia 7-18 tahun
vang hehim menyelesatkan
pendidikan dasar dan menengah

pada provinsi yang bersangkutan

25%




Jumlah  pendidik  pada

satuan pendidikan
kesetaraan

Jumlah pendidik  pada
satuan pendidikan
kesetaraan yang memiliki
jjazah diploma empat (D-IV)
atau sarjana (S1)

Jumlah kepala sekolah pada
jenjang sekolah dasar yang
memiliki ijjazah D-IV atau
S1, sertifikat pendidik dan
surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan
calon kepala sekolah
Jumlah kepala sekolah pada
satiian pendidikan
kesetaraan yang memuliki

fjazalh D-IV atau S1
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b)

Kesehatan (Bobot Urusan : 6%)
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kabupaten/kota

1. ' Jumlah daya tampung rumah 7%
Jumlah RS Rujukan ) _ _
| Rasio daya tampung RS | sakit rujukan
kabupaten/kota yang memenuhi
terhadap Jumlah | -----------mn-- x 100 %
sarana, prasarana dan alat _
. Penduduk Jumlah Penduduk di
kesehatan (SPA) sesuai standar
kabupaten/kota
2. | Jumlah RS dibina dan | Persentase RS Rijukan |Jumlah RS  Rujukan  yang 7%
dipersiapkan akreditasinya Tingkat kabupaten/kota | terakreditasi
yang terakreditasi = | -----mm--moome- x 100 %
Jumlah RS di kabupaten/kota
3. |l. Jumlah dukungan logistik Persentase ibu hamil Jumlah ibu hamil yang 7%
kesehatan yang tersedia mendapatkan mendapatkan pelayanan
2. Jumlah SDM keschatan pelayanan keschatan kesehatan
untluk pelayanan antenatal ibu hamil | e x 100 %
Jumlah ibu hamil di
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untuk pelayanan kesehatan

balita sesuail standar

Jumlah balita di kabupaten/kota

Jumlah dukungan logistik | Persentase ibu bersalin |Jumlah ibu  bersalin yang 7%
kesehatan yang tersedia mendapatkan mendapatkan -~ pelayanan
2. Jumlah SDM kesehatan | pelayanan persalinan persalinan
untuk pelayanan persalinan| ] eeememmemeoeeeo x 100 %
scsual standar Jumlah ibu bersalin d1
kabupaten/kota
L. Jumlah dukungan logistik Persentase bayi baru Jumlah bayi baru lahir yang 7%
kesehatan yang tersedia lahir mendapatkan mendapatkan layanan kesehatan
D.  Jumlah SDM kesehatan pelayanan kesehatan sesuai standar
untuk pelayanan neonatal bayi baru lahir | -emmmeeeee x 100 %
esensial sesuai standar Jumlah bayi baru lahir di
kabupaten/kota
1. Jumlah dukungan Jogistik | Cakupan pelayanan Jumlah balita yang mendapatlan 7%
kesehatan yang tersedia kesehatan balita sesuai | layanan kesehatan sesuai standar
2. Jumlah SDM kesehatan | standar | ---mmeemmeeee- x 100 %
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7. Jumlah dukungan logistik ~ | Jumlah anak wusia pendidikan 7%
) Persentase anak wusia
kesehatan yang tersedia o dasar yang mendapatkan layanan
pendidikan dasar yang ]
Jumlah SDM kesehatan kesehatan sesuai standar
mendapatkan
untuk pelayanan kesehatan | | emeemmememmees x 100 %
‘ o pelayanan kesehatan _ o
anak usia pendidikan dasar _ Jumlah anak wusia pendidikan
‘ sesual standar _
scsuai standar dasar di kabupaten/kota
S—
8. Jumlah dukungan logistik Persentase orang 11sia Jumlah orang usia 15 59 fahun 7%
kesehatan yang tersedia 15-29 tahun yang  mendapatkan skrining
Jumlah SDM kesehatan mendapatkan skrining | kesehatan sesuai standar
untuk pelayanan kesehatan kesehatan sesuai =~ | ----mmmommmeee- x 100 %
sesuai standar standar Jumlah orang usia 15-59 tahun
di kabupaten/kota
9. Jumlah dukungan logistik Jumlah warga necgara usia 60 7%
kesehatan yang tersedia Persentase warga | tahun yang mendapatkan
negara usia 60 tahun ke | skrining kesehatan sesuali
Jumlah SDM kesehatan tand
atas mendapatkan | Standar
untuk pelayanan kesehatan | x 100 %
skrining kesehatan

sesuai standar

sesuail standar

Jumlah orang warga negara usia

60 tahun di kabupaten/kota
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10. Jumlah dukungan logistik ) Jumlah penderita hipertensi yang 7%
_ Persentase penderita
kesehatan yang tersedia ) ) mendapatkan pelayanan
hipertensi yang _
Jumlah SDM kesehatan kesehatan sesuai standar
mendapatkan
untuk pelayanan kesehatan | | ememmmmeeee x 100 %
_ pelayanan kesehatan _ ' o
sesuai standar ' Jumlah penderita hipertensi di
sesuai standar
kabupaten/kota
11. Jumlah dukungan logistik Persentase penderita Jumlah pehderim DM  yang 7%
kesehatan yang tersedia DM yang mendapatkan | mendapatkan pelayanan
Jumlah SDM kesehatan pelayanan kesehatan kesehatan sesuai standar
untuk pelayanan kesehatan sesuai standar = | --m-mmmmoomoee- x 100 %
sesuai standar Jumlah penderita DM di
kabupaten/kota
12 Jumlah dulaingan logistik Persentase ODGJ berat | Jumlah  penderita ODGI yang 7%
kesehatan yang tersedia yang mendapatkan mendapatkan pelayanan

Jumlah SDM kesehatan
untuk pelayanan kesehatan

sesuai standar

pelayanan kesehatan

jiwa sesuai standar

kesehatan sesuai standar
——————————————— x 100 %
onGgJ di

Jumlah  penderita

kabupaten/kota




13.

Jumlah dukungan logistik

kesehatan yang tersedia
Jumlah SDM kesehatan
untuk pelayanan kesehatan

sesuai standar
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Persentase orang

1 terduga TBC

mendapatkan
pelayanan TBC sesuai

standai

Jumlah penderita TBC vyang
mendapatkan - pelayanan

kesehatan sesuai standar

Jumlah  penderita TBC di
kabupaten/kota

14.

Jumlah dukungan logistik
kesehatan yang tersedia
Jumlah SDM kesehatan
untuk pelayanan kesehatan

sesuail standar

Persentase orang
dengan resiko terinfeksi
HIV mendapatkan
pelayanan deteksi dini

HIV sesuai standar

Jumlah orang dengan resiko

terinfeksi HIV yang mendapatkan
pelayanan deteksi dini HIV sesuai
standar

——————————————— x 100 %

Jumlah orang dengan resiko

terinfelesi HIV di kabupaten/kota

7%

7%




c)

Luas kawasan permukiman
rawan banjir di WS
kewenangan kabupaten/kota

(ha)

. Panjang sungai di kawasan

permukiman yang rawan
banjir di WS kewenangan

kabupaten/kota (m)

. Luas kawasan permukiman

sepanjang pantai yang rawan
abrasi erosi dan akresi di WS
kewenangan kabupaten/kota

(HA)

. Panjang pantai di kawasan

permukiman yvg rawan
abrasi, erosi, akresi di WS

kewenangan kab/kota (ha)
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Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bobot Urusan : 6%)

Rasio luas kawasan

permukiman rawan
banjir yang terlindungi
oleh infrastruktur
pengendalian banjir di
WS Kewenangan

Kab/Kota

Luas kawasan - permukiman
rawan banjir yang terlindungi

olch infrastruktur pengendalian

banjir di WS  Kewenangan
Kab/Kota (ha)

——————————————— x 100 %

Luas kawasan  permukiman

rawan banjir di WS Kewenangan

Kab/Kota (ha)

Rasio luas kawasan
permukiman sepanjang
pantai  1awan  abiasi,
erosi, dan akresi1 yang
terlindungi oleh
infrastruktur pengaman
pantai di WS

Kewenangan Kab/Kota

Luas kawasan  permukiman
sepanjang pantai rawan abrasi
yang terlindangi olch
infrastruktur pengaman pantai di

WS Kewenangan Kabupaten/Kota

Luas  kawasan permukiman

0%
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. Rencana

. Rencana Tata Pengaturan air

dan tata pengairan/[oa

pengelolaan SD Air WS
Kewenangan kabupaten/kota
Teknis tata

pengaturan air dan tata
pengairan/rencana

pengelolaan sumber daya air
kewenangan kabupaten/kota
. Data prasarana dan sarana
pengaman pantai dan sungai

milik pemerintah kab/kota

sepanjang pantai rawan abrasi di
WS Kewenangan kabupaten/kota

(m)

. Persentase panjang jaringan
irigasi primer kondisi haik

. Persentase panjang jaringan
irigasi sekunder dalam
kondisi baik

. Persentase panjang jaringan
irigasi tersier dalam kondisi

bailt

Rasio luas daerah irigasi
kewenangan

kabupaten/kota yang
dilayani oleh jaringan

irigast

Luas irigasi kewenangan

kabupaten/kota  vyang «ilayani

oleh  jaringan  irigasi yang
dibangun (ha), ditingkatkan (ha),
direhabilitasi (ha), dioperasi dan
pelihara (ha) di tahun eksisting

——————————————— x 100 %
luas daerah irigasi kewenangan
kabhiipaten /kota

10%
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. Penetapan dokumen RISPAM
kabupaten/kota (Ada /Tidak)

. Tersusun dan ditetapkannya

JAKSTRADA Kab/Kota
(Ada/Tidak)

. Jumlah DBUMD dan/atau
UPTD Kab/Kota
Penyelenggara SPAM
(Ada/Tidak)

. Jumlah izin yang diberikan
kepada Badan Usaha untuk
melakukan Penyelenggaraan
SPAM

. Jumlah kerjasama
penyelenggaraan SPAM
dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah lain.

jaringan

Persentase jumlah

rumah  tangga

yang
mendapatkan akses
terhadap air minum
melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan
perpipaan
terlindung terhadap
rumah tangga di seluruh

kabupaten/kota

Jumlah kumulatif masyarakat

rumah  tangga

yang yang
mendapatkan akses-terhadap air
minum melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan jaringan
perpipaan terlindungi di dalam

sebuah kabupaten/kota.

——————————————— x 100 %
Jumlahtotal  proyeksi rumah
tangga di seluruh

kabupaten/kota tersebut.

20%
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Jumlah rumah dengan akses
unit pengolahan setempat
untuk kegiatan pemenuhan
pelayanan dasar
menggunakan SPALD S
Jumlah rumah dengan akses
sambungan rumah untuk
kegiatan pemenuhan
pelayanan dasar
menggunakan SPALD-T
Jumlah rumah dengan akses
unit pengolahan setempat
dan data jumlah rumah
dengan akses sambungan
rumah untuk kegiatan
pemenuhan pelayanan dasar
menggunakan SPALD S dan
SPALD T

Persentase
rumah  tangga
memperoleh
pengolahan air

domestik

jumlah
yang
layanan
limbah

Jumlah rumah yang memiliki

akses pengolahan beruipa cuibhik

+ jumlah rumah yang lumpur

tinjanya telah diolah di

PLT+

jumlah rumah yang memiliki

sambungan

rumah

dan

limbahnya diolah di IPALD

air

Jumlah rumah di Kabupaten A

20%
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Jumlah rumah yang sudah

menerima pelayanan jasa
penyedotan lumpur tinja
Jumlah rumah yang sudah
menetima  pelayanan  jasa
pengolahan lumpur tinja
Jumlah rumah yang sudah

menerima  pelayanan jasa

pengolahan air limbah
domestik
Kinerja penyediaan

pelayanan SPALD S akses
dasar

Kinerja penyediaan
pclayanan SPALD S  akses
aman

Kinerja penyediaan
pelayanan SPALD T akses

aman
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10.

11.

12.

13.

14.

Kinerja  penyediaan  unit
pengolahan setempat

Kinerja penyediaan sarana
pengangkutan lumpur tinja
Kinerja penyediaan
prasarana pengolahan
lumpur tinja

Kinerja penyediaan
sambungan rumah yang
tersambung ke IPALD

Kinerja  penyediaan  jasa

penyedotan lumpur tinja

. Rasio  bangunan  gedung

(kecuali rumah tinggal
tunggal dan rumah deret
sederhana) yang laik fungsi

Jumlah IMB yang diberikan
oleh Pemerintah Kab/Kota

dalam tahun eksisting

Rasio kepatuhan
kab/ kota

IMB

Jumlah pemanfaatan IMB yang
sesuaj peruntukannya
——————————————— x 100 %

Jumlah IMB yang berlaku

10%
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1

Penetapan Peraturan Daerah
tentang Bangunan/Gedung
(Ada/Tidak)

Penetapan Keputusan
Bupati/Walikota tentang Tim
Ahli Bangunan/Gedung
(Ada/Tidak)

Jumlalhh Dbangunan gedung
yang ditetapkan oleh
Bupati/Walikota untuk

dilindungi dan dilestarikan

. Jumlah bangunan gedung

yang ditetapkan oleh
Bupati/Walikota untuk
kepentingan strategis daetah
provinsi

Jumlah bangunan gedung
negara  milik  Pemerintah

Kab/Kota
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. Jumlah bangunan gedung
negara milik pemerintah
kabupaten/kota yang

dipelihara/dirawat

. Panjang jalan berdasarkan
yang  ditetapkan  Kepala
Daerah dalam SK Jalan

Kewenangan Kah/Kota

2. Panjang jalan yang dibangun

3. Panjang  jembatan  yang

dibangun

. Panjang jalan yang
ditingkatkan
(struktur/fiingsi)

. Panjang  jembatan  yang
diganti/dilebarkan

. Panjang jalan yang
direkonstruksi/dirchabilitasi

. Panjang  jembatan yang

direhabilitas:

Tingkat Kemantapan

Jalan kabupaten/kota

Jumlah panjang jalan dalam
kondisi mantap

——————————————— x 100 %

Jumlahtotal panjang jalan

kabupaten/kota

10%
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9. Panjang

8. Panjang jalan yang dipelihara

jembatan  yang

dipelihara

. Jumlah Pelatihan Tenaga
Ahli Konstruksi di wilayah
kabupaten/kota

. Jumlah tenaga kerja
konstruksi vyang terlatih di

wilayah kabupaten/kota

. Jumlah tenaga kerja
konstruksi terlatih  yang
tersertifikasi ahli di wilayah
kabupaten/kota
Terselenggaranya Sistem
Informasi  Pembina Jasa
Konstrulksi Cakupan

kabupaten/kota yang aktif

dengan data termutakhir

Rasio tenaga
operator/tcknisi/analisis
yang memiliki sertifikat

kompetensi

Jumlah tenaga kerja konstruksi

yang terlatih di wilayah
kabu/kota  yang dibuktikan
dengan sertifikat pelatihan

operator dan teknis/analis
——————————————— x 100 %

Jumlahkebutuhan tenaga
operator dan teknis/analis di

wilayah Kabupaten/Kota

10%
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5. Tersedianya data dan

informasi potensi pasar jasa

konstruksi di wilayah
kabupaten/kota untuk
tahun berjalan yang
bersumber dari APBD
Kab/Kota

6. Tersedianya data dan

informasi potensi pasar jasa

konstruksi di wilayah
kabupaten/kota untuk
tahun berjalan yang

bersumber dari APBN

7 Terscdianya data dan
informasi potensi pasar jasa
Ikonstruksi di wilayah
kabupaten/kota untuk
tahun berjalan yang

bersumber dari pendanaan

lainnya
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8.

10.

Tersedianya data dan
informasi paket pekerjaan
jasa konstruksi ses‘uai
kewenangannya yang sudah
dan sedang dilaskanakan
olch badan usaha jasa
konstruksi yang termutakhir
secara berkala

Tersedianya data dan profil
OPD sub-urusan jasa
konstruksi kabupaten/kota
Tersedianya data dan
informasi pelatihan tenaga
operator dan teknisi/analis
konstruksi di wilayah
kabuapten/kota yang
dilaksanakan sendiri atau
melalui kerjasama dengan
Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Kerja (LI’I’K) yang
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11.

12.

diregistrasi oleh menteri
yang membidangi  jasa
konstruksi, asosiasi profesi,
perguruan tinggi dan
instansi pemerintah lainnya.
Tersedianya data dan
informasi tenaga kerja
konstruksi yang terlatih di
wilayah kabupaten/kota
yang dibuktikan dengan
sertifikat pelatihan operator
dan teknisi/analis
Tersedianya data dan
informasi tenaga kerja
konstruksi terlatth yang
tersertifikasi
operator/teknisi/analis  di

wilayah kab/kota
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13.

14.

15.

Tersedianya data dan
informasi badan usaha yang
mendapatkan pembinaan di
wilayah kabupaten/kota
Tersedianya data dan
informasi pemenuhan
komitmen permohonan IUJK
badan wusaha dan TDUP
yang disetujui

Tersedianya data dan
informasi hasil pengawasan
ketidaksesualan jenis, sifat,
klasifikasi, layanan usaha,
bentuk dan/atau kualifilkasi
usaha dengan  kegiatan
usaha jasa konstruksi yang
menjadi kewenangan

pengawasannya




- 203 -

16.

Tersedianya data dan

informasi kecelakaan

~ konstruksi pada  proyek

17.

18.

19.

yang menjadi kewenangan
pengawasannya
Tersedianya data dan
informasi hasil pcngawasan
kctidaksesuaian jenis, sifat,
klasifikasi, layanan usaha,
bentuk dan/atau kualifikasi
usaha dengan segmentasi
pasar jasa konstruksi yang
menjadi kewenangan
pengawasannya

Jumlah Dbadan usaha yang
memiliki TUJKN di wilayah
kab/kota

Jumlah usaha perseorangan
yang memiliki TDUP di
wilayah kabupaten/kota
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20.

21.

22.

23.

Jumlah badan usaha yang

memiliki [UJKN yang terlibat

-dalam proyek di wilayah

Kab/Kota

Jumlah badan usaha yang
mecndapatkan pembinaan di
wilayah Kab/Kota

Jumlah pemenuhan
komitmen permohonan IUJK
badan usaha dan TDUP
yang disetujui

Jumlah pengawasan terkait
ketidaksesuaian jenis, sifat,
klasifikasi, layanan 1isaha,
bentuk dan/atau kualilikasi
11saha  dengan  kegiatan
usaha jasa konstruksi yang
menjadi kewenangan

pengawasannya
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24.

25.

Jumlah kecelakaan
konstruksi pada  proyek
yang menjadi kewenangan

pengawasannya

Jumlah pengawasan terkait
ketidaksesuaian jenis, sifat,
klasifikasi, layanan usaha,
bentuk dan/atau kualifikasi
usaha dengan segmentasi

pasar jasa konstruksi yang

menjadi kewenangan
pengawasannya
Jumlah proyek yang menjadi
Rasio proyek  yang | kewenangan pengawasannya
menjadi kewenangan | YANg terjad kecelakaan
wasann tanopa konstruksi
penga Sa ya a p _______________ X 100 %

kecelakaan konstruksi

Jumlahtotal proyek yang menjadi
kewenangan pecngawasannya




d)

Perumahan Rakyat (Bobot Urusan : 6%)

. Jumlah rumah yang berada

pada kawasan rawan
bencana dan rencana
penanganannya

. Jumlah rumah yang terkena

bencana alam

. Jumlah RT, KK dan Jiwa

korban rumahnya

yang
terkena bencana alam

Jumlah unit rumah korban
bencana yang direhabilitasi

sesuai dengan rencana aksi

Jumlah unit rumah korban
bencana yang  dibangun
kembali sesuai dengan

rencana aksi

. Jumlah unit rumah korban

bencana  yang  dibangun

- 206 -

Penyediaan dan
rehabilitasi rumah layak
huni bagi korban
bencana

kabupaten/kota

Jumlah unit rumah korban
bencana yang ditangani pada

tahun n

Jumlah total rencana unit rumah

korhan  bencana alkan

yang

ditangani pada tahun n

20%
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baru/relokasi sesuai dengan

rencana aksi

. Jumlah unit dan lokasi
rumah sewa yang akan
menjadi tempat tinggal

sementara korban bencana

. Jumlah RT, KK dan Jiwa
koi1ban bencana yang
terfasilitasi

. Jumlah, luasan dan Ilokasi

penicadangan lahan

. Jumlah

rumah tangga
penerima layanan yang telah

mendapatlkkan fasilitasi ganti

kerugian aset properl
berdasarkan rencana
pemenuhan SPM

. Jumlah rumah tangga
penerima kegiatan layanan
yang Dbelum  mendapatlkan

Fasilitasi penyediaan
rumah layak huni bagi
masyarakat lerdampak
relokasi program
pemerintah

kabupaten/kota

Rumah Tangga Penerima

Fasilitasi Penggantian Hak Atas

Pengriasaan  Tanah  dan/ataun

Bangunan + Rumah Tangga

Penerima Subsidi Uang Sewa +
Rumah Tangga Penerima
Penyediaan Rumah Layak Huni
——————————————— x 100 %

total rumah

Jumlah langga

20%
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fasilitasi penggantian hak
atas tanah dan/atau
bangunan berdasarkan
rencana pemenuhan SPM

. Jumlah rumah langga
penerima kegiatan layanan
subsidi uang scwa
berdasarkan rencana
pemenuhan SPM

. Jumlah rumah tangga
penerima  kegiatan layanan
vang telah mendapatkan
penycdiaan rumah layak
huini  berdasarkan rencana
pemcnuhan SPM

. Jumlah rumah tangga
penerima layanan yang
belum mendapatkan
penyediaan rumah layak

hiunmi Derdasatkan  1encana

terkena
Pemerintah
memenuhi

pelayanan

relokasi
Daerah

kriteria

program

yang

penerima
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pemenuhan SPM

6. Jumlah totai luasan (Ha)
pengadaan tanah
I. Jumlah luasan (Ha) | Persentase kawasan | Luas kawasan permukiman 20%
kawasan permukiman | permukiman kumuh | kumuh dibawah 10 ha yang
kumuh < 10 Ha dibawah 10 ha di|ditangani (ha)
2. Jumlah unil peningkatan | kabupaten/kota  yang |--------------- x 100 %
kualitas RTLH ditangani luas kawasan permukiman
3. Jumlah luasan (ha) kumuh dibawah 10 ha
penanganan  infrastruktur
kawasan kumuh
Jumlah rumah di kab/kota | Berkurangnya jumlah | Jumlah unit rumah tidak layak 20%
Jumlah unit PK RTLH unit RTLH  (Rumah | huni
Jumlah rumah tidak layak | Tidak I.ayak ITuni) | ———=-mmmmmmmeee x 100 %
huni Jumlah  total unit rumah
4. Jumlah rumah yang tidak kabupaten/kota

dihuni
Rasio rumah dan KK
Jumlah rumah

pembangunan baru
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. Jumlah perumahan yang

terfasilitasi PSU

Jumlah wunit rumah yang |-

sudah difasilitasi air minum
Jumlah unit rumah yang
terfasilitasi jalan lingkungan
Jumlah unit rumah yang
terfasillasi akses sanitasi (on
site / off site)

Jumlah perumahan yang
terfasilitasi RTNH

Jumlah unit rumah yang
terfasilitasi akses PJU
Jumlah pengembang vyang
tersertifikasi

Jumlah pengembang yang
terregistrasi

Jumlah pengembang vyang
mendapat penyuluhan atau

pelatihan

Jumlah perumahan
yang sudah dilengkapi
PSU (Prasarana, Sarana

dan Utilitas Umum)

Jumlah unit rumah yang sedang

dibangun terfasilitasi PSU

Jumlah unit rumah kab/kota

20%
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e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Bobot Urusan : 6%)

1. 1. Jumlah  pelanggaran dan | Persentase  Gangguan | Jumlah pengaduan 14%

pengaduan trantibum dalam | Trantibum yang dapat | yangditangani

Kab/Kota yang ditangani diselesaikan | meemmeemmmeeee- x 100 %
2. Jumlah Satlinmas  yang Jumlah pengaduan pelanggaran
terlatihdan dikukuhkan yang masuk

3. Jumlah DPerda dan Perkada
yvang ditegakkan

4. Jumlah Polisi Pamong Praja
yang memiliki kualitas
sebagai PPNS

5. Tersedianya  SOP  dalam
penegakan Perda dan
Pcrkada scrta pcenanganain
gangguan trantibum

6. Tersedianya sarana

prasarana minimal

2. Persentase Perda dan | Jumlah Perda/Perkadayang 14%

Perkada yang | memual sanksiyang ditegakkan




ditegakkan - x 100%
Jumlah keseluruhan Perda dan
Perkada yang memuatsanksi
3. 1. Persentase penyelesaian Jumlah warga negara yang
dokumen KRB sampai memperoleh layanan informasi
Jumlah warga negara
dengan dinyatakan sali/legal rawan bencana
yang memperoleh
2. Persentase jumlah penduduk ,
. layanan mlormasi
di kawasan rawan bencana
yang memperoleh informasi| rawan bencana
rawan bencana sesuai jenis
ancaman bencana
4. 1. Persentase penyelesaian Jumlah warga negara yang
dokumen RPB sampal memperoleh layanan pencegahan
dinyatakan sah/legal Jumlah warga negara|dan  kesiapsiagaan terhadap
2. Persentase penyclesaian | yang mecmperoleh | bencana
dokumen Renkon sampai |layanan pencegahan
dinyatakan sah/legal dan kesiapsiagaan
3. Persentase jumlah aparatur | terhadap bencana
dan warga ncgara yang ikut
pelatihan

14%

14%




yvang ikut pelatihan

. Persentase warga negara

yang mendapat layanan
pusdalops pcnanggulangan
becncana dan sarana
ptasarana  penanggulangan

bencana

. Persentase warga negara

yang mendapat peralatan

perlindungan
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. Persentase warga negara

.(.ﬂ

. Persentase kecepatan respon

kurang dari 24 jam untuk

setiap status KLB

. Persentase kecepatan respon

kurang dari 24 jam untuk
setiap status darurat

bencana

Jumlah warga negara
yang memperoleh
layanan penyelamatan
dan evakuasi korban

bencana

Jumlah warga
memperoleh
penyelamatan

korban bencana

negara yang
layanan

dan evakuasi

14%




3. Persentase jumlah petugas
yang aktif dalam penanganan
darurat bencana

4. Persentase jumlah korban

berhasil dicari, ditolong dan

dicvakuasi terhadap kejadian

bencana
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1. Jumlah dan jenis layanan
penyelamatan dan evakuasi
pada kondisi membahayakan

manusia (operasi darurat non

lrebalkaran) olch Dinas
Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan di
kabupaten/kota

2. Tersedianya pos selctor
damkar yang  dilengkapi

sarana prasarana damkar,

Persentase
penyclamatan
evakuasi

kebakaran

pelayanan
dan

korban

Jumlah layanan pemadaman,

penyelamatan dan evakuasi

korban dan terdampak

kebakaran di

dalam tingkat wakiu tanggap olch

kabupaten/kota

Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan/Perangkat Daerah
ditambah

jumlah layanan

pemadaman di kabupaten/kota
dalam tingkat wakti tanggap oleh

relawan kebakaran yang dibentuk

14%




sarana prasarana
penyelamatan  di  kantor
kecamatan

. Tersedianya aparatur selama
24 (jam) yang dilaksanakan
secara bergantian (shift) di
kantor kecamatan

. Pos Damkar yang dilengkapi
dengan sarana/prasarana
damkal, sarana prasarana
penyelamatan dan evakuasi
di sctiap kcluarahan/desa
Jumlah dan jenis sarana
prasarana pemadaman,
penyelamatan dan evakuasi

. Jumlah aparatur pemadam
kebakaran yang memenuhi
Standar Kualifikasi Pemadam

sebagaimana dimaksud
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dan/atau di bawah pembinaan
Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan /Perangkat Daerah
——————————————— x 100 %

Jumlah kejadian kebakaran di
kabupaten/kota




Dalam

Negeri Nomor 16 Tahun 2009

Peraturan Menteri
tentang Standar Kualifikasi
Aparatur Pemadam
Kebakaran

. Jumlah relawan kebakaran
di bawah binaan Dinas
Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan atau perangkat
dacrah yang
menyelenggarakan sub
urusan kebakaran

. Jumlah peningkatan
lkapasitas aparatur pemadam

kebakaran
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Waktu tanggap
(response time)

penanganan kebakaran

Rata-rata waktu

tanggap,

dihitung dati pelaporan,
penyiapan tim dan peralatan,

jarak tempuh dan
pemadaman kebakaran

kesiapan

14%




f) Sosial (Bobot Urusan : 6%)

_Ul

Jumlah layanan data dan

pengaduaan yang dimiliki

Jumlah data penyandang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjur usia

terlantar dan gepeng yang
untuk masuk dalam data

terpadu FM dan OTM

JumlahTimReaksi Cepat yang
dibentuk

Jumlah penyandang
disahilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia

terlantar dan gepeng yang
dijangkau
Jumlah  kendaraan  roda
empal yang akses khusus
kedaruratan

layanan yang

Persentase (%)
penyandang disabilitas
terlantar, anak
terlantar, lanjut wusia
terlantar dan
gelandangan

pengemisyang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di
luar (Indikator

SPM)

panti

Jumlah penyandang disabilitas

terlantar, anak terlantar, lanjut

usia terlantar dan gelandangan

pengenis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar panti
——————————————— x 100 %

Populasi penyandang disabilitas
terlantar, anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan gelandangan

pengemis

50%




Jumlah penyandang

disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang
menerima paket
permakanan sesuai  standai
gizi

Jumlahrumah

singgah /shclter/ tempat
tinggal sementara yang
dimiliki sesuai standar
Jumlah penyandang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang
menetima paket sandang
Jumlah penyandang

disabilitas terlantar, anak




10.

11.

12.

13.

14.

terlantar, lanjut usia

terlantar dan gepeng yang
memanfaatkan alat bantu
Jumlah alat bantu yang
tersedia di rumah
singgah /shelter

Jumlah  pakel perbekalan
kesehatan yang tersedia
Jumlah penyandang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
lerlantar dan gepeng yang
memanfaatkan paket
perbekalan keschatan
Jumlah tenaga  kesehatan
yang disediakan di rumah
singgah

Jumlah pekerja sosial

prolessional dan/atau TKS
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15.

16.

17.

dan/atau relawan sosial yang
disediakan

Jumlah penyandang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang
mendapatkan bimbingan
fisik, mental dan sosial
sesuai standar di keluarga,
masyarakatl, Dinas Sosial,
Rumah  Singgah/  Shelter
dan/atau pusat
kesejahteraan sosial

Jumlah bimbingan sosial
yang dilaksanakan kepada
keluarga dan masyarakat
Jumlah penyandang
disabilitas terlantar, anak

te1lantaz, lanjut usia
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18.

19.

20.

terlantar dan gepeng yang

difasilitasi untuk
mendapatkan dokumen
kependudukan

Jumlah penyandang

disabilitas tetlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang
mendapatkan akses layanan
pendidikan dan kesehatan
dasar

Jumlah penyandang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang
mendapatkan layanan
penelusuran keluarga

Jumlah penyandang

disabilitas  terlantar, anak
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usia

terlantar,

lanjut

- terlantar dan gepeng yang

direunifikasi dengan
keluarga

21. Jumlah penyandang
digabilitas terlantar, anak
terlantaz, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang
dirujuk

1. Jumlah korban bencana yang
mendapat makanan

2. Jumlah korban bencana
yang meneiima paket
sandang

3. Jumlah tempat
penampungan pengungsi

yang dimiliki
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Persentase korban
bencana alam dan
sosial  yang ferpenithi
kebutuhan dasarnya

pada saat dan setelah

tanggap darurat
bencana daerah
kabupaten/kota

Jumlah korban bencana alam

dan  sosial terpenuhi

yang
kebututhan dasainya dalam satu

tahun anggaran

——————————————— x 100 %

Populasi korban bencana alam
dan sosial di daerah
kabupaten/kota yang

membutuhkan perlindungan dan

o0%




4. Jumlah paket permakanan

‘khusus bagi kelompok rentan
. Jumlah korban bencana yang
meneriman pelayanan

dukungan psikososial

. Jumlah Pekerja Sosial
Profesional/lenaga
kesejahteraan sosial

dan/atau relawan sosial yang

tersedia

jaminan sosial pada saat dan
setelah tanggap darurat bencana

daerah kabupaten/kota
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2) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

a) Tenaga Kerja (Bobot Urusan : 3%)

Dokumen

perencanaan
tenaga kerja kabupaten/kota.
Persentase akurasi proyeksi
dalam

indikator rencana

tenaga kerja.

Persentase kegiatan
yvang dilaksanakan yang
mengacu ke rencana

tenaga kerja

Jumlah kegiatan keseluruhan
yang dilaksanakan yang mengacu
ke RTKD

————————————————— x 100%

Jumlah kegiatan keseluruhan

Jumlah perusahaan yang yang dilaksanakan di
menyusun rencana tenaga kabupaten/kota
kerja di kabupaten/kota.
. Persentase penerapan | Persentase Tenaga | Jumlah tenaga kerja yang 25%
Program PBK dengan | Kerja Bersertifikat | memiliki sertifikat kompetensi
lcualitikasi klaster Kompetenst | semmmmmmmeme x 100%
Persentase instruktur Jumlah tenaga kerja keseluruhan
bersertifikatkompetensi
Rasio  jumlah instruktur

terhadap peserta pelatihan

Pecrsentasc LPK
terakreditlasi
Persentase LPK yang memiliki
perizinan

yang
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10.

2.

Jumlah penganggur yang
dilatih
Persentase Iulusan

bersertifikat pelatihan

Persentase penyerapan
lulusan

Lulusan bersertifikat
kompetensi

Jumlah Calon Pckerja Migran
Indonesia (CPMI)/Calon

Tenaga Kerja Indonesia
(CTKI) yang diberikan
pelatihan

.Jumlah  pelatihan  Calon

Pekerja Migran Indonesia
(CPMI)/Calon Tenaga Kerja
Indonesia (CTKI)

. Persentase perusahaan yang

menerapkan program
peningkatan produktivitas
Data tingkat produktivitas
total

Tingkat Produktivitas

Tenaga Kerja

PDRB tahun berjalan (atas dasar

harga konstan

Jumlah tenaga kerja

25%
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Persentase perusahaan yang
telah memiliki Peraturan
Perusahaan (PP)

Persentase perusahaan yang
telahh  memiliki  Perjanjian
Kerja Bersama (PKB)
Rckapitulasi tahunan
jumlah Lkonfederasi SP/SB
yang tercatat, federasi
SP/SB yang tercatat, SP/SB
di perusahaan yang tercatat,
SP/SB di luar perusahaan
yang tercatat dan anggota
SP/SB di perusahaan
Persentase perusahaan yang

sudah menyusun struktur

skala upah.

Persentase perusahaan yang
telah terdattar sebatai
peserta BPJS

Ketenagakerjaan

Persentase Perusahaan
yang menerapkan tata
kelola kerja yang layak
(PP/PKB, LKS Bipartit,
Struktur Skala Upabh,
dan terdaftar peserta

BPJS Ketlenagakerjaan).

Jumlah Perusahaan yang
menerapkan tata kelola kerja
yang layak

———————————————————————— x 100%

Jumlah Perusahaan

25%
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10.

11.
12.

13.

14.

Persentase jumlah
perusahaan yang berselisih

Jumlah mogok kerja

Jumlah penutupan
perusahaan
Jumlah perselisithan
kepentingan

Jumlah perselisihan antar
Serikat Pekerja/Serikat
Buruh (SP/SB) dalam 1
(satu) perusahaan

Jumlah perselisihan PHK
Jumlah pekeija/buiruh yang
ter-PHK

Jumlah persclisihan yang
diselesaikan melalui
perundingan bipartite
Lembaga Kerja Sama (LKS)
Tripartit kabupaten/kota
yvang dibcrdayakan
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15. Persentase perselisihan
hubungan industrial yang
diszlesaikan melalui
Perjanjian Bersama oleh
Mecdiator [Tubungan
Industrial

w3

Jumlah lowongan kerja yang
tersedia di wilayah
kabupaten/kota

Jumlah pencari kerja yang
terdaftar di kab/kota
Jumlah Bursa Kerja Khusus
(BKK) wilayah kab/kota
Jumlah Tenaga Kerja
Khusus terdaftar dalam satu
kabupaten/kota

Jumlah Pejabat Fungsional
Pengantar Kerja
Jumlah Lembaga

Penempatan Tenaga Kerja

Pcrsentase Tenaga keija

yang ditempatkan
(dalam dan luar negeri)
melalui mekanisme
layanan Antar Kerja
dalam wilayah
kabupaten/kota

Jumlah pencaker (pencari kerja)
yang ditempatkan
—————————————————————————— x 100%

Jumlah pencaker yang terdaftar

20%
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10.

Swasta (LPTKS) antar kerja
lokal dalam satu wilayah
kabjkota

Jumlah  perjanjian kerja
yang disahkan oleh dinas
bidang ketenagakerjaan
Kab/Kota.

Jumlah penempatan tenaga
kerja  melalui  Informasi
Pasar Kerja (IPK) Online
(SISNAKER)

Jumlah Calon Pckerja
Migran Indonesia
(CPMI)/Calon Tenaga Kerja
Indonesia (CTKI)yang
mendapatkan sosialisasi
Jumlah Calon Pekerja
Migran Indonesia
(CPMI)/Calon Tcnaga Kerja
Indonesia (CTKI)yang terdata
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11.

12.

13.

14.

Jumlah Calon Pekerja
Migran Indonesia
(CPMI)/Calon Tenaga Kerja
Indonesia (CTKI) yang
mendapatkan fasilitasi
kepulangan

Jumlah Calon Pekerja
Migran Indonesia
(CPMI)/Calon Tenaga Kerja
Indonesia (CTKI) yang
mendapatkan pendidikan
dan pelatihan kerja

Data pemberdayaan Pekerja
Migran Indonesia
(PMI)/Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) purna dan
keluarganya

Jumlah Layanan Terpadu
Satu  Atap (LTSA) yang

dibentukan




g)
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bobot Urusan : 3%)

1. Jumlah+ lembaga pemerintah
tingkat daerah
kabupaten/kota yang telah
dilatih PUG

2.Jumlah program PUG ada

perangkat daerah yang sudah

dievaluasi melalui analisis
gender di tingkat
kabupaten/kota

1. Jumlah media massa (cetak,
elektronik) yang bekerja sama
dengan pemkah/kota (dinas
pppa) untuk melakukan KIE

pencegahan kekerasan
terhadap anak
2.Jumlah lembaga layanan

anak vyang telah memiliki

standar pclayanan minimal

Persentase ARG pada
belanja langsung APBD

Persentase anak korban
kekerasan yang
ditangani instanygi

terkait kabupaten

Jumlah ARG pada Dbelanja
langsung APBD
————————————— x 100%
Jumlah seluruh belanja
langsung APBD
Jumlah anak (penduduk usia

kurang dari 18 tahun) korban

kekerasan yang ditangani
instansi tingkat kabupaten/kota
yang didampingi

——————————————————— x 100%

Jumlah Anak (Penduduk usia

Kurang dari 18 tahuin)

33%




3. Persentase korban kekerasan

anak yang terlayani
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mendapatkan pelatihan
2. Jumlah kader perempuan

tingkat. kahupaten/kota

4. Jumlah lembaga layanan
anak yang mendapat
pelatihan

5. Jumlah lembaga layanan
analt yang mcndapatkan
bantuan keuangan/fasilitas
oleh pemkab/kota (APBD
kab/kota)

1. Jumlah organisasi | Rasio kekerasan | Jumlah perempuan yang 33%
kemasyarakatan yang | terhadap  perempuan, | mengalami kekerasan
bergeralk dlm bidang | termasuk TPPO  (per | -------------ooomem x 100.000
perempuan tingkat | 100.000 penduduk | Jumlah penduduk perempuan
kabupaten/kota yang | perempuan)




yang sudah dilatih

. Jumlah - lembaga layanan
pemberdayaan perempuan
yang mendapat pclatihan

. Jumlah lembaga layanan
pemberdayaan perempuan
yang mendapatkan bantuan
keuangan oleh pemerintah
kabupaten/kota

. Jumlah kcbijakan/progiam
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan
termasuk TPPO pada
perangkat dacrah  yang
sudah dievaluasi

. Jumlah lembaga penyediaan
layanan perlindungan hak
perempuan ve telah

terstandardisasi
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7. Persentase korban

kekerasan perempuan yang

terlayani
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h) Pangan (Bobot Urusan : 3%)

2.

lersedianya  infrastruktur
perudangan dan sarana

pendukung lainnya untuk

penyimpanan cadangan
pangan
Tersalurkannya pangan

pokok dan pangan lainnya
Tersedianya regulasi harga
minimum daerah untuk
pangan lokal

Terlaksananya kegiatan
pemberdayaan masyarakat

dalam rangka pecmenuhan

Persentase ketersediaan
pangan (Tersedianya
cadangan beras/ jagung

sesuai kebutuhan)

Jumlah cadangan pangan

Jumlah kebutuhan pangan




konumsi pangan  yang

beragam - dan bergizi
seimbang

Tersedianya pcta ketahanan
dan kerentanan pangan
Tertanganinya  kerawanan
pangai

Tersalurkannya  cadangan
pangan pada daerah rentan
rawan pangan
Terlaksananya pengawasan

keamanan pangan segar
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i)

Pertanahan (Bobot Urusan : 2%)

SK  Izin - Lokasi Yang
Diterbitkan Oleh
Bupati/Wali kota

SK Bupati/Wali kota
tentang Penetapan Tanah
Obyek  Landreform  yang
bersumber dari  Tanah
Kelebihan
Absentee dan Daftar Subyek
SK Bupati/Wali kota

Maksimum/

tentang Penetapan Besarnya
Ganti Rugi Kepada Bekas
Pemilik  Tanalhh  Kelebilhan
Maksimum/Absentee.
Dokumen Izin membuka
tanah

Perencanaan

Dokumen

Pengpunaan Tanah
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Persentase pemanfaatan
tanah  yang sesual
dengan peruntukkan
tanahnya diatas izin
lokasi dibandingkan
dengan luas izin lokasi

yang diterbitkan

Luas tanah sesuai peruntukan
ijin lokasi

—————————————————— x 100%

seluruh  luas tanah yang

diberikan ijin lokasi

Persentase  penetapan | Jumlah penetapan tanah untuk
tanah untuk | pembangunan fasilitas umum
pembangunan fasilitas | ----------m-com- x 100%
mum Jumlah kebutithan tanah nintuk
pembangunan fasilitas umum
Tersedianya lokasi | Luas tanah yang telah
pembangunan dalam | dimanfaatkan sesuai dengan
rangka penanaman | peruntukannya di atas izin
modal. lokaui




Kabupaten/Kota

- 237 -

Luas izin lokasi yang diterbitkan

Tersedianya Tanah
Obyek Landreform (TOL)
yang siap
diredistribusikan  vyang
berasal dari Tanah
Kelebihan  Maksimum

dan Tanah Absentee

Jumlah penerima tanah obyek
landreform dengan luasan yang
diterima  lebih  besar sama
dengan 0.5 ha;

————————————————— x 100%

Jumlah penerima tanah obyek

landreform

' Tersedianya tanah

untuk masyarakat.

Luas tanah yang telah
dimanfaatkan berdasarkan lzin
Mcmbuka Tanah

—————————————————— x 100%

Luas Izin Membuka Tanah yang

diterbitkan

Penangan sengketa
tanah garapan vyang

dilakulkan melalui

Jumlah scngketa tanah garapan
yang ditangani
x 100%




j)
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mediasi

jumlah pengaduan sengketa

tanah garapan

Linglkungan Hidup(Bobot Urusan : 3%)

1. Hasil perhitungan provinsi|Indeks Kualitas 33%
terhadap: Lingkungan Hidup
a. Indeks kualitas air (IKA) (IKLH) Kab/Kota
b. Indeks Kualitas Udara
(IKU)
c. Indeks tutupan hutan
(ITH)
Tersedianya data dan informasi | Terlaksananya Total Vol sampah yang dapat 33%
penanganan sampah di wilayah | pengelolaan sampah di ditangani 100%
kabupaten/kota wilayah Kab/Kota ’—I‘ﬁc;‘;l—lu_;z_c;l_ —";il)'{nbun a(;l sampah
kabupaten/kota
1. Data izin PPLH dan PUU LH | Ketaatan penanggung | Jumlah  penanggung  jawab 33%

yang diterbitkan oleh

jawab usaha dan/atau

usaha dan/atau kegiatan yang




pemerintah daerah
kabupaten/kote:

2. Rasio pejabat pengawas LH di
daerah (PPLHD) di provinsi
terhadap usaha yang izin
lingkuingan, izin PPLH dan
PUULH yang diterbitlkkan olch
pemerintah kabupaten/kota

3. Penetapan hak MHA terkait
dengan PPLH yang bcrada di
Daciah kabupaten/ kota

4. Terfasilitasinya kegiatan

peningkatan pengetahuan

dan ketrampilan masyarakat

hukum adat terkait PPLH

Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
diberikan diklat

5. Penanganan Pengaduan

- 239 -

kegiatan terhadap izin
lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH yang
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kab/Kota

melanggar terhadap izin

lingkungan, dan izin PPLH yang

diterbitkan Pemerintah
Kab/Kota

————————————————— x 100%

usaha dan/atau kcgiatan

dilakukan pemeriksaan




terkait izin
lingkungan, izir PPLH dan
PUU LH yang di terbitkan
olch
kabupaten/kota,

masyarakat

pemerintah daerah
lokasi
usaha dan dampaknya di
dacrah kabupaten/kota yang

ditangani.
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k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bobot Urusan : 2%)

1. Penerbitan akta perkawinan
2. Pencrbitan akta perceraian
3. Peneibitan aktla kemaltian

4. Penyajian data kependudukan

Jumlah Penduduk berumur 17

tahunlke atas yang memiliki KTD

Jumlah penduduk 17 tahun ke

atas

Perekaman KTP
elektronik
Persentasc anak usia

01-7 tahun kurang 1
(satu) hari yang
memiliki KIA

Jumlah anak wusia 0-17 tahun
kurang 1 (satu) hari yang sudah
memiliki KIA

Jumlah anak usia 0-17 tahun

25%

25%




)
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Kepemilikan akta | Jumlah anak usia 0-18 tahun 25%
kelahiran yang sudah memiliki akta lahir
————————————————— x 100%
Jumlah anak usia 0-18 tahun
Jumlah OPD yang telah | Jumlah OPD yvang  telah 25%

memanfaatkan data
kependudukan
berdasarkan perjanjian
kerja sama

memanfaatkan data
kependudukan berdasarkan
perjanjian kerja sama

x 100%

Jumlah OPD

1. Jumlah desa yang terfasilitasi
dalam kerja sama antar desa
2. Jumlah desa yang melakukan

kerja sama antar desa tahun
berjalan  dikurangi  jumlah
desa yang melakukan kerja
sama antar desa tahun
sebelumnya
3. Jumlah lembaga
kemasyarakatan dan lembaga
adat di desa yang terfasilitasi
dalam pcningkatan kapasitas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bobot Urusan : 3%)

Persentase pengentasan | Jumlah desa  tertinggal  yang 50%
desa tertinggal memenuhi kriteria desa
berkembang per tahun
berdasarkan Indcks Dcsa
Membangun per tahun
————————————————— x 100%
Jumlah desa tertinggal (per-awal
tahuin n)
Persentase peningkatan | Jumlah desa berkembang yang 50%

status desa mandiri

memenuhi kriteria desa mandiri
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dan diberdayakan per tahun berdasarkan Indeks
4.Jumlah  peningkatan desa Desa Membangun per tahun

yang lembaga < 100%

kemasyarakatan dan lembaga Jumlah desa berkembang (per-

adatnya melaksanakan awal tahun n)

kegiatan ekonomi produktif

dan pemberdayaan

m) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bobot Urusan : 2%)

Ang a Kelahiran 33%

rsed yva dokumen Grand

Design Pembangunan | Total)
Kependudukan (GDPK) yang
di-Perdakan

2. Mcdian Usia Kawin Pertama
Perempuan (MUKP) seluruh
wanita umur 25-49 tahun

3.Angka  Kelahiran Remaja

umur  15-19 tahun (Age




Specific Fertility Rate/ASFR
15-19)

. Persentase masyarakat yang

terpapar isi pesan Program
KKDBPK (advokasi dan KIE)
.Jumlah
stakeholders/pemangku
kepentingan dan mitra kerja
(termasuk organisasi
kemasyarakatan) yang
berperan serta aktif dalam

pengelolaan program KKBPK
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. Persentase Fasilitasi
Kesehatan (Faskes) yang siap
melayani KB MKJP

. Persentase Peserta KB Aktif
(PA) Metode  Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJD)

Persentase

pemakaian

kontrasepsi Modern

(Modern

Prevalcnce

Contraceptive

Rate/mCPR)

Jumlah peserta KB Aktif Modern

Jumlas Pasangan Usia Subur

33%




3. Pemerintah Daerah Provinsi
yang memiliki Kelompok Kerja
KKBPK vang efektif

KB

4. Persentase  pelayanan

Pasca Persalinan

- 244 -

1. Persentase kesertaan KB di
Kabupaten dan Kota dengan
kesertaan rendah

2. Persentase kesertaan KB

keluarga Penerima Bantuan

Iuran (PBI)

kebutiithan
yang tidak

terpenuhi (unmet need)

Persentase

ber-KB

Jumlah PUJS yang ingin ber-KB
tetapi tidak terlayani

Jumlas Pasangan Usia Subur

33%

n) DPerhubungan (Bobot Urusan : 3%)

1. Persentase tersedianya
fasilitas penyelenggaraan
terminal penumpang

anglcutan jalan Tipe €

Rasio konektivitas

kabupaten/kota

Kabupaten
bobot
angkutan jalan) + (IK2 x Bobot

konektvitas

Kota = (IK1 x

Rasio
atau
danau dan

angkutan sungai,

50%




2. Terlaksananya pelayanan uji
berkala

3. Penetapan tariffangkutan
orang antar kota dalam
kabupaten, serta angkutan
perkotaan dan  pcdesaan
kelas ckonomi

4. Persentase pelaksanaan

manajemen dan rekayasa

lalu lintas untuk jaringan

jalan Kabupaten atau Kota
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penyeberangan)

o IK1- (angkutan jalan) =
(Jumlah trayek yg dilayani
pd kabupaten/kota x bobot
trayek) dibagi jumlah
kebutuhan trayek pada
kahupaten/kota tersebut)

o IK2 (Angkutan  Sungali,
danau dan
penyeberangan)= jumlah
lintas Penyeberangan yang
beroperasi pd

kahupaten/kota tsh x hobof

lintas) dibagi (jumlah
kebutuhan lintas
penyeberangan pada

kabupaten/kota tersebut)
Keterangan:

IK1 (Angkutan Jalan)
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Jumlah trayek yang dilayani
adalah-jumlah trayek perintis
ditambah trayek AKAP

- Jumlah kebutuhan trayek
adalah jumlah kebutuhan
trayek perintis dalam kurin
waktu fertentn dan
kebutuhan trayek AKAP

dalam kurun waktu tertentu

IK2 (Angkutan Sungai, Danau,

Penyeberangan)
Jumlah lintas penyeberangan
yang beroperasi adalah
jumlah lintasa perintis
ditambah lintasan komersil

- Jumlah kebutuhan lintas

adalah jumlah kebutuhan

lintas penyeberangan baik




- 247 -

intas penyeber riga perin
maupur:  komersil  untuk
menghubungkan antar
wilayah yang direncanakan

dalam kurun waktu tertentu

Bobot Anglkutan Jalan atau

Sungai, Danau dan
Penyeberangan:
1. Wilayah vang tingkat

2.

pelayanan angkutan laut dan
penyeberangan lebih tinggi
dibandingkan  dibandingkan
dengan angkutan jalan (bobot
angkutan SDP = 70, bobot
angkutan jalan = 30)

Wilayah yang tingkat
pelayanan angkutan laut dan

pcnycberangan sama dengan
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angkutan jalan (bobot

angkutan SDP 50, bobot

angkutan jalan = 50)

. Wilayah yang tingkat

peclayanan angkutan laut dan
penyceberangan lebilh 1endah
dibandingkan dengan
angkutan jalan (bobot
angkutan SDP = 30 (bobot

angkutan jalan = 70)

. Wilayah yang tidak memiliki

angkutan penycberangan dan
laut (bobot angkutan SDP = 0,
bobot angkutan jalan = 100)

Bobot Trayek atau Lintas:

a. Bobot Trayck atau Lintas

dengan frckuensi tinggi (»5x

dalam seminggu), bobot = 1




0)
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b. Bobot

dengan frekuensi sedang (3-4

Trayek atau Lintas

dalam seminggu), bobot = 0.8
c. Bobot Trayek atau Lintas
dengan frekuensi rendah (<3

dalam seminggu), Bobot = 0.5

Kinerja lalu lintas

kabupaten/kota

V/C Ratio di Jalan

kabupaten/kota

50%

Persentase perangkat daerah
yang terkoneksi di Jaringan
Intra Pemerintah atau
menggunakan akses internet
yang diamankan yang
disediakan oleh Dinas

Kominfo

Komunikasi dan Informatika (Bobot Urusan : 3%)

Persentase  Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
yang terhubung dengan
akses internet yang
disediakan oleh Dinas

Kominfo

Jumlah OPD yang terhuibiing
dengan akses internet yang

disediakan oleh Dinas Kominfo

Jumlah OPD




Persentase perangkat daerah
yang menggunakan akses

internet yang berkualitas

yang disediakan Dinas
Kominfo
Tersedianya sistem

elektronik komunikasi intra
pemerintah yang disediakan
Dinas Kominfo (berbasis
suara, video, teks, data dan
sinyal lainnya) dengan
memanfaatkan jaringan intra

pemerintah
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. Persentase kegiatan (event),
perangkat daerah dan
pelayanan publik pada
Pemerintah  Daerah  yang
dimanfaatkan secara daring

dengan memanfaatkan

Persentase Layanan

Publik yang

diselenggarakan secara

online dan terintcgrasi

Jumlah Layanan Publik yang
disclenggarakan secara online dan
terintegrasi

—————————————————— x 100%

Jumlah Layanan Publik

35%




to

domain dan sub domain
Instansi Penyelenggare:
Negara sesuai dengan PM
Kominfo No.5/2015
Persentase pecrangkat dacrah
yang memiliki portal dan
situs web yang sesuai standar
Persentase perangkat daerah
yang mengimplementasikan
layanan aplikasi umum dan
aplikasi khusus yang
ditetapkan sesuai dengan
ketenfiian perundang
undangan

Persentase Ilayanan SPBE
(layanan publik dan layanan
administrasi  pemerintahan)
yang tercantum dalam

dokumen proses bisnis yang
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—
secara elektronik

. Persentase layanan SPBE
(layanan publik dan layanan
administrasi  pemerintahan)
yvang memanfaatkan scrtifikat
clektronik

. Persentase sistem elektronik
yang terdaftar sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan

. Persentase layanan publik
dan layanan administrasi
yang  tcrintegrasi  dJdengan
sistem penghubung layanan
pemerintah

. Persentasc pcrangkat daeial
yang menggunakan layanan

pusat data pemerintah

diimplementasikan
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9.

10.

11.

12.

14.

Persentase perangkat daerah
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yang menyimpan data di|-
pusat data pemerintah
Persentase perangkat daerah
yang mecmpcerbaharui
datanya scsuai siklus jenis
data (sesual renstra
kominfo)
Persentase data yang dapat
berbagi pakai
Persentase perangkat daerah
yang mengimplementasi
inovasi yang mendukung
smart cily
Persentase ASN pengelola
TIK yang tersertifikasi
kompetensi di bawah
pengelolaan Dinas Kominfo

Tersedianya peraturan
daetah  atau  peraturan




kepala daerah terkait
implementasi e-government
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4. Persentase

5. Persentase

komunitas

masyarakat/mitra  strategis

pemerintah daerah

kabupaten/kota yang

menyebarkan informasi dan
kebijakan
pemerintah kabupaten/kota

. Persentase konten informasi
terkait program dan
kebijakan pemerintah dan
pemerintah  kabupaten/kot
asesuail dengan strategi
komunikasi (STRAKOM)
discminasi
layanan informasi  publik
yvang dilaksanakan sesuai
dengan strategi komunikasi
(STARKOM) dan SOP yang
telah ditetapkan

dan

pemerintah dan

Pérsentase masyarakat
yvang menjadi sasaran
penyebaran  informasi
publik, mengctahui
kebijakan dan program
prioritas pemerintah
dan pcmerintah daerah

kabupaten/kota

Jumlah masyarakat' yang menjadi
sasaran penyebaran informasi
publik, mengetahui kebijakan dan
program prioritas pemerintah dan
pemerintah daerah

kabupaten/kota

Jumlah penduduk

30%
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p) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Bobot Urusan : 2%)

Persentase fasilitasi | Meningkatnya Koperasi| Jumlah koperasi yang
penerbitan ijin usaha simpan | yangberkualitas meningkat kualitasnya
pinjam  yang  diterbitkan berdasarkan RAT, volume usaha
untuk koperasi dengan dan asset
wilayah keanggotaan dalam| | —emmeemeeeeoee x 100%
daerah kabupaten/kota Jumlah seluruh koperasi

2. Persentase fasilitasi

penerbitan izin pembukaan
kantor cabang, cabang
pembantudan kantor
kasusaha sunpan pinjam
untuk lkopcrasi dengan
wilayali keanggotaan dalam
daerah kabupaten/kota

3. Persentase pemeriksaan dan
pengawasan yang dilakukan
untuk koperasi dengan

wilayahh keanggotaan dalam




" daerah kabupaten/k
Persentase usaha simpan
pinjam oleh koperasi yang
dinilai  kesehatannyauntuk
koperasi dengan  wilayah
keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota

Persentase koperasi yang
mengikuti pelatihanuntuk
koperasi dengan  wilayah
keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota

Persentase jumlah anggota
operasi yang telah mengikuti
pelatihan
perkoperasianuntuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan
dalam daerah

kabupaten/kota
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10

Persentase koperasi yang
telah menyelenggarakan
pendidikan dan  pelatihan
perkoperasianuntuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan
dalam daerah
leabupaten/kota

Persentase koperasi yang
diberikan dukungan fasilitasi
pembiayaan

Persentase fasilitasi
penerbitan sertifikat Nomor
Induk Koperasi (NIK) untul
koperasi dengan  wilayah
keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota

Persentase  koperasi vyang
diberikan dukungan fasilitasi

pembiayaan untulc kopcrasi
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11.

12.

dengan wilayah keanggotaan

dalam daerah
kabupaten/kota

Persentase yang diberikan
dukungan fasilitasi
pemasaranuniuk koperasi

dengan wilayah keanggotaan
dalam daerah
kabupaten/kota

Persentase koperasi yang
diberikan dukungan fasilitasi
pendampingan kielembagaan
dan usaha untulk Lkopciasi
dengan wilayah keanggotaan
dalam daerah

kabupaten/kota

. Persentase  koperasi yang

diberikan dukungan fasilitasi

kemitraan untuk koperasi
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engan wilayah keanggotaan

dalam daerah
kabupaten/kota

. Rasio pertumbuhan |
wirausaha baru yang

berskala mikro

. Persentase jumlah usaha
mikro yang diinput ke dalam
sistem online data system
(ODS)

. Persentase jumlah wusaha
mikro yang bermitra
Persentase  juimlah  1saha
mikro yang diberikan
dukungan fasilitasi
standarisasi dan sertifikasi
produk usaha

. Persentase jumlah usaha

mikro yang diberikan
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Meningkatnya
Mikro vyang

wirasausaha

Usaha

menjadi

Jumlah usaha mikro yang
menjadi wirausaha
—————————————————— x 100%

Jumlah usaha mikio keseluruhan

50%




7.

dukungan fasilitasi
pemasaran
Rasio usaha mikro yang

diberikan dukungan fasilitasi

pelatihan

Persentase jumlah wusaha
mikro yang diberikan
pendampingan melalui

lembaga pendampingan
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q) Penanaman Modal (Bobot Urusan : 3%)

PERDA mengenai pemberian

fasilitas/intensif penanaman

modal yang menjadi
kewenangan daerah
kabupaten/kota

Standar operasional prosedui

peclaksanaan pcmberian

Persentase peningkatan
investasi di

kabupaten/kota

(Jumlah investasi tahun n-
jumlah investasi tahun n 1) di
kabupaten/kota

—————————————————— x 100%

Jumlaly investasi tahun n-1 di

kabupaten/kota

100%




(@)

fasilitas insentif penanaman

modal
Laporan evaluasi
pelaksanaan pemberian

fasilitas/insentif penanaman
modal

Kegiatan  seminar  bisnis,
forum, one on one meeting
Kegiatan pameran
penanaman modal

Kcgiatan pencrimaan misi
penanaman modal

Konsultasi perizinan dan non
perizinan penanaman modal
Penerbitan perizinan dan non
perizinan penanaman modal
Laporan realisasi penanaman

modal
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y

10. Pembinaan aparatur
penanaman modal tingkat
kabupaten/kota

11. Pembinaan penanaman

modal PMA dan PMDN
12. Tersedianya data dan
informasi perizinan dan non

peizinan kabupaten/kota
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1. Jumlah pemuda yang
mendapat pelatihan
kewirausahaan

2. Jumlah pemuda yang
mendapat bantuan
kewirausahaan

Kepemudaan dan Olahraga (Bobot Urusan : 2%)

Tingkat

pemuda dalam kegiatan

ckonomi mandiri

partisipasi

Jumlah pemuda (16-30 tahun)
yang berwirausaha di provinsi
—————————————————— x 100%

Jumlah pemuda

(umur 16-30

tahun) di kabupaten/kota

1. Jumlal pemuda yang medapat

pelatihan lkader

Tingkat

pemuda

pat lisipasi

dalam

Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg

menjadi anggota  aktif  pada

33%




pengembangan

organisasi
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epemudaan

wdan

cpcmudaan

orgariisasi

kepemimpinan, kepedulian, | dan organisasi sosial | organisasi sosial kemasyarakatan
kesukaelawanan dan | kemasyarakatan di kabupaten/kota
kepeloporan pemuda | e x 100%

2.Jumlah pengelola organisasi jumlah pemuda (umur 16-30
kepemudaan yang mendapat tahun) di kahupaten/kota
pelatihan manajemen
organisasi kepemudaan

1. Jumlah pelatih olah raga yang | Peningkatan prestasi | Jumlah perolehan medali pada 33%
memiliki kompetensi di | olahraga evenl olahiaga nasional dan
satuan?2 pendidikan internasional

2. Jumlah penyclenggaraan cvent

OR presiasi tingkat daerah
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s) Statistik (Bobot Urusan : 2%)

ersedianya profi ersentass rganisasi umla yang menggunakan
daerah Perangkat Daerah (OPD) | data statistik dalam menyusun
2 Jumlah survey statistik | yang menggunakan | perencanaan pembangunan
sektoral yang dilakukan data statistik dalam | daerah
3.Jumlah kompilasi stalistik | menyusun perencanaan | ------------------ x 100%
sektoral yang dilakukan pembangunan daerah jumlah OPD
4. Jumlah survey statistik
sektoral yang mendapat | Persentase OPD yang | Jumlah OPD yang menggunakan 50%
rekomendasi dari BPS menggunakan data | data statistik dalam melakukan
5.Jumlah  kompilasi  stastik | statistik dalam | evaluasi pembangunan dacrah
sektoral yang mendapat | melakukan evaluasi| ------------------ x 100%
relkomendasi dari BPS pembangunan dacrah jumlah OPD
6. Persentase kelengkapan
metadata kegiatan statistik
7. Persentase kelengkapan
metadata variabel dari
kegiatan statistik




t)

1. Persentase

Persandian (Bobot Urusan : 2%)

egiatan strategis
yang telah diamankan melalui
kegiatan pengamanan sinyal
dibanding banyaknya jumah
kegiatan strategis yang harus

diamankan

. Persentase system elektronik

yvang telahmenerapkan prinsip
sistem manajemen yang telah
mencrapkan prinsip2
manajemen keamanan
informasi (SMKI) dan atau
aplikasi persandian dibanding
jumlah sistem elektronik yang

ada pada pemerintah daerah

. Persentase sistem

clektronik/assct informasi

yvang telah diaudit dengan
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camarnan

ingka

informasi pemerintah

umlan nial per arca Keamaeanan

informasi

Jumlah area penilaian

5o .
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resiko kategori rendah

4 -Persentase titik vang
diamankan dibanding dengan
jumlah seluruh titik pada
pemerintah daerah
berdasarkan Pola Hubungan
Komunikasi Sandi (PHKS)
yang ditetapkan

u) Kebudayaan(Bobot Urusan : 2%)

1. Jumlah obyek pemajuan | Terlestarikannya Cagar| Jumlah cagar budaya yang 100%
kebudayaan yang dilindungi | Budaya dilestarikan
(inventarisasi, pengamanan| | =memmmememeoem x 100%
pemeliharaan, penyelamatan Jumlah cagar budaya yang
terdata

dan publikasi)
2. Jumlah obyek pemajuan

kebudayaan yang




3.

ikembangkan
(penyebarluasan,
pengkajian, penayaan
keberagaman)

Jumlah obyek pemajuan
kebudayaan yang
dimanfaatkan (mcmbangun
karakter
bangsa,meningkatkan
ketahanan budaya,mdan
meningkatkan kescjahiteraan
masyarakat)

Jumlah SDM, lembaga dan
pranata yang dibina
(peningkatan kompetensi,
standarisasi dan sertifikasi,
scrta peningkatan kapasitas
tata kclola)

Register cagar budaya
(pendaftaran, pengjasian,
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penetapan, pencatatan,
.pemeringkatan,
penghapusan)

Perlindungan cagar budaya

provinsi (penyelamatan,
zonasi, pemeliharaan dan
pemugaran

l.Layanan perijzinan
membawa cagar budaya
provinsi ke luar provinsi
dengan dukungan data
Pengembangan cagar
budaya provinsi (penelitian,
revitalisasi, adaptasi)
Pemantaatan cagar budaya
provinsi (dalam hal agama,
sosial, pendidikan, ilmu
pengetahuan, teknologi,

kebudayaan, dan pariwisata)

10. Pengelolaan, pengamanan,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

pemanfaatan koleksi
museum

Peningkatan akses
masyarakat dalam
penyelenggaraan dan

pelaksanaan kegiatan
Peningkatan akses
masyarakat dalam

pengelolaan  sarana dan

pragarana muscumn
kabupaten/kota
Pembentukan tim

pendattaran cagar huidaya
Pembentukan tim ahli cagar
budata provinsi

Fasilitas sertifikasi tim ahli
cagar budya

Pemetaan sdm cagar huidaya

T
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v)

17.

18.

19.

dan permuseuman

Peningkatan kompetensi
sdm cagar budaya dan
pemuseuman
kabupaten/kota

Penyediaan  sarana  dan
prasarana pendaftaran cagar
budaya dan permuseuman
Penyelenggaraan  kegiatan
museum yang melibatkan

masyarakat
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Perpustakaan (Bobot Urusan : 2%)

Rasio ketercukupan koleksi

perpustakaan dengan
penduduk
Persentase  ketermanfaatkan

perpustakaan olch

1. Nilai tingkat kegemaran

membaca masyarakat

2. Indeks Pembangunan

Litcrasi Masyarakat

50%

50%




masyaraka

Rasio ketercukupan tenaga

perpustakaan dengan
penduduk
Persentase perpuistakaan

sesual standar nasional

perpustakaan

Jumlah pemasyarakatan
gemar membaca di
masyarakat
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. Jumlah naskah kuno yang
diakuisisi/ dialih media
(digitalisasi)/terdaftar  yang
ada di wilayahnya

. Jumlah naskah kuno yang
dialih aksara dan dialih
bahasa

. Jumlah kolcksi budaya ctnis

nusantara yang tersimpan




" dan/atau terdaftar yang ada

di wilayahnya (item)
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w) Kearsipan (Bobot Urusan : 2%)

1. persentase arsip aktif yang

telah dibuatkan dallar arsip

. persentase arsip in-aktif yang
telah dibuatkan daftar arsip
.Persentase arsip statis yang
telah dibuatkan sarana bantu
temu balik

. Persentase jumlah arsip yang
SIKN

dimasukkan dalam

melalui JIKN

Tingkat ketersediaan
arsip  sebagai  bahan
akuntabilitas kinerja,

alat bukti yang sah dan
pertanggungjawaban

nasional) Pasal 40 dan
Pasal 59 Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan

@rits /4
T= tingkat ketersediaan arsip

a = persentase arsip aktif yg
telah dibuatkan daftar arsip

1 = peiscntasce arsip inaktl yg
telah dibuatkan daftar arsip

s = persentase arsip statis
yang telah dibuatkan sarana
bantu temu balik

] = persentase jumlah arsip

50%
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‘yang dimasukkan dalam

melalui JIKN

Ui

. Pencarian

. Pemusnahan arsip yang
sesuai NSPK

. Perlindungan dan
penyelamatan arsip akibat

bencana yang sesuai NSPK

. Penyelamatan arsip perangkat

daerah provinsi yang
digabung dan atau
dibubarkan dan pemekaran

daerah kabupaten/kota yang
sesuai NSPK di provinsi

Antentitikasi arsip statis dan
arsip hasil alih media yang
dikelola oleh lembaga

kearsipan provinsi

yang
sesuai NSPK

arsip statis yang

Tingkat keberadaan dan
keutuhan arsip sebagai
bahan
pertanggungjawaban
setiap aspek kehidupan

berbangsa dan bernegara

untuk kepentingan
negara, pemerintahan,
pelayanan  publik  dan

kesejahteraan rakyat

T=m+b+g+ta+c+i)/6

T= tingkat Lkeberadaan dan
keutuhan arsip sebagai hahan

pertanggungjawaban

m = tingkat kesesuaian kegiatan
pemusnahan dengan

NSPK

arsip

b = tingkat kesesuaian kegiatan
perlindungan dan penyelamatan
arsip dari bencana dengan
NSPK

g = tingkat kesesuaian kegiatan
penyelamatan arsip perangkat
dacrah provinsi vang digabung
dibubarkan

dan/atau dan

pemekaran Daerah

50%




pengelolaannya ~ menjadi
kewenangan daerah provinsi
yang dinyatakan hilang dalam
bentuk daftar pencarian arsip
yang sesuai NSPK

5. Penerbitan izin penggunaan
arsip yang bersifat tertutup
yang disimpan di lembaga
kearsipan daerah provinsi

yang sesuai NSPK
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kabupaten/kota dengan NSPK

a = tingkat kesesuaian kegiatan
autentikasi arsip statis dan
arsip hasil alih media dengan

NSPK

¢ = tingkat kescsuaian kegiatan
pencarian arsip statis dengan
NSPK

I = tingkat kesesuaian kegiatan
penerbitan  izin penggunaan
arsip yang bersifat tertutup

dengan NSPK




3)
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Urusan Pilihan

a)

Kelautan dan Perikanan (Bobot Urusan : 2%)

1. tangga | Jumlah Total Produksi
nelayan yang melakukan | Perikanan (Tangkap dan | Perikanan (Tangkap dan
diversifikasi usaha (RTP) Budidaya) Budidaya) Kabupaten/Kota
2. Persentase Tempat | kabupaten/kota (sumber | (sumber data: one data KKP)

Pelelangan Ikan yang | data: onc data KKDP)
operasional

3. Jumlah Izin Usaha Perikanan
(IUP) di bidang
pcmbudidayaan ikan yang
usahanya  dalaml (satu)
Daerah  kabupaten/ kota
yang diterbitkan

4. Jumlah pembudidaya ikan
yang memperoleh kegiatan
pemberdayaan
(pendidikan dan
pelatihan/penyuluhan  dan
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pendampingan/ kemitraan

usaha/ - kemudahan akses
iptek dan  informasi/dan
penguatan kelembagaan)

5. Jumlah benih budidaya air

tawar dan air payau yang di

produksi

b) Pariwisata (Bobot Urusan : 3%)

1. Jumlah entitas pengelolaan | Persentase pertumbuhan (Jumlah wisatawan tahun n —
destinasi jumlah wisatawan Jumlah wisatawan tahun n-1)

2. Jumlah kelengkapan | mancanegara per | @ sm-mmommmmmmmoooe- x 100%
infrastruktur dasar, fasilitas | kecbangsaan Jumlah wisatawan tahun n 1
umum, dan fasilitas
pariwisata

2. | 3. Jumlah tanda daftar usaha | Persentasc peningkatan (Jumlah wisatawan tahun n — 20%

pariwisata per sub jenis | perjalanan wisatawan Jumlah wisatawan tahun n-1)
usaha di kabupaten/kota nusantara yang datang |  ------mmmmeomoo- x 100%
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umlah wisatawan | ke kabupaten | Jumlah wisatawan tahun n-1
mancanegara per
3. kebangsaan Tingkat hunian Jumlah kamar yang terjual 20%
5. Jumlah promosi event | akomodasi =00 | semeemmmemmeeeeo x 100%
daerah yang terlaksana di Jumlah kamar yang tersedia

dalam negeri

6. Jumlah event luar negeri

4. yang diikuti provinsi Kontribusi sektor Kontribusi sektor pariwisata 20%
7. Jumlah industri pariwisata | pariwisata terhadap terhadap PDRB harga berlaku
daerah yang berpartisipasi | PDRB harga berlaku
pada cven promosi
5. pariwisata di dalam negeri Kontribusi sektor Kontribusi sektor pariwisata 20%
8. Persentase tenaga kerja di| pariwisata terhadap PAD terhadap PAD
sektor parwisata yang
disertifikasi

9. Persentase SDM  peserta
pembekalan sektor

kepariwisataan
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10. Jumlah lokasi yang
memperoeh pemberdayaan
masyarakat dan pembinaan
kemitraan usaha

masyarakat

c) Dcrtanian (Bobot Urusan : 3%)

1. 1. Sarana pertanian yang Produktivitas pertanian | Jumlah produksi pertanian 50%
diberikan per hektar per tahun pangan pcr hektar per tahun
2. Prasarana pertanianyang | | mmmmmmmmmeeeeeeeee x 100%
digunakan luas panen

3. Penerbitan izin usaha
pertanian
4. Persentase prasarana yang

digunakan

U

. Persentase jumlah usulan
izin usaha pertanian di

kab/kota




d)

ersentase fasilitasi

penanggulangan bencana
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ersentase Penurunan
kejadian dan jumlah
kasus penyakit hewan

menular

‘Jumlah kejadian

penyakit/kasus tahun berjalan
(t) — jumlah kejadian/kasus
penyakit hewan menular tahun
sebelumnya (t-1)

—————————————————— x 100%

Jumlah kejadian/kasus
penyakit hewan menular tahun
sebelumnya (t-1)

Kehutanan (Bobot Urusan : 2%)

. Tersedianya dolkumen
rencana pengelolaan Tahura
2. Pemberdayaan masyarakat di
daerah penyangga

3. Pemulihan ekosistem pada
Tahura

4. Menurunnya gangguan

kawasan TAIIURA




€)

enerbitan 1zin pemantaatan
langsung panas bumi dalam
daerah kab/kota
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Energi dan Sumber Daya Mineral (Bobot Urusan : 3%)

ersentase perusahaan
pemanfaatan panas bumi
yang memiliki ijin di
kab/kota

Jumla perusahaan
pemanfaatan panas bumi yang
memiliki ijin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ x 100%
Jumlah perusahaan
pemanfaatan panas bumi

f) Perdagangan (Bobot Urusan : 3%)

Persentase perizinan yang
diterbitkan sesuai dengan
ketentuan untuk izin :

a. Pusat perbelanjaan

b. Toko swalayan

N

Persentasc penerbitan TDG

3. Persentase gudang yang
tidak mempunyai TDG

4. Persentase peneibitan STPW

yang tepat waktu untuk :

5. Persentasc pemeriksaan

Persentase pelaku usaha
yang memperoleh izin
sesuai dengan ketentuan
(IUPP/SIUP Pusat
Perbelanjaan dan
[UTM/IUTS/SIUP Toko

Swalayan)

Jumlah pelaku wusaha yang

telah memiliki izin scsuai
ketentuan

————————————————— x 100%
Jumlah  pelaku  usaha  di

wilayah Kab/Kota

33%




fasilitas penyimpanan bahan

berbahaya dan pengawasan
distribusi, pengemasan dan
pelabelan bahan berbaya di
tingkat daerah Kab/Kota
Persentase penerbitan SPKA
yang tepat waktu
Persentase pengembangan
dan pengelolaan sarana
distribusi perdagangan di
wilayah kecrjanya
Persentase koefisien variasi

harga antar waktu
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2. . Jumlah pupuk dan pestisida | Persentase kinerja Realisasi 33%
yang tersalurkan realisasi pupuk | --mmmmmememeeeeee x 100%
RDKK
3. . Persentase alat-alat ukur, Persentase alat - alat| jumlah UTTP Bertanda Tera 33%

takar, timbang dan

perlengkapannya (UTTD) yang

ukur, takar, timbang dan

perlengkap annya (UTTD)

Sali yang berlaku pada tahun
berjalan
————————————————— x 100%
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ditera/tera ulang dalam bertanda tera sah yang| jumlah potensi UTTP yang
berlaku - wajib ditera dan tera ulang di
wilayah kabupaten/kota

tahun berjalan
2. Persentase kesesuaian BDKT
yang diawasi terhadap

ketentuan yang berlaku

g) Perindustrian (Bohot Uriisan « 3%)

1. 1. Persentase jumlah penetapan | Pertambahan jumlah (Jumlah Industri kecil dan 17%
izin usaha kawasan industri | industri kecil dan menengah tahun n Jumlah
(IUKI) dan izin perluasan menengah di provinsi industii kecil dan menengah
kawasan industri (IPKI) yang tahun n-1)
lokasinya didaerah | | e x 100%
kahupaten /kota Jumlah industri kecil dan

menengah tahun n-1

2. 1. Persentase terselesaikannya | Persentase pencapaian 17%
dokumen RIPIK sampai sasaran pembangunan
dengan ditctapkannya industri termasuk

menjadi PERDA turunan indikator
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pembangunan imnausiri

dalam RIPIN yang
ditetapkan dalam RPIP

. Persentase Jumlah izin yang | Persentase jumlah hasil Jumlah izin yang dipantau dan 17%
diterbitkan usaha industri | pemantauan dan dianalisis dalam laporan hasil
. pemantauan
(IUI) kecil dan IUI menengah | pengawasan dengan | < 100%
yang diterbitkan jumlah lzin Usaha Jumlah izin yang dikeluarkan
. Persentase jumlah izin | Industri (IUI) Kecil dan
perluasan industri (IPUI) | Industri Menengah yang
bagi industri Kecil dan | dikeluarkan oleh instansi
menengah yang diterbitkan terkait
Persentase jumlah hasil Jumlah izin yang dipantau dan 17%

pemantauan dan
pengawasan dengan
jumlah Izin Perluasan
Industri (IPUI) Kecil dan
Industri Mcnengah yang
dikecluarkan olch instansi

terkait

dianalisis dalam laporan hasil

pemantaiian

Jumlah izin yang dikeluarkan




. Persentase data perusahaan
industri kecil, menengah dan
perusahaan kawasan indusri
di kah/kota yg masuk dalam
SII Nas terhadap total
populasi perusahaan industri
kecil, menengah dan
perusahaan Kawasanindustri
di kab/kota
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Persentase jumiah hasil
pemantauan dan
pengawasan dengan
jumlah Izin Usaha
Kawasan Industri (IUKI)
dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI)
yvang lokasinya di Daerah
kabupaten/kota

Jumlah izin yang dipantau dan

dianalisis dalam laporan hasil
pemantauan
———————————————————— x 100%

Jumlah izin yang dikeluarkan

Tersedianya informasi
industri secara lengkap
dan terkini

Tersedianya informasi industri
dengan batas wakiu 0-6 bulan

Tersedianya informasi industri

dengan batas waktu 7-12
bulan
Informasi produksi dan

kapasitas produksi
bahan baku dan

bahan penolong

Informasi

Informasi bahan bakar/
energy

Informasi tenaga kerja

17%
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Informasi investasi

h) Transmigrasi (Bobot Urusan : 1%)

1. 1. Jumlah kawasan

transmigrasi yang difasilitasi
penetapannya

2. Jumlah satuan pemukiman
transmigrasi yang difasilitasi
pcmbangunannya

3. Jumlah satuan pemukiman

yang dibina




4)
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Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Bobot : 10%)

a)

Perencanaan dan Keuangan (Bobot Urusan : 30%)

Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP)

dinilai (0)/level 1/level 2/level
3) berdasarkan Laporan Hasil
Quality Assurance (QA) yang
dikeluarkan oleh BPKP

1. Rasio Belanja Pegawaidi | Jumlah belanja pegawai diluar 16.7%
luar guru dan tenaga | guru dan tenaga kesehatan
kesehatan 0000 | —memmmmemmeeeee- x 100 %
Jumlah APBD
2. Rasio PAD Jumlalh PAD 16.7%
—————————————————————————— X 100%
Jumlah APBD non migas
3. Maturitas Sistem | Tingkat Maturitas SPIP (belum 16.7%
Pengendalian Intern | dinilai (0)/level 1/level 2/level
Pemerintah (SPIP) 3) berdasarkan Laporan Hasil
Quality Assurance (QA) yang
dikcluarkan olch BPKDP
Peningkatan Kapabilitas | Tingkat Kualitas APIP (belum 16.7%




b)

Pengadaan (Bobot Urusan : 10%
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Rasio Belanja Urusan
Pemerintahar: Umum
(dikurangi transfer

expenditures )

Jumlah belanja urusan
pemerintahan — transfer
expenditures
—————————————————————————— X 100%
jumlah belanja APBD

Opini Laporan Keuangan

Opini Laporan Keuangan

16.7%

Persentase jumlah total

proyek konstruksi yang

dibawa ke tahun
berikutnya. yang
ditandatangani pada

kuartal pertama

jumlah kontrak infrastruktur
dengan nilai besar yang perlu
pembangunan dalam 3 kuartal
yang ditandatangani pada
kuaital pertama tahun n
—————————————————————————— X 100%
jumlah kontrak keseluruhan

{ahun n

33%

Persentase jumlah

pengadaan yang

jumlah pengadaan yang
dilakukan dengan metode
kompectitif

33%




c)
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dilakukan dengan

metode kompetitif

Jumlah pengadaan yang
dilakukan tanpa metode
kompetitif

3. Rasio nilai belanja yang
dilakukan meclalui

pengadaan

Jumlah nilai belanja langsung
yang melalui pengadaan
—————————————————————————— X 100%

total belanja langsung

33%

Kepegawaian (Bobot Urusan : 20%)

1. Rasio Pegawai

Pendidikan Tinggi dan
Menegah/Dasar (%) (PNS
tidak termasuk guru dan

tenaga kesehatan)

Jumlah Pegawai menurut
Pendidikan PT ke atas
——————————————————————————— X 100%
Jumlah pegawai dengan

pendidikan SMA ke bawah

33%

2. Rasio pegawai Fungsional
(%) (PNS tidak termasuk

guru dan tenaga

keschatan)

Jumlah pegawai PNS fungsional
(diluar guru dan tcnaga
kesehatan)

-------------------------- X 100%

33%
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seluruh jumlah pegawai
pemerintah (PNS tidak termasuk-

guru dan tenaga kesehatan)

3. Rasio Jabatan | Jumlah pegawai Fungsional 33%
Fungsional bersertifikat if(ang memlhkl sertifikeat
ompetensi
Kompetensi (%) (PNS e e X 100%
. seluruh jumlah pegawai
tidak termasuk guru dan Fungsional (PNS tidak tcrmasuk
tenaga kesehatan) guru dan tenaga kesehatan)

d) Manajemen Keuangan (Bobot Urusan : 20%)

1. Deviasi realisasi belanja | Nilai absolut dari Total belanja 25%

terhadap helanja total dalam realisasi

== X 100%
dalam APBD total belanja APBD dikurangi
satu
2. Deviasi realisasi PAD Nilai absolut dari Total PAD 25%
terhadap anggaran PAD dalam realisasi
—————————————————————————— X 100%

dalam APBD dibagi total PAD dalam APBD

dikuirangi sain
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Manajemen Aset 1. Apakah ada daftar asset
tetap? (Ya/Tidak)

2. Apakah ada manual untuk
menyusun daftar asset
tetap? (Ya/Tidak)

3. Apakah ada proscs
inventaiisasi asset tahunan?

(Ya/Tidak)

Apakah nilai asset
tercantum dalam laporan

anggaran? (Ya/Tidak)

4. Rasio  anggaran  sisa | Nilai realisasi SiLPA 25%
tethadap total Dbelanja | -------------mmemmmmcmmev X 100%
dalam  APBD tahun | total belanja anggaran tahun
sebelumnya sebelumnya




o)
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Transparansi dan Partisipasi Publik (Bobot Urusan : 20%)

1. : Informasi “tentang
sumber daya yang
tersedia untuk pelayanan

Belanja anggaran untuk unit
pelayanan dapat diakses di
website Pemda
—————————————————————————— X 100%
Realisasi belanja untuk unit
pelayanan dapat diakses di
website Pemda

o

Akscs publik tcrhadap
informasi keuangan
daerah

Jumlah dokumen yang
dipublikasikan di wcbsitc Pemda
—————————————————————————— X 100%
total jumlah dokumen yang
telah dirinci

50%
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BAB VI

METODE PENETAPAN PERINGKAT, SKOR CAN STATUS KINERJA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Penetapan peringkat, skor dan status kinerja Pemerintah Daerah Prov:nsi

dan kabupaten/kota dalam proses EFPD dilakukan melalui proses pexilaian

kinerja dengan beberapa tahapan sebagai nerikut:

1. Penilaian Aspek Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerzh

Penilaian aspek capaian xinerja dilekuxan dengzn tahapan sebegai berikut:

a. Konversi nilai capaian kinerja menjadi skor

Nilai sztiap indikator capaian kinerja dikonversi ke dalam sxor
kinerja menggunakan metode propersi aktual atau metode
kelompok distribus: dengan skala nilai zertinggi = 5 dan tersndzh =
1.

Penggunaan metode propors: aktual dilakukan dengen cara
‘mengurutkan nilai yang diperoleh Daerah dari yang terbesar ke
terkecil atau sebaliknya, tergantung paca posisi apa yang cianggap
“terbaik”.

Jika nilai terkecil vang terbaik, maka caerah dengan nilai terkecil
tersebut diberi nila® tertinggi 100 %. Sedangkan untuk merghitung
daerah lain, maxea nilai daerah terkecil menjadi pembilang can nilai
daerah lain menjadi penyebut kemudian dikalikan 100 %. Kemudian
persentase yang d:peroleh oleh daerah tersebut dikalikan dengan
skala nilai tertinggi yaitu 5.

Contoh:

Indikator persentase belanja psgawai terhadap APBD. Makin kecil
makin bDaik. Maka cara penilaian kinerja ecalal:

Daerah A dengan persentase terkecil aca’ah 23 %, maka rilainya
d1jad1kan 100 %. Kemudian 10C % x 5 = . Maka skor dasrah A = 5.
Daerah B dengan persentase sebesar 32 %, maka 23/32 x 130 9% =
72 %.Maka Skor deerah B = 72 % x 5 = 3,6. Maka Skor Daerah B
3.6.

il

Jika Ni_ai terbesar vang terbaik, maka diiakukan sebaliknya.

Untuk nilai kinerja absolut, maka niiai tertinggi atau terendah
sebagai nilai ternaik bukan diambil dari =asil relatif capaian daerah,
namun ditetapkan .angsung. Misalnya rilai kinerja SPM harus 100

%. Maka bilangan penyebutrya adalah 120.
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Untuk nilai kinerja yang bersifat kualizatif, skala nilai dizstapkan
berdasarkan skala interval yang ditetapkan. Misalnve untuk
indikator hasil aud-t laporan keuangar: ¢:teri skala interval.

>7 kali =5

S5-7kali=4
3-4kali=3
1-2kali=2

Belum Pernah WTF = 1

Penghitungan capaian <inerja mak-o

Capaian kinerja makro (CKM) diperoleh dengan tahapan sebagai

berikut:

Mengalikan nilai capaian kinerja indikator dengan bobot masirg-
masing indikator.

Total hasil perkalian kemudian dikaliker dengan bobot indikator
kinerja makrc.

ﬂustrasinya adalah sebeagai berikut:

CKM= Jnckivmn 1 x bi 1 + nckivm 2 x o1 2 + nckivm n x bi n....] x

bvm

Keterangan:

CKM = Capaian K:nerja Makro

nckivm = nila: capazan kinerja indikator

nckivm n = nilai capaian kinerja indikatcr ke- n.
bi = bobot indixator

bvm = bobct indika-or kinerja makro.

Penghitungan perubanan capaian kinerja ma<ro

Perubahan capaian kinerja makro (PCKM) diperoleh dengan tahapan

sebagai berikut :

Nilai perubahan xirerja setiap indikator zinerja makro dikonwversi ke
dalam skor kinerja nerdasarkan skala kinerja

Mengalikan nilai perubahan kinerja indiza-or dengan bobot masing-
masing indikator.

Total hasil perkalian kemudian dikalikan dengan bobot indikazcr
kinerja makro.

[lustrasinys adalah sebagai berikut:
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PKM= [}npkivm 1 x bi 1 + apkivm 2 x =i 2 + npkivm n x bi n....] x

bvm

Keterangan:
PKM = Perubahan Xinerja Makro

npkivm = nilai perubahan kinerja indikator makro.

npkivm n = nilai capaian kinerja indikatcr kinerja kunci ke- n.
bi = bobot indikato>

bvm = bobot ind:kator kinerja makro.

bi n = bobot indikator ke-n.

Penghitungan capa:er: kinerja urusan pemerintahan dan perunjang

urusan pemerintahan.

Capaian kinerja urusan pemerintahan dihit-ng dengan tahapan sebagai

beri}kut:

Nilai kinerja dikcnversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala
nilai kinerja setiap :ndikator

Setiap skor capaian kinerja dikalikan denigan bobot indikator k:rerja
kunci capaian kinerja.

Hasil perkalian antara skor capaian kinerja dengan bobot irdikator
kinerja kunci cepaian kinerja dikalikan dengan bobot urusan
pemerintakan,/ penunjang urusan pemer:ntahan.

Hasil perkalian terhadap bobot urusaz pemerintahan/penuniang
urusan pemerintahan dijumlahkan dan «emudian dike iken dergan
bobot variabel kinerja urusan pemerintaran.

[lustrasinya acalah sebagai berikut:

CKUP= [Ynckiup 1 x biup 1 + nckiup 2 x biup 2 + rckiur n x biup

Keterangan:

CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerirtahan

nckiup = nilai capaian kinerja indikator kinerja kunci urusan
pemerintahan

nckiup n = nilai capaian kinerja indikator kinerja kunci ke- 1.

biup = bobot indikator kinerja kunci urusan pemerintahan

bvup = bobot variabel urusan pemerintakan.
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2. Penghitungan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daeral dan
Penetapan Peringkat
Skor kinerja peryelenggeraan pemerintahan daerah diperoleh melaiui
akumulasi capaian kinerja makro, capaian kirerja urusan pemerintahan
dan perubahan kinerja maxro. Ilustrasi sebagai nerikut:
KPPD = [ CKM + CKUP | x 0.75 + [ PKM | x 0.25
Berdasarkan skor kinera yang diperoleh di atas, maka disusun ranking
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provins:, daerah kabupaten,

dan daerah kota.

3. Penetapan Status Kinera Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Status kinerja penyelenggaraan pemerintahen daerah dikelompoxkan ke

dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:

No Skor Kinerja "~ Status Kinerja
1 1.00-1.80 Sangat Rendah
2 1.81 -2.60 Rendah
3 2.61 -3.4D Sedang
4 3.41-4.20 Tinggi
S 4.21 -5.00 Sangat Tinggi
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